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ABSTRAK

Kerjasama antara penyelenggara jaringan telekdasini (operator
telekomunikasi) dengan penyelenggara jasa telekiasindalam hal ininternet
service provide(ISP) merupakan keniscayaan yang telah diaturdgamin oleh
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekdmmsn Jenis
pelanggaran yang telah diatur dan menjadi ruargklip perundang-undangan di
bidang telekomunikasi, tidak serta merta dapatsdigisi menjadi bentuk tindak
pidana korupsi.

Dalam menentukan undang-undang khusus mana yang tiéderlakukan,
berlaku asassystematische specialiterrtinya suatu perbuatan yang terjadi
didalam aktivitas yang dilindungi oleh suatu undangang tertentu, maka
ketentuan dari undang-undang itulah yang diberlakulDisamping itu, peran
hukum pidana diharapkan hanya ketika sarana hukimmaupun cara-cara lain
dalam pengendalian sosial tidak dapat digunakamu aidak efektif lagi
(subsidairity principlé.

Penelitian ini merefleksikan bahwa asystematische specialiteiapat
menjadi solusi dari kompleksitas problematika hukuditengah-tengah
masyarakat, khususnya dalam hal penegakan hukuamgillorupsi di bidang
telekomunikasi. Jenis penelitian ini berupa pe@ithukum normatif yang
berdimensi empiris dan metode pendekatan yang digumadalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Sesuai dengatode yang digunakan yakni
yuridis normatif dan yuridis empiris, maka pendekatang digunakan dalam
menganalisa data berupa metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadesassystematische
specialiteityang telah diformulasikan dalam norma legislabagaimana dianut
dalam undang-undang pemberantasan tindak pidamgdidcurang diperhatikan,
sehingga dalam proses penegakan hukum terjadi silevBahwa proses
penegakan hukum yang akuntabel dan kredibel, haneisdasarkan diri pada
hukum yang telah dibentuk atau telah diformulasikada tahagaw making
process

Kata kunci: penegakan hukum, pidana korupsi, bidang telekorasnik
systematische specialiteit.

Xiii



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan asas adil dan merata yang dianuth datelang-Undang
No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwayglenggaraan
telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakizary sama kepada
semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasildiygkmati oleh

masyarakat secara adil dan merata.

Kebijakan reformasi telekomunikasi yang dirumuskiafam cetakan biru
kebijakan pemerintah Indonesia tentang telekomwshnigalah satunya adalah
untuk menciptakan peluang bisnis bagi para penggla telekomunikasi
nasionalt Untuk itu dalam praktik dikenal bentuk kerjasamatasa
penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pengghra jasa
telekomunikasi sebagai mekanisme usaha yang urbest practicesdalam

dunia telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yandakiyer
penyelenggara jasa telekomunikasi khususni@rnet service provide(iSP)
dalam menjalankan bisnisnya memungkinkan bekerjasamengan
penyelenggara jaringan telekomunikasi atau operagperti kerjasama antara

PT. Indosat, Tbk. dengan PT. Indosat Mega Media JIM2

'Danrivanto Budhijanto,Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Infosima
Regulasi & KonvergensCetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2(16),44.



Adapun mekanisme kerjasama tersebut diatas, betbekeérjasama
pemanfaatan jaringan telekomunikasi milik PT. Iredp$bk dengan IM2 yang
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Selddb $ebagai penyelenggara
jasa telekomunikasi tidak memiliki jaringan dan ganemiliki jaringan adalah
operator, maka lazim jika IM2 dalam menjalankanhasga memerlukan

kerjasama dengan operator agar mendapatkan jaringan

Dasar hukum pelaksanaan praktek tersebut, anterapertamalPasal 9
Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentanigkbenunikasi yakni
penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dudadalam Pasal 8 Ayat
(1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, gmerakan dan/atau
menyewa jaringan telekomunikasi milik  penyelenggargaringan

telekomunikasi.

Kedua, Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 200@nggn
Penyelenggaraan Telekomunikasi yakni dalam penggleaan jasa
telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 hyryfebyelenggara jasa
telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikagik penyelenggara

jaringan telekomunikasi.

Ketiga, Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Kd.21
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekamsunikakni dalam
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggaa telekomunikasi
menggunaan jaringan telekomunikasi milik penyelengg jaringan
telekomunikasi. Juga Pasal 5 Ayat (2) penyelenggasa telekomunikasi

dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagamayat (1)



dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan ndatauatu perjanjian

tertulis.

Namun demikian, praktik kerjasama pemanfaatangarirtelekomunikasi
milik PT. Indosat, Tbk oleh IM2 dipandang ilegakblKejaksaan Agung dan
merugikan negaraKejaksaan Agung berpendapat yang berhak memaafaatk
jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHnyhaPT. Indosat, Tbk,
sebagai salah satu pemenang tender jaringan bleiggdtder pita frekuensi 2,1

GHz.

Kejaksaan Agung juga berpendapat IM2 sebagai pengghra jasa
telekomunikasi tidak dapat memanfaatkan jaringamgdyak seluler pita
frekuensi 2,1 GHz, karena tidak memiliki izin dé&hak pula mengikuti seleksi
lelang jaringan bergerak seluler pita frekuensi @Hz yang diselenggarakan
oleh negard. Begitu juga tidak dipenuhinya kewajiban membayiayd hak

penggunaan frekuensi oleh IM2 kepada negara.

Dari persoalan tersebut diatas mulai terjadi kemdhAn problem tidak
adanya kepastian hukum dalam praktik bisnis telekdmsi nasional. Terlebih
ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JakarteaPo®elalui putusan No.
01/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Pst. menjatuhkan vonisab@n kepada mantan
Direktur Utama IM2 dalam perkara korupsi pemanfagtingan bergerak
seluler pita frekuensi 2,1 GHz yang dianggap méamgikeuangan negara,

dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda seé®ps&00.000.000; dan

“http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsui@84439 akses 21 April 2014.
*http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsui@85245 akses 21 April 2014.




bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengatama kurungan selama 3
(tiga) bulan, serta menghukum IM2 sebagai korposasuik membayar uang

pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JakagatRilatas, kemudian
diubah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghukoantan Direktur
Utama IM2 dengan pidana penjara selama 8 tahundadesgbesar Rp.
200.000.000; dan bila denda tersebut tidak dibaljrganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan padaatinkpsasi, Mahkamah
Agung menghukum mantan Direktur Utama IM2 dengadampa penjara
selama 8 tahun, denda sebesar Rp. 300.000.000jildaslenda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama @ngenbulan, serta
menghukum lagi IM2 sebagai korporasi untuk membayang pengganti

sebesar Rp. 1.358.343.346.674;.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam peradak pidana
korupsi tersebut dipersoalkan dan digugat. Olelg&ditan Tata Usaha Negara
Jakarta Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Kenatapn Pembangunan
(BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2@42ggal 9 November
2012 yang berisi Laporan Hasil Audit Dalam Rangkadhitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidanaip&iordalam
Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/ GgnEiga (3G) oleh PT.
Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), besknnpiran yang berupa
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negdt#lPKKN”)

tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKRIlah mengandung



cacat hukum. Oleh karena terbukti dari aspek kemggra mengandung cacat
hukum, maka obyek sengketa tersebut dinyatakak sda dan selanjutnya

untuk dicabut.

Kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakaelalui Putusan
Nomor: 167/B/2013/PT.TUN.JKT pada tingkat Bandibgengan mengambil
alih seluruh pertimbangan Peradilan Tingkat Pertarivjelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan geamigan Peradilan
Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gatduDeputi Kepala
BPKP Bidang Investigasi) dan Tergugat Il (Tim BPREnerbit LHPKKN)
tidak berwenang untuk mengaudit penggugat Il iresv 1 dan penggugat Il

intervensi 2, karena tidak atas permintaan darikdemnnfo.

Pada tingkat kasasi perka@aquo oleh Mahkamah Agung telah diputus
melalui Putusan Nomor 263 K/TUN/2014, yang pertingannya yakni
Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenang menerbikeputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, yaitu melangggéentuan Pasal 14
ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Rfsal 1 angka Jo.
Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan PemeriRtaNo. 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sebagai pembina di bidang telekomunikasi yang melipenetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendatlaram hal ini
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Imfatika sesuai surat No.
65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 sacaesmi telah

menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum d@k t@da kerugian



negara atas kerjasama pemanfaatan jaringan telekkasuantara PT. Indosat,
Tbk dengan IM2 dan juga Badan Regulasi Telekomnikedonesia (BRTI)
telah menyatakan kepada publik bahwa IM2 tidak nadéyaketentuan apa

pun?

Dalam surat No. 65/M.KOMINFO/02/2012, Menteri Konikasi dan

Informatika secara tegas menyatakan hal-hal selbagdut:

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyeleakma jasa
telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa mmiriglekomunikasi
milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Halsecara jelas dan tegas

telah diatur dalam peraturan perundang-undangkaiter

2. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 52 Tald@® Zentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi, PT. Indosat Thkksepenyelenggara
jaringan telekomunikasi, dalam hal ini selaku pésyggara jaringan
bergerak selular, diwajibkan memenuhi permohonaiggena jaringan dari
penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki, isepanjang jaringan

tersebut tersedia.

3. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. BAnTA000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Pasal 5 KsgutuMenteri
Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001, pada prinsipryali®losat Mega

Media (IM2) selaku penyelenggara jasa telekomumnikagis menggunakan

*http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/13&4mkominfo:+Kasus, akses 8
Desember 2013.



jaringan  milik penyelenggara jaringan telekomunikasdalam

menyelenggarakan layanannya.

4. PT. Indosat Mega Media (IM2) tidak mempunyai kebafi untuk
membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum FnskuRadio,
karena IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensioragndiri untuk
menyelenggarakan jasa akses internet, tetapi maenaggno jaringan
bergerak selular milik PT. Indosat Tbk di pita fneksi radio 900 MHz,
1800 MHz dan 2,1 GHz. Yang dengan demikian, kewajipembayaran
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Raeliada pada PT.

Indosat Tbk.

Sejatinya praktik kerjasama antara penyelenggairagpn telekomunikasi
dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalanpeidifs rezim hukum
administrasi negara dan hukum perdata sebagai dad wah, legal, dan
mempunyai dasar hukum yang jelas, namun justrundgurag sebagai tindak

pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Bahwa memang pemberantasan korupsi harus dilake&eara khusus
serta tujuan utamanya adalah meniadakan keragareamafspran diantara
aparat penegak hukum, regulator dan masyarakatukhya para pencari
keadilan, serta perlakuan yang adil didalam persmgakukum dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum pidana didalamnya memiliki fungsi sosial wntoembentuk dan

mendefinisikan jenis-jenis tindakan tertentu yangrus dilakukan atau



dihindari. Seperti diketahui banyak terdapat undamgang yang
dikategorikan sebagai undang-undamministrasi penal lavseperti undang-
undang telekomunikasi, sepanjang undang-undangbigrsnengatur tentang
sanksi pidana. Dengan begitu banyaknya peraturamg&ng-undangan yang
menjadi simpul-simpul pengaturan akan suatu tindakang secara esensial
tidak dilarang pun pada akhirnya ditarik sebagaddk pidana tertentu, bahkan

menjadi tindak pidana korupsi sekalipun tidak médngredikat kriminal.

Hal tersebut diatas merupakan persoalan yakni nadamakiatu perbuatan
yang sah dan legal, serta mempunyai dasar hukuip jgéas sekalipun, atau
terhadap pelanggaran administrasi maupun perbyedama terhadap produk
administrasi penal lawakan tetapi kemudian dipahami atau dipersepsikan

sebagai tindak pidana korupsi.

Kemudian pada sisi lain dapat diakui juga bahwadmpuan sumber daya
manusia aparat penegak hukum disemua lini, denggalss keterbatasannya
dalam memahami seluruh jenis peraturan yang begiyak dan kemampuan
memahami asas-asas, teori hukum dan filsafat husenng mengakibatkan
terjadinya kegamangan dan cenderung terjadi dest@sgasi baik dalam

penguasaan aspek hukum formil maupun materiil.

Dalam hal lembaga peradilan sebagaludge Make Latv yang
menciptakan lahirnya yurisprudensi sebagai saléih samber hukum, namun

ternyata lahirnya suatu putusan pengadilan itu mwetgng kontradiksi dengan

°Djoko Sarwoko, “Permasalahan Hukum Kontrak Kerjmr&midiasi Dalam Perspektif
Pemberantasan Korupsi” dalam Sigis Suseno dan [Selfaika PutriHukum Pidana Indonesia
Perkembangan dan Pembahary&@etakan Pertama (Bandung: Rosda, 2013), him 15.



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka p@sbara yang
menganutStatue Law Systemseperti Indonesia hanya peraturan perundang-
undangan saja yang memiliki legitimasi formil secd&etatanegaraan atau
dikenal dengan adagiumbdhwa yurisprudensi menundukkan diri kepada

undang-undang yang berlak®

Sudah waktunya proses hukum formil yakni penegékeum pidana dan
dimensi hukum pidana materiilnya atas suatu tindafeng bukan merupakan
tindak pidana atau suatu tindakan pidadaninistrasi penalang akan tetapi
diajukan sebagai perkara korupsi perlu dievaluasjatinya proses dan hasil
penegakan hukum semestinya tidak menimbulkan p&lerkontroversi,
maupun sentimen publik. Melainkan juga suatu prates hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat diukur baik seddosofis, teroritis

maupun yuridis baik materiil dan formil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, enolerasa perlu
melakukan kajian secara ilmiah, atas fenomena pda@ghukum di bidang

telekomunikasi dalam rangka pengembangan ilmu hukum
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adaddlagai berikut:

1. Apakah pendakwaan oleh Kejaksaan Agung dalam kasomanfaatan pita

frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat Mega Mediebagai tindak

®https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/22/seraetrisprudensi-dengan-
peraturan/, akses 6 Juli 2017.
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pidana korupsi sudah tepat, jika ditinjau dari jet@n hukum pidana

aplikatif dan kebijakan di bidang telekomunikasi?

2. Apakah pertimbangan majelis hakim, baik pada tihgkdex factimaupun
judex juris dalam memutus pemidanaan, pada kasus pemanfadatn pi
frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat Mega Meslidah tepat jika
ditinjau dari fakta-fakta hukum dan undang-undaggang pemberantasan

tindak pidana korupsi yang diterapkan?

3. Apa implikasi hukum terhadap perkara pidana kasus dari adanya
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ylarakén oleh putusan
kasasi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa dasarakhir dari
perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukbsh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam kasus dingkek pidana

korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 @étah tidak sah?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendakwaan Kejaksaan Agung atasamf@aatan pita
frekuenasi radio 2,1 GHz yang dilakukan oleh IM2akah sudah tepat jika
ditinjau dari kebijakan hukum pidana aplikatif d&abijakan di bidang

telekomunikasi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim padgkét judex facti
maupunjudex juris dalam memutus pemidanaan pada kasus pemanfaatan

pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2, apakah suidgdat jika ditinjau dari
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fakta-fakta hukum dan undang-undang tentang pemtzsyan tindak pidana

korupsi yang diterapkan.

3. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap park&dana kasus ini,
dari adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negeamaalgang dikuatkan
oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, yang menyataikhwa dasar dan
akhir dari perhitungan kerugian keuangan negarag yditekukan oleh
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalamdkamen tindak
pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radioGHz adalah tidak

sah.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsiilyang positif yaitu:

1. Kegunaan Praktis
Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalselkrihan data dan
informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hagsénelitian ini,
diharapkan dapat memberikan arahan atau menjadnpeddalam praktek
penegakan hukum utamanya dalam penegakan hukum idAngo
telekomunikasi.

2. Kegunaan Teoritis
Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat mekabersumbangan
pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan pertgbaharuan ilmu
hukum pidana sesuai dengan tuntutan dan perkembaagaan, khususnya

dalam konteks perkembangan teknologi, informagi, kdamunikasi.
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E. Orisinalitas Penelitian

Upaya penelusuran terhadap berbagai karya ilmialy yw@rupa dengan
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhané&nomena penegakan
hukum telah dikaji, khususnya di bidang telekomasik Namun demikian,
penulis belum menemukan kajian ilmiah yang secaesiBk membahas
persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsipgmanfaatan jaringan
bergerak seluler pita frekuensi radio 2,1 GHz miik. Indosat, Tbk oleh IM2

dalam perspektif kebijakan hukum pidana aplikatif.

Untuk menghindari kesan partikularistik isu penegakukum di bidang
telekomunikasi seolah hanya porsi sektor bisnisi aeekomunikasi saja,
melainkan juga isu mutakhir dan fenomenal yang intidsispon secara ilmiah
oleh ilmu hukum. Penulis berpendapat bahwa fenorpenagakan hukum di
bidang telekomunikasi, khususnya kajian penegakakurn tindak pidana
korupsi atas pemanfaatan jaringan bergerak sefpitar frekuensi 2,1 GHz
milik PT. Indosat, Tbk oleh IM2 mempunyai karakstik sense of urgent

untuk dikaji.

Seperti diketahui bahwa perkembangan dan kemajidandp teknologi,
informasi, komunikasi maupun aspek-aspek yang mialipinya sangat cepat
dan dinamis. Untuk itu ilmu hukum harus memperssapldiri dengan
memperluas kajian baik secara teoritis maupun graldebagai upaya
beradaptasi dengan perkembangan, kemajuan danukebuthukum yang

responsif dan spesifik.
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F. Telaah Pustaka
1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kepustakaan asing yakni delbasa inggris
disebut law enforcement atau dalam bahasa belanda disebut
rechtshandhaving Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum dapat
dipahami sebagai proses dilakukannya upaya untudakibya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sepagdaman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum ndakehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Secara umum penegakan hukum lekat dengan pemikbrahya
penegakan hukum selalu dendarce saja, yang identik dengan penegakan
hukum pidana. Melainkan penegakan hukum itu sebgaarmenurut
notitie handhaving milieurecht(1981) merupakan pengawasan dan
penerapan berbagai instrument, bukan hanya pidamg $etapi juga

administrasi dan perdafa.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidpada
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha peaadakum, khususnya
hukum pidana. Untuk itu sering dikatakan bahwatpoltau kebijakan

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakamegakan hukum

"Abdul Wabhid, “Politik Penegakan Hukum Pidana TedmdCorporate Crime Yang
Berbasis Egalitarianisme” dalam Tim Mohammad Sa#ul, Problematika Menciptakan Iklim
Usaha Yang Kondusi€etakan Pertama (Jakarta: Komisi Hukum Nasiordl1p, him 35.

8Andi HamzahPenegakan Hukum LingkungaBetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), him 48.
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(law enforcement poli¢y Dengan perkataan lain, penegakan hukum pada
hakekatnya juga merupakan penegakan kebijakan unddaberapa tahap

yakni'®:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukarabstractooleh badan
pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat putebdt tahap

kebijakan legislatif;

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidéeta aparat-aparat
penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pelagadiahap ini

disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif; dan

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum gidacara konkrit
oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Adapun tamaplisebut juga

sebagai tahap kebijakan eksekutif atau adminiktrati

Ruang lingkup penegakan hukum dapat dibedakan jdais-jenis
lapangan hukum, yakni penegakan hukum di bidangrasimasi, perdata,
atau pidana. Selain itu, dapat pula dibedakanjeiais pendekatannya yakni
pendekatan represif atau pendekatan preventif. [@iarBla makna
handhavingtidak membedakan antara pendekatan represif atalegatan
preventif, sebab sebelum dilakukan tindakan represian dilakukan

terlebih dahulu pedekatan preventif. Berbeda demyaerika, pengertian

°Barda Nawawi Arief,Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan éfons
KUHP Baru,Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2011), him 28.

“Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidar@etakan Kesatu (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), him 13-14.
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law enforcementberarti penegakan hukum secara represif, sedangkan

penegakan hukum secara preventif dikenal deng#gahisbmpliance'*

Ada juga yang membedakan pola pendekatan dalangalese hukum
menjadi tiga jenis, antara ldf pertama, pendekatan yuridis yakni
penegakan hukum dilakukan dengan cara penerapamaratiau ketentuan
hukum secara tepat dan benar, serta sesuai dergyakihkan penegak
hukum.Kedua,pendekatan sosio politik dalam penegakan hukumldioth
adalah untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, KHandisi-kondisi yang
diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasis®ata kokohnya

persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian yangketiga, pendekatan sosio kultur dalam penegakan
hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyatakArtinya dengan
penegakan hukum yang dilakukan untuk memenuhi tamtmasyarakat,
akan pula meningkatkan kepercayaan dan dukungagana&st terhadap

penegakan hukum itu sendiri.

Dilihat dari fase penegakan hukum, setidaknya patlbeberapa faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum yang antara: lain

a. Faktor hukumnya sendiri yakni pihak-pihak yang akfbatasi pada

undang-undangnya saja;

“Andi HamzahJoc. cit.

2Sukarton Marmosudjond?enegakan Hukum di Negara Pancasi@etakan Pertama
(Tanpa Kota: Pustaka Kartini, 1989), hal 20.

¥Soerjono Soekantdraktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukéisi |
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), him 8.
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b. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang meroiemaupun

menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pemaedakkum;

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukumsetaut berlaku atau

diterapkan; dan

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cig@ rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulap.hid

Setidaknya terdapat kerangka acuan bermpdel lawyang dibuat oleh
Organization for Economic Co-Operation and DevelepfOECD)
sebagai pedoman dalam rangka menghindari persoaftader and
overcriminalizaationsehubungan dengan penegakan hukum pidana, yang

antara lain meliputi prinsip-prinsip

a. Ultima ratio principle, yakni bahwa hukum pidana disiapkan sebagai
sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun @emiklalam
kenyataan terdapat kecenderungan bahwa penggundam hpidana
sudah mengarah pada prinppmum remediumatau mengedepankan
hukum pidana dalam mengatasi suatu persoalan. Diagdrmi bahkan
pidana denda dipilih sebagai saknsi sekaligus suddig pembangunan
suatu negara;

b. Precision principle,yakni ketentuan hukum pidana harus tepat dan telit
dalam mendeskripsikan suatu tindak pidana. Untupérumusan hukum
pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari

c. Clearness principlgakni tindakan yang dikriminalisasikan harus
dijabarkan secara jelas dalam ketentuan hukum @jdan

d. Principle of differentiationyakni harus jelas perbedaan antara yang satu
dengan yang lain. Maka dalam hukum pidana harusghiedari
perumusan yang bersifat global atau terlalu lmasltipurposeatau all
embracing;

“Teguh Prasetydriminalisasi Dalam Hukum Pidana&etakan Kesatu (Bandung: Nusa
Media, 2010), him 40-41.
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e. Principle of intentyakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan
dolus sedangkan untukulpa harus dinyatakan dengan syarat khusus
untuk memberikan pembenaran kriminalisasi; dan

f.Principle of victim applicatioryakni dalam penyelesaian perkara pidana
harus memperhatikan permintaan atau kehendak kofam hal ini
kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidangemidanaan.

Apabila hukum pidana akan digunakan dalam upayanctheigi dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, semestinyagalean hukum
pidana pun harus dilihat pula dalam prespektif yitgh luas, yakni perlu
mempertahankan atau menciptakan keterpaduan dhijakan kriminal,
kebijakan hukum pidana dan juga kebijakan soslalsksnya kebijakan di

bidang telekomunikasi.

Maka dalam kebijakan hukum pidana yang salah siédo gtamanya
adalah garis kebijakan untuk menentukan cara kesggaimana
penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksangédana harus
dilakukan pun semestinya perlu memperhatikan bei@gndekatan antara
lain pendekatan yuridis normatif, sosiologis, histokomparatif dan juga
pendekatan komprehensif dari berbagai disiplinatasaupun pendekatan

integral dengan kebijakan sosial hingga kebijakemipangunan nasionsl.
. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin diselmdrruptio yang berarti penyuapan
ataucorruptoredengar arti merusak. Secara harfiah korupsi besaktagai

suatu kejahatan, kebusukan, tidak jujur atau tiadaldak bermoral dengan

*Barda Nawawi Arief, Kebijakan .ap.cit.,him 24 dan 27.
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cara penggelapan uang, menerima suap, bahkan miekefiiasaan untuk

kepentingan manipulativ.

Arti kata korupsi yang telah diterima dalam pertarataan kata bahasa
Indonesia, sebagaimana disimpulkan oleh Poerwadtandalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang buwpérts penggelapan

uang, penerimaan uang sogok/suap dan sebagddinya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmeesyatakan
bahwa, istilah korupsi dalam berbagai bidang itunyaegkut masalah
penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dndgpidkonomi, dan

juga menyangkut persoalan di bidang kepentingamuffiu

Secara umum korupsi dapat dikelompokkan dalam dfad yakni
pertamakorupsi yang bermotif terselubung adalah korupsigyaepintas
terlihat bermotif politik, akan tetapi secara tembeinyi sesungguhnya
bermaksud untuk mendapatkan uang. Sedangkan kehgakorupsi yang
bermotif ganda adalah korupsi yang secara lahiggu secara umum
kelihatannya dilakukan hanya untuk mendapatkan g, akan tetapi
sebenarnya juga mempunyai maksud lain selain mengheuang, seperti

mempunyai kepentingan politik tertertu.

®Andi Hamzah,Korupsi di Indonesia-Masalah dan Pemecahanngztakan Kedua
(Jakarta: Gramedia, 1986), him 9.

YIbid.,him 10.

®evi Hartanti, Tindak Pidana KorupsiCetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
him 9.

“Ibid., him 10.
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Dalam perkembangan hukum pidana korupsi di Indanestidaknya
tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalanuhtupuah jenis yang

antara lain adalah sebagai berffut

a. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugeuangan negara;
b. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap nonaoty

c. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelaalam jabatan;
d. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbupé&merasan;

e. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuat@ang;

f. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan bentlegrentingan dalam

pengadaan; dan
g. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratsfika

Perkembangan pengaturan korupsi di Indonesia, aketyeh dapat
ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-urataggng mengaturnya,

antara laif®:

a. Tahun 1957-1958 (Masa Peraturan Penguasa Militer)

1) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957, ydikgluarkan
oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaktulurwilayah
kekuasaan Angkatan Darat.

2) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, yaarigi tentang
pembentukan badan yang berwenang mewakili negarak un
menggugat secara perdata pihak-pihak yang ditud@hakukan
perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan.

“Komisi Pemberantasan KorupsMemahami Untuk Membasmi-Buku Saku Untuk
Memahami Tindak Pidana Korupdianpa Cetakan (Jakarta: KPK, 2006), him 20-21.
ZEvi Hartanti, Tindak ..op. cit.,him 22-23.
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3) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957gyaemberikan
dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Hkntarta
Benda (PHB), untuk melakukan penyitaan harta bgadg dianggap
hasil dari korupsi.

4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkaiat No.
PRT/PEPERPU/031/1958 dan perturan pelaksanaannya.

5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatd No.
PRT/z.1/1/7/1958.

b. Tahun 1960

Undang-Undang No. 24/Prp/Tahun 1960 tentang Petausu
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana KorugosgYmerubah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nolabin 1960
yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1961.

c. Tahun 1971

Masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNR1-19;
TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak PidanaSor

d. Tahun 1999-sekarang

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang2Bdlrahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3linTa999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jugkang-Undang
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan akindidana
Korupsi.

Bahwa memang masalah-masalah dan acaman yang wkanbdari
korupsi terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilaan kualitas pembangunan
sangat menghawatirkan. Juga mengingat korupsi aebagtuk kejahatan
yang terorganisir dan sering terafiliasi dengantidebentuk kejahatan
lainnya, maka dalam mencegah dan memberantas konugak diperlukan
pendekatan maupun cara-cara yang komprehensif d#idisipliner, serta

penegakan hukum yang taat asas.

3. Kebijakan Bidang Telekomunikasi
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Perkembangan regulasi telekomunikasi nasional diawi@ngan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 tentang PenetapatuPen Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentarigkdmunikasi.
Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 md@89 tentang
Telekomunikasi, hingga Undang-Undang No. 36 Tah@991 tentang

Telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi nasional telah rdddlam Undang-
Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi,umapada waktu itu
kondisi regulasi lebih bernuansa monopolistik, &otnpetisi dan orientasi
lebih pada operator. Pada masa berlakunya keteningn badan
penyelenggara yaitu hanya Badan Usaha Milik Ne@BithtMN) yang diberi

izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi dadaagai hak eksklusf?

Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi yang berlaku hingga saat ini, s&tiga memberikan angin
segar yang membuka kesempatan untuk berkompel&ésndaerusaha, anti
monopoli, dan keberpihakan kepada konsumen sertmggpea

telekomunikasf?

Di dalam undang-undang telekomunikasi tahun 199&jdaknya
dikenal ada dua macam sanksi yakni sanksi adnmasistian sanksi pidana
administratif @dministrative penal layv Ketentuan Pasal 45 Undang-

Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur sanksi admisistyang merupakan

“Danrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,hlm 37.
*Ibid., him 38.
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pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayatd&a B8 ayat (2), Pasal
19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayaPésgl 29 ayat (1), Pasal 29
ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2pIRBdsayat (1), atau Pasal 34
ayat (2). Bentuk pelanggaran adminstrasi diantarasgperti tidak
memenuhi kewajiban memberikan kontribusi pelayanaiversal, tidak
memenuhi  kewajiban membayar biaya hak penyelenggara
telekomunikasi, dan tidak memenuhi kewajiban merabayiaya

penggunaan frekuensi.

Sedangkan sanksidministrative penal lavadalah untuk pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 18| P&sPasal 22, Pasal 29
ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1)alFResal 33 ayat (1), Pasal
Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36(ayaPasal 38, Pasal 40,
Pasal 42 ayat (1). Bentuk pelanggasaministrative penal lawdiantaranya
ialah penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izimggenaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin, tidadesuai dengan

peruntukannya dan saling mengganggu.

Keberadaan telekomunikasi saat ini semakin dirasak@nfaatnya, dan
sekaligus menempatkan telekomunikasi sebagai pienting dalam
berbagai bidang kehidupan. Pola kehidupan yangmisaelah pula
menuntut manusia untuk efisien dan efektif dalagakekegiatannya, tidak

terkecuali dalam hal komunikasi.
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Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengirimdan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk taadda, isyarat, tulisan,
gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawatkppéidio, atau sistem

elektromagnetik lainny*

Di bidang telekomunikasi, setidaknya dikenal ada @enyelenggara
telekomunikasi yaitypertamapenyelenggara jaringan telekomunikasi atau
yang lebih dikenal dengan sebutan operator. Sedangkang kedua
penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti penggéa jasa multi media

atau internet.

Salah satu sistem telekomunikasi adalah sistem kikasi radio, yaitu
telekomunikasi yang menggunakan gelombang/frekueadio. Secara
umum sistem seperti ini dikenal dengan sebwténelesssebagai metode
komunikasi tanpa menggunakan kabel, atau melal@ngu kosong
memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Lebih tarpemanfaatan
gelombang elektromagnetik itu perlu diatur dantdif@engelolaannya, agar

tidak terjadi interferensi atau gangguan.

Frekuensi radio sebagai salah satu bentuk sumbgm dlm dan
kekayaan negara yang terbatas, perlu manajemen tegiad) agar dapat

memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyakddéagingat Bumi,

“Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 3®ufi 1999 tentang
Telekomunikasi.

“Nonot Harsono, Telekomunikasi Untuk Kemakmuran Bangsa-Tentang isBigan
Regulasi TelekomunikasCetakan Pertama (Jakarta: Sinar Harapan, 204 R 302.
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air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamthikaasai negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuramrak§/

Pada bulan Juli tahun 2005, pemerintah memutuskark umelakukan
penataan ulang pita frekuensi selular di pita B0 8,1 GHz, hal tersebut
dilakukan untuk menghindari interferensi antaréesisPCS-1900 dan IMT-
2000 (UMTS), serta interferensi penggunaan frekuddmgga akhirnya
diputuskan, migrasi penyelenggaraan PCS-1900 keitercore-band IMT-

2000 (UMTS)?*’

Kemudian pada tahun 2006, dilakukan seleksi pengekra IMT/3G
di pita 1,9 dan 2,1 GHz oleh pemerintah melalui adet lelang yang
pertama kali dilakukan di Indonesia. Lelang pitaOFB MHz IMT-2000
core band tersebut akhirnya dimenangkan oleh tiga operatakniy

Telkomsel, Excelcomindo, dan Indogat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008ng Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PPNBng berlaku di
Departemen (Kementerian) Komunikasi dan Infomatikerdapat dua
kelompok BHP frekuensi radio yakni BHP frekuensdioa untuk izin
stasiun radio (ISR) dan BHP pita atau untuk izita @pektrum frekuensi

radio (IPSFR).

“pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“'DennySetiawanAlokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spekttndonesia
Tanpa Cetakan (Jakarta: Direktorat Jenderal PosTédekomunikasi-Departemen Komunikasi
dan Informatika, 2010), him 35.

“bid.
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Dimulai dengan pengenaan tarif biaya hak pengguiiBéiP) sesuai
dengan IPSFR untuk penyelenggara 3G, kebijakarelietskemudian
diikuti dengan kebijakan konversi BHP ISR menjadHMB pita bagi
penyelenggara selular. Konversi BHP berbasis ISRjade BHP pita,
dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakanitypeghn serta
verifikasi, juga untuk mendorong penyelenggara kimieémbangun jaringan

secepat mungkin.

Untuk BHP berbasis ISR dikenakan pada tiap dinasist radio, yang
dibebankan tiap tahun sebelum izin stasiun radi@rlgikan dengan
mempertimbangkan lebar pita dan daya pancar frekueAdapun
komponen pembayaran BHP pita frekuensi untuk operdliT-2000/3G
yang berbasis pada BHP izin pita spektrum frekueadio terdiri dariup
front fee (biaya nilai awal) dan BHP pita tahunan, yang dadan
perhitungannya diperoleh dari hasil seleksi lelaitg frekuensi radio 2,1

GHz.
G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakamhpiklana pada

tahap aplikatif.

2. Pidana korupsi yang dimaksud dalam kasus ini adaldak pidana korupsi
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan/atau Pasadlang-Undang

No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahudl 2@ntang
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Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 19%nhteemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

3. Bidang telekomunikasi meliputi pemanfaatan pit&densi radio 2,1 GHz,

kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT. Ihdibsga Media (IM2).
H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian dalan sebagai

berikut;
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalahigepenelitian hukum
normatif, namun terdapat juga dimensi empiris barppnerapat hukum

dalam suatu praktik peradilan.
2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliiaadialah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Diawali demg@ventarisasi persoalan
atau kasus, yang kemudian ditelaah secara metasiefedalui pendekatan
sistem norma baik doktrin hukum maupun perundardgngan yang
berlaku, sebagai kegiatan yang mendasar dalamij@mélukum. Selain itu
dalam penelitian ini akan memaparkan dan menjetasiata yang

ditemukan dalam penelitian.

3. Objek Penelitian
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Obyek penelitian yang menjadi pusat kajian dalargidtan ilmiah ini

adalah:

a. Pendakwaan Kejaksaan Agung dalam kasus pemanfpéitafrekuensi

radio 2,1 GHz oleh IM2, sebagai tindak pidana kerup

b. Pertimbangan majelis hakim pada tingkatex factimaupunjudex juris
dalam memutus pemidanaan pada kasus pemanfaadregiiensi radio

2,1 GHz oleh IM2.

c. Implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratdakang dikuatkan
oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, terhadap @epxdana kasus
ini. Yang menyatakan bahwa perhitungan kerugianakgan negara
yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan darbdgunan
dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggurjagngan

frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sah.
4. Data Penelitian

Data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitiaragdalah data sekunder
yang berbentuk bahan hukum, yakmertama,bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, putusan pengadil@aupun dokumen
resmi negaraKedua,bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah,upuk
jurnal, doktrin hukum, makalah, atau naskah akakieKetigapahan non-
hukum atau bahan hukum tersier yang relevan dakobeibusi dalam

penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
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Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan datagaiperlukan dengan
cara library reseach yakni teknik pengumpulan bahan hukum melalui
sumber kepustakaan. Selain itu, bahan hukum jugatdiperoleh melalui

dokumentasi.
6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan antara laatalun studi
kepustakaan dan studi dokumentasi, yakni menelabarbhukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yarigitan dengan
pokok penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah rdipk tersebut,
kemudian diproses dengan cara identifikasi, kleasi, sistematis dan

analisis.
7. Analisis

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakamn waktis normatif
dan yuridis empirismaka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam

menganalisa data adalah metode analisis kualitatif.



BAB Il
TELAAH PUSTAKA
A. Penegakan Hukum
1. Pengertian dan Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kepustakaan asing yakni delhasa inggris
disebut law enforcement atau dalam bahasa belanda disebut
rechtshandhaving Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum dapat
dipahami sebagai proses dilakukannya upaya untudakibya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sepagdaman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum ndakehidupan

bermasyarakat dan bernegéta.

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa penegakan ha#atah ..
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang jaiearkan dalam
kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang apantdan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaiangbaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan (sebagai ‘social engineg?, memelihara dan

mempertahankan (sebagai ‘social control’) kedamaiargaulan hidup *

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakanuhukmerupakan

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum merjadyataan. Selain

*Abdul Wahid,loc. cit.
Soerjono Soekant®eberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembeargdi
IndonesiaCetakan Ketiga (Jakarta: Ul-Press, 1983), him 34.

29
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itu, penegakan hukum bukan sekedar pekerjaan ngk@raindang-undang
terhadap peristiwa kongkrit saja, akan tetapi makaep kegiatan manusia
dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkaapha-harapan yang

dikehendaki oleh hukurit.

Bagi Soedarto, membicarakan masalah penegakan hiittaknsekedar
membicarakan bagaimana hukumnylaw( in tex), akan tetapi juga
mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur peneg&unin dalam
menghadapi masalah-masalah untuk dicari jalan kelasv in action.
Donald Black menyebut kegiatan diatas sebagai msabil hukum, yakni

suatu proses yang melalui itu hukum mendapatkamskieassusnya?

Ruang lingkup penegakan hukum dapat dibedakan gamis
pendekatannya yakni pendekatan represif atau patatekpreventif. Di
Belanda makndandhavingtidak membedakan antara pendekatan represif
atau pendekatan preventif, sebab sebelum dilaktikdakan represif, akan
dilakukan terlebih dahulu pedekatan preventif. Bdeb dengan Amerika,
pengertianlaw enforcementberarti penegakan hukum secara represif,
sedangkan penegakan hukum secara preventif dikdeafan istilah

compliance®

Ada juga yang membedakan pola pendekatan dalangalese hukum

menjadi tiga jenis, antara It pertama, pendekatan yuridis yakni

3IM. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidan€etakan Pertama (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), him 110.

*Ipid., him 111.

*Andi Hamzah)oc. cit.

#Sukarton Marmosudjondgc. cit.
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penegakan hukum dilakukan dengan cara penerapamaratiau ketentuan
hukum secara tepat dan benar, serta sesuai dergyakihkan penegak
hukum. Kedua, pendekatan sosio politik dalam penegakan hukum iyakn
untuk mewujudkan Kketertiban, stabilitas, dan karkimdisi yang
diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasis®ata kokohnya

persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian yangketiga, pendekatan sosio kultur dalam penegakan
hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyatakArtinya dengan
penegakan hukum yang dilakukan untuk memenuhi tamtmasyarakat,
akan pula meningkatkan kepercayaan dan dukungagana&st terhadap

penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, jika dilihat secara skematis maka dapbhedakan adanya
tiga sistem penegakan hukum, yakni sistem penedalieunm administrasi,
sistem penegakan hukum perdata, dan sistem pemedmiam pidana.
Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula sisteksshukum administrasi,
sistem sanksi hukum perdata, dan sistem sanksinmybidana. Ketiga
sistem penegakan hukum tersebut, masing-masing kuhidu dan
dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara ataebutisjuga aparat

penegak hukum yang mempunyai aturan sendiri-sefidiri

Secara umum penegakan hukum lekat dengan pemikbrahya

penegakan hukum selalu dendarce saja, yang identik dengan penegakan

111.

¥Sudarto Kapita Selekta Hukum Pidan&etakan Ketiga (Bandung: Alumni, 2006), him
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hukum pidana. Melainkan penegakan hukum itu sebgaarmenurut
notitie handhaving milieurecht(1981) merupakan pengawasan dan
penerapan berbagai instrument, bukan hanya pidamg $etapi juga

administrasi dan perdafa.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidpada
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha peaadalkkum. Untuk itu
sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukpitiana merupakan
bagian pula dari kebijakan penegakan hukigmv (enforcement poligy’
Dengan perkataan lain, penegakan hukum pada hakekaiga merupakan

penegakan kebijakan melalui beberapa tahap Yakni

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukarabstractooleh badan
pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat putebdt tahap

kebijakan legislatif;

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidéeta aparat-aparat
penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pelagadiahap ini

disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif; dan

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum gidacara konkrit
oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Adapun tamaplisebut juga

sebagai tahap kebijakan eksekutif atau adminiktrati

Pada tahap aplikatif, penegakan hukum dilihat sabagroses

mewujudkan, melembagakan, dan/atau mengkongkritisagbagai ide,

%Andi Hamzah)oc. cit.
3’Barda Nawawi Arief|oc. cit.
BMuladi, loc. cit.
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gagasan, cita-cita, perintah maupun menghindamtg@n atau sanksi-sanksi
hukum, yang telah dirumuskan dalam undang-undandpluneproses

formulasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

Bahwa proses penegakan hukuaw(enforcement procesdan proses
pembentukan hukumlafy making procegsadalah saling berkaitan satu
sama lain dan tidak dapat dipisahRamDimana proses penegakan hukum
yang akuntabel dan kredibel, harus mendasarkapaliia hukum yang telah

dibentuk atau telah diformulasikan pada talaapmaking process
2. Efektivitas dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Pada dasarnya, masalah penegakan hukum itu mukitalt aadanya
kesenjangan antara hukum secara normals (sollep dengan hukum
secara empirisdas seil.*® Maka, ketika terjadi kesenjangan antara hukum
yang seharusnya dengan hukum yang senyatanya, rakagakibatkan
problem legal gap dimana terjadi situasi atau keadaan atas apa yang
diharapkan dari hukum berupa keadilan, kepasti&ary maupun manfaat

tertentu tidak bisa diwujudkanya.

Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut hasasinantara
nilai-nilai dengan kaedah-kaedah, serta dengatakgarnyata dari manusia.
Untuk itu, dalam hal ini perlu diuraikan perihalbeglakuan kaedah hukum

“geltung (bahasa Jerman) atagelding (bahasa Belanda). Dalam teori

*Romli AtmasasmitaReformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakakui
Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2001), Am 5

“Bambang SutiyosdReformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indone3iakan
Pertama (Yogyakarta: Ull Press, 2010), him 19.
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iimu hukum setidaknya dibedakan tiga macam halakardya hukum,

yakni*:

a. Keberlakuan hukum secara yurudis. Dimulai dengaggapan Hans
Kasen yang menyatakan bahwa hukum mempunyai kelakuddis,
apabila penentuannya berdasarkan pada kaedah iy tinggi
tingkatannya. Sedangkan W. Zevenbergen menyatabamyva suatu
kaedah hukum mempunyai kelakuan yurudis, jikalaadkéa tersebut
terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. ®eatai, Logemann
menyatakan bahwa kaedah hukum mengikat, apabilaumedkan

hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akéatn

b. Keberlakuan hukum secara sosiologis, yang berintpada efektivitas
hukum. Ada dua teori yang menyatakan sebagai heplkutamayakni
teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan,sbhbium berlaku
secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya pdaeguasa (terlepas
dari kondisi apakah masyarakat menerima atau miemga Sedangkan
yang kedua teori pengakuan yang pada pokoknya menyatakdmnyda
berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atagakean oleh

mereka kepada siapa hukum tadi ditujukan.

c. Keberlakuan hukum secara filosofis. Artinya adaladhwa hukum
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai pibsitif yang
tertinggi. Misalnya Pancasila, yang bercita-citakdaarbentuknya

masyarakat yang adil dan makmur.

“ISperjono Soekanto, Beberapaap. cit.,him 34 — 35.
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Untuk itu, agar hukum dapat berlaku dengan baikktdj, maka harus
memenuhi ketiga macam keberlakuan hukum tersehtasdiApabila tidak,
maka akan terjadi kepincangan dalam keberlakuanurhuk yang
mengakibatkan hukum tidak efektif dan kehilangamgaeuhnya dalam

masyarakat.

Dalam berbagai kajian sistem penegakan hukum dadilke, secara
teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakanummukbaru akan
terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat banatlengan baik. Lima
pilar dimaksud yaitu instrumen hukum, aparat pekdgszkum, peralatan,

masyarakatnya, dan birokrasirf7a.

Pendapat lain mengatakan, agar hukum dapat berfdeggan baik,

diperlukan keserasian dalam hubungan antara emiar f yaknf>:

a. Faktor hukum atau peraturan. Ada beberapa kemuagkikendala
efektivitas hukum dalam hal ini, misal terjadi kietk cocokan antara
peraturan perundang-undangan satu dengan lainmyaraaperaturan
tertulis dengan dengan kebiasaan (peraturan tidetllis), peraturan
yang bersifat khusus dengan yang bersifat umuna, @téara peraturan

yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya.

b. Faktor mentalitas penegak hukum. Disini bila peamgundangan
sudah baik, akan tetapi jika mentalitas aparat gedukum kurang

baik, maka akan terjadi gangguan atau kendala juga.

“Bambang Sutiyosdoc. cit.
“3Sperjono Soekanto, Beberapaap. cit.,him 36.



36

c. Faktor fasilitas (sarana dan prasarana). Jika yrarat perundang-
undangan dan mentalitas aparat penegak hukum &alghnamun jika

fasilitas tidak memadai, maka efektivitas hukumrataaganggu juga.

d. Faktor kesadaran hukum, yakni tingkat kepatuhanyarakat terhadap
hukum dan perilaku masyarakat (budaya hukum) juggpdngaruh

terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bambang Poernomo dalam pidato pengukuhan Guru mBesar
mengungkapkan, hukum pidana dan penegakannya hamepijurus pada
situasi krisis hukum di negara hukum Indonesia. Kaah muncul
kekecewaan, manakala hukum pidana diterapkan denigak tepat,
seringkali dikatakan kurang adil dan ada pula kegan pengadilan yang
keliru, sebagian orang lainnya merasa sedih kahekam pidana berubah

menjadi kekuasaan yang mudah disalahgunékan.

Persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terusbahanbah
menjadi lebih kompleks. Untuk itu hukum pidana Isamnenemukan
alternatif dengan upaya-upaya terbaik bagi masargamtuk menghindari
korban yang tidak perlu serta dampak negatif. Péan@n hukum pidana
yang bersifat alternatif tersebut, kemudian dikenglian dalam doktrin-

doktrin sebagai berik{it

“Bambang Poernomo, “Manfaat Telaah IImu Hukum Pidaatam Membangun Model
Penegakan Hukum di Indonesia” dalam Abdul Ghofurstfari dan Sobirin Malian, ed.,
Membangun Hukum Indonesigtakan Pertama (Yogyakarta: Kreasi Total Medi@)820him
174.

*Ibid., him 181 — 183.
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a. Tujuan primer, hukum pidana disamping memberantdaskumenekan
kejahatan, juga mempunyai tujuan sekunder untuk lmagasi penguasa

agar tidak sewenang-wenang.

b. Bahwa kejahatan itu dianggap sebagai suatu gejaeaubahan
masyarakat, oleh karena itu penanggulangannya naeagikutsertakan

segala daya upaya dari masyarakat.

c. llmu hukum pidana dan segala peraturan hukum pidaasus
memperhatikan perkembangan hasil studi kriminol@gisiologi, dan

ilmu-ilmu perilaku manusia serta kemasyarakatasiépolainnya.

d. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling yakid dipergunakan
untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bulaana satu-
satunya sehingga apabila perlu dipergunakan korsboengan upaya
sosial lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan ppnsfultimum

remediun tidak menonjolkan sikapprimum remediuf

e. Hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat goréf/ dari pada
cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jel@mpunyai sifat
kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karéndukum pidana
dapat diarahkan pada peran “subsider” yaitu jikéeléh dahulu tidak

berhasil dipergunakan sarana sosial lain yang demgocok.

f.Hukum pidana dan sanksi pidana dimasa depan harsahdkan pilihan-

pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadiasa menghadapi



38

problem sosial dengan bentulprévention and treatmehtdan tidak

menonjolkan bentukrepression and punishmént
3. Beberapa Prinsip dan Asas Dalam Penegakan Hukum

Pendekatan pidana yang dominan akan mengarah peatdemn
overkriminalisasi dan overpenalisasi yang pada gilirannya justru
mengakibatkan hukum pidana tidak dapat berfungsngae baik,
kehilangan kewibawaan, dan kehilangan pengaruhnya ddlam

masyarakat®

Setidaknya terdapat kerangka acuan bermgpdel lawyang dibuat oleh
Organization for Economic Co-Operation and Develepin (OECD)
sebagai pedoman dalam rangka menghindari persoafader and
overcriminalizaationsehubungan dengan penegakan hukum pidana, yang

antara lain meliputi prinsip-prinsip

a. Ultima ratio principle, yakni bahwa hukum pidana disiapkan sebagai
sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun @emiklalam
kenyataan terdapat kecenderungan bahwa penggundam hpidana
sudah mengarah pada prinppmum remediumatau mengedepankan
hukum pidana dalam mengatasi suatu persoalan. Diagdrmi bahkan
pidana denda dipilih sebagai saknsi sekaligus suddng pembangunan
suatu negara;

b. Precision principle,yakni ketentuan hukum pidana harus tepat dan telit
dalam mendeskripsikan suatu tindak pidana. Untupérumusan hukum
pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari

c. Clearness principlgakni tindakan yang dikriminalisasikan harus
dijabarkan secara jelas dalam ketentuan hukum @jdan

d. Principle of differentiationyakni harus jelas perbedaan antara yang satu
dengan yang lain. Maka dalam hukum pidana harusghiedari

“Roeslan SalehBeberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspekfdnpa Cetakan
(Jakarta: Aksara Baru, 1983), him 46.
“Teguh Prasetydoc. cit.
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perumusan yang bersifat global atau terlalu lmasltipurposeatau all
embracing;

e. Principle of intentyakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan
dolus sedangkan untukulpa harus dinyatakan dengan syarat khusus
untuk memberikan pembenaran kriminalisasi; dan

f. Principle of victim applicatiolyakni dalam penyelesaian perkara pidana
harus memperhatikan permintaan atau kehendak kofam hal ini
kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidangemidanaan.

Asas hukum merupakan suatu pemikiran dasar yangnudaun abstrak,
sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bakum yang
berlaku, maka keberadaan suatu asas hukum sangatgodanprinciple.
Bahkan penguasaan memahami aspek-aspek filsafaimuleori hukum
dan norma-norma hukum pun tidak cukup memberikaninan atas
kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahamzad&p asas-asas
hukum yang memadai, untuk itu dalam penegakan hugigana harus
memperhatikan keberadaan asas-asas hukum yanga datar sebagai

berikut:
a. Asas Legalitas

Ciri negara hukum terletak pada bagaimana pelaksada dalam
mengatur kehidupan negara, dimana para penguasaranatalam
menjalankan tugas-tugas dibatasi olen hukum, demgaksud utama
untuk mendapatkan jaminan terselenggaranya kepgamtinrakyat

banyak. Sehubungan dengan kedudukan hukum selsagaemacy
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maka setiap tindakan penguasa harus tunduk daaisgsugan hukum,

demikian juga bagi setiap orang warga nedara.

Sebagai negara hukum, maka segala kewenangamdaRkan yang
ada harus dapat dikembalikan pada dasarnya yaiktunhulan sifat
hukum disini mewujudkan terutama wadah jaminan lalksi dan
pengaturan bagi kepentingan rakyat. Jadi keberdualeum harus sesuai
dengan kepentinyan rakyat yang lahir secara dertiskrdan
dilaksanakan menurut cara-cara yang debja(), serta penegakannya

dapat dikontrol melalui suatu sistem konstitusiomaig jelag?

Berlakunya  hukum  pidana yang ditegakkan terutama
diselenggarakan oleh penguasa (aparat penegak hutidak akan lepas
dari ciri dan asas-asas dalam negara hukum. Hsg¢let dapat dilihat
dari pengertian hukum pidana yang dikemukakan p#h ahli, yakrif:
pertama, hukum pidana dalam arti subyektif adalah mencakag
(kewenangan) negara untuk memidana bagi pelangdainpidanai(s

poeniend).

Kedug hukum pidana dalam arti yang obyektif adalah nmemu
ketentuan tentang perbuatan-perbuatan mana yaagrmildiharuskan,
dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi basaaga yang
melanggarnya igs poenal® Sering disebut pulaius poeniendi

ditimbulkan setelah adas poenale

“Bambang Poernomdiukum Pidana Kumpulan Karangan lImialCetakan Pertama
(Jakarta: Bina Aksara, 1982), him 28 — 29.
49 i
1bid.
*Ibid.
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Legalitas hukum pidana di dalam negara hukum, gatigangaruhi
oleh keberadaan asas legalitas di dalam hukum @idan sendiri.
Sebagai asas yang berlaku seaaneversal asas legalitaspfinciple of
legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan ydaguag dan
diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan ténletahulu dalam
perundang-undangan. Maka dari pengertian asastéegghng demikian
itu, dapatlah kiranya ditarik benang merah sehubdondenganius

poenaledanius poeniendi

Von Feuerbach salah satu ahli hukum pidana damaleryang telah
turut serta merumuskan pokok pikiran mengenai dsgalitas yang
dikenal dalam suatu adagium, yaKNiullum delictum nulla poena sine
praevia lege”. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peratleaih

dahulu)>*

Bahwa perumusan asas legalitas oleh von Feuerbarsebtit,
berhubungan dengan tetvibom psychologischen zwantf’ yakni dalam
menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang aimdpératuran bukan
saja tentang macam-macam perbuatan yang harusskhiul dengan
jelas, namun juga tentang macam-macam sanksi pidgaag
diancamkan. Hal tersebut bermaksud, agar orang skag melakukan
perbuatan yang dilarang itu lebih dahulu mengetaamksi apa yang

akan dikenakan kepadanya jika nanti perbuatantiersetap dilakukan.

*Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidan@etakan Keempat (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
him 23.
*lbid., him 25.
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Jadi dalam batinnyg$ychologicdl diadakan tekanan (peringatan) untuk

tidak berbuat.

Umumnya keberadaan suatu asas hukum itu bersitakbdan
berada di balik norma kongkrit, namun dikecualikawuk asas legalitas
yang mewujud dalam suatu pasal norma hukum yangkkinTerdapat
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,sering disebut pula sebagai pasal
mengenai asas. Ini menunjukkan bahwa eksistensilagalitas dalam

hukum pidana begitu sentral dan fundamental.

Dalam perkembangannya, asas legalitas setidaknggandung tiga
pengertian pokok, yaitipertama,tidak ada perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dabelum dinyatakan
dalam suatu aturan perundang-undang&edua, untuk menentukan
adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan ginatian ketiga,

aturan-aturan hukum pidana tidak berkalu stftut.

Sehubungan dengan ketentuan bahwa tidak ada pambyang
dilarang dan diancam dengan pidana, jika terlebéhuth belum
dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangdah Becara tegas

dan jelas diatur dalam beberapa ketentuan, dianjardasal 1 ayat (1)

*pasal 1 ayat (1) KUHPTiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali akekuatan
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telddy, aebelum perbuatan dilakukan”
**Moeljatno,loc. cit.



43

KUHP, Pasal 18 ayat (2) UU HARR, Pasal 11 UDHR® Pasal 15

ICCPR®’ dan Pasal 25 Statuta Roffa.

Penggunaan analogi dalam hukum pidana pada umuucitglak
oleh para pakar, karena dapat menyesatkan serék tlenjamin
kepastian tentang perbuatan yang dilarang dan yhpgrbolehkan.
Penggunaan analogi bertentangan dengan asas dsgdditam Pasal 1
ayat (1) KUHP, karena dapat menimbulkan ketidakpasthukum
dengan memperluas rumusan suatu déliRenggunaan analogi dalam
hukum pidana bertentangan dengan prindgx strictg yang
menghendaki ketentuan pidana harus ditafsirkanradaztat agar tidak

membentuk norma hukum baru.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), hakkutidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tdiatur, dijamin dan

dilindungi oleh hukum secara konstitusioffaBahwa ketentuan hukum

*Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1@9@ng Hak Asasi Manusia:
“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukuraadijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebthdaak pidana itu dilakukannya”

*pasal 11 ayat (AYniversal Declaration of Human Right§ DHR): “Tidak seorangpun
boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana kargabuatan atau kelalaian yang tidak
merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undaagional atau internasional, ketika
perbuatan tersebut dilakukan...”

*’Pasal 15 ayat (International Covenant on Civil and Political Rigf{t CCPR):“Tidak
seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatdakinpidana karena melakukan atau tidak
melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak r@idpada saat dilakukannya, baik
berdasarkan hukum nasional maupun internasional...”

**pasal 24 ayat (1) Statuta Roni@idak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas
suatu tindak pidana karena melakukan tindakan yaofgan merupakan tindak pidana saat
dilakukannya’

*Leden MarpaungAsas — Teori — Praktik Hukum Pidgn@etakan Ketujuh (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him 5.

®pasal 281 UUD 1945:...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukwfan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakut adalah hak asasi manusia..Pasal 4
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Adasiusia:“...hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut...”
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pidana tidak dapat berlaku suruto retroaktij,°* hal tersebut selain
berhubungan dengan HAM juga untuk menjamin adangpadtian

hukum.
b. Asas Kekhususan Sistemat&y/tematische Specialifeit

Dalam konteks hukum pidana, istiladdministrative penal law
adalah semua produk legislasi berupa perundangagada (dalam
lingkup) administrasi negara yang memiliki sanksdapa. Contoh
produk legislasi yang demikian seperti undang-ugdengkungan hidup,
telekomunikasi, perikanan, pertambangan, pasar inpdebankan, dan
lain-lain merupakan produk yang dinamakasiministrative penal law

sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur séafésanya?

Selanjutnya  perbuatan-perbuatan yang dipandang gaeba
pelanggaran terhadap produk perundang-undangannisthasi (yakni
ketentuanadministrative penal layvtersebut sering dinamakan sebagai
tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana tetaknikasi, tindak

pidana perikanan, tindak pidana perbankan danusetgs®>

Persoalan dan pertanyaan muncul manakala pelamggenaadap
produk administrative penal lawdipersepsikan sebagai tindak pidana
khusus yakni korupsi dan dapatkah pelanggarandegsdministrative

penal law namun diterapkan sebagai absorsif tindak pidanaplsy?

®lpasal 2Algemene Bepalingen van Wetgevi#d): “Undang-undang hanya berlaku
untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut”

®)ndriyanto Seno Adji,Korupsi dan Penegakan HukurGetakan Pertama (Jakarta:
Diadit Media, 2009), him 155.

®3bid.
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Pelanggaran terhadap perundang-undangdministrative penal law
tidak sertamerta dapat diartikan sebagai tindakm@dkhusus (korupsi),
karena berdasarkan asagstematische specialiteiftakni pelanggaran
terhadapadministrative penal lawadalah menjadi area tindak pidana
pada perundang-undangan administrasi tersebut wkankindak pidana

khusus (korupsi§?

Ajaran lex specialis dalam hukum pidana sudah semakin
berkembang, tidak lagi sekedar mengenai pengesgarpiterhadap hal
yang umum lex generaliy Namun telah berhasil memberikan berbagai
solusi hukum pidana yang semakin kompleks seienggbar perundang-
undangan yang bersifat khusus dan ekstra kodifikasrada diluar
KUHP). Sehubungan dengan adag specialisdalam hukum pidana
yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama unto&nentukampertama
undang-undang khusus mana yang harus diberlakulean kddua

ketentuan mana yang diberlakukan dalam undang-gridamsus?®

Untuk yang pertama menentukan undang-undang khusus mana
yang harus diberlakukan, maka berlaku asgstematische specialiteit
artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus &papembentuk
undang-undang memang bermaksud untuk memberlakk&smntuan
pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidanabgsijat khusus atau
bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Cogtoknbjek personal,

obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat buktigydiperoleh,

®Djoko Sarwoko, Permasalahan op. cit.,him 26.
®Indriyanto Seno Adiji, Korupsi ..op. cit.,him 170 — 171.
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lingkungan dan area delicti berada dalam kontekdbamkan, maka
undang-undang perbankan adalah yang diberlakukeskipun undang-
undang khusus lainya (undang-undang tindak pidamapki) memiliki

unsur delik yang dapat mencakupfia.

Sedangkarkedua dalam menentukan ketentuan (pasal) yang akan
diberlakukan dalam/pada suatu perundangan khusaisa trerlaku asas
logische specialiteiaitau kekhususan yang logis, artinya ketentuampida
dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidanaelain memuat
unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketenpidana yang

bersifat umun?’

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ayatematische
specialiteit sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahaeh
seluruh masyarakat hukum, khususnya dalam ketarkaiintara
perundangan administrasi yang bersanksi pidanaiétrasi penal law)
dengan hukum pidana (korupsi), Prof. Muladi menkagripemahaman
eksplisitas dengan adanya asa&ystematische specialiteittelah
diformulasikan melalui norma legislasi untuk menikem batasan-
batasan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Ta88@ yang

berbuny?®

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-ugdgang secara

tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuundang-

bid.
Ibid.
®Ibid., him 172 — 173.
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undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi erlketentuan yang

diatur dalam undang-undang ini”

Jadi makna yang terkandung dalam ketentuan diakalsla bahwa
undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apgdat@uatan tertentu
dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang mgnsatara tegas
jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstidang-undang
korupsi. Dalam hal perundangan tertentu tersetaktmenyatakan yang
demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggargradap undang-
undang tindak pidana korupsi. Jadi, tidak semat@madang-undang
tindak pidana korupsi dapat menjangkau semua prézljiklasi sebagai
perbuatan melawan hukum yang memberikan kesan a@efpagng laba-

laba)®®

Bahkan perlunya asdex specialis systematiditegaskan juga oleh
Prof. Romli Atmasasmita dalam kaitanya dengan PadalUndang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga undang-unp@mdperantasan
tindak pidana korupsi tidak berlaku terhadap sediagaan tindak pidana
korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi didalddivias yang
dilindungi oleh undang-undang lain, misal undandang perbankan,

perpajakan atau pasar modal.

bid.
bid., him 174.
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c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritasilfsidairity principl¢ yakni asas
yang menerangkan bahwa dalam penerapan hukum pioiakenlah
yang utama dalam menanggulangi kejahatan, akarpitdtanya
merupakarelternative second* Maksudnya, hukum pidana merupakan
senjata pamungkas (terakhir), manakala upaya pessiah dengan

pendekatan hukum selain hukum pidana tidak dagandkan lagi.

Di dalam asas subsidiaritas, menyatakan bahwawsebgérbuatan
dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatd@akah kepentingan
hukum yang terlanggar atau dirugikan oleh perbuagmsebut masih
dapat dilindungi, diselesaikan, dan ditangkal dengara lain. Dengan
kata lain, hukum pidana sedapat mungkin hanya digam dalam
keadaan, dimana cara-cara lain dalam melakukanepéeagian sosial

tidak dapat digunakan atau tidak efektif lagtimum remediumn’?

Markel, seorangyuris Jerman pada abad ke-19 mengatakan bahwa
“der strafe komt eine subsidiare stellung, z@kni tempat hukum pidana
adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainBggitu juga
dengan Modderman mengatakan sebagai berikegdra secara khusus
wajib beraksi dan menindak pelanggaran hukum atid&kadilan yang

terjadi, yang tidak lagi dapat ditanggulangi secaraemadai oleh

"Rusli MuhammadSistem Peradilan Pidana Indonesi@etakan Pertama (Yogyakarta:
Ull Press, 2011), him 12.

"?Mardjono Reksodiputrdylenyelaraskan Pembaruan HukuBetakan Pertama (Jakarta:
Komisi Hukum Nasional, 2009), him 99.
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sarana-sarana hukum ldinJadi pidana adalah dan akan tetap harus

dipandang sebagaltimum remediuni®

Gagasan tentang penggunaan hukum pidana hanyaasehlisgum
remediu, sejalan dengan gagasan Brissot yang mendasarkiapadia
pemikiran prevensi yakni Adalah lebih baik mencegah terjadinya
kejahatan-kejahatan, dari pada memidananya. Kejhaharuslah
ditangani tidak dengan menggunakan hukum pidanatama apabila
dia memang merupakan symptoom dari masalah soialharus

ditangani dengan menggunakan suatu politik sb<al

Para cendikiawan hukum pidana menghimbau, agar mdala
menggunakan hukum pidana harus bersikap menahardidampaing
teliti sekali. Menahan diri dan teliti, baik di ladg perundang-undangan,
maupun dalam bidang penerapan pidana dan pelaksa@agenegakan
hukum). Dikatakan bahwa hukum pidana memotong dagemdiri, dan
kini ada keyakinan bahwa hukum pidana justru dapanhgganggu,
sehingga sebaiknya digunakan hanya bilamana di&uthupidana”

benar-benar tidak dapat dielakkan 1&gi.
B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

3Jan RemmelinkHukum Pidana — Komentar Atas Pasal-Pasal PentirtgtkUndang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya DalaabKindang-Undang Hukum Pidana
Indonesia Tanpa Cetakan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utad0a),2him 28.

"Roeslan Saleh, Beberapaop. cit, him 47 dan 49.

Roeslan SaletSegi Lain Hukum PidanaCetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1984), him 16.
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Kata korupsi dalam bahasa latin disebdrruptio yang berarti
penyuapan ataworruptore dengar arti merusak. Secara harfiah korupsi
berarti sebagai suatu kejahatan, kebusukan, tgjak atau tindakan tidak
bermoral dengan cara penggelapan uang, menerirpa [salakan memakai

kekuasaan untuk kepentingan manipulaffie.

Dari etimologi korupsi diatas, kemudian berkembalatam berbagai
literatur kepustakaan diberbagai negara, termasukdbnesia. Arti kata
korupsi yang telah diterima dalam perbendaharasm ahasa Indonesia,
sebagaimana disimpulkan oleh Poerwadarminta dalamus Besar Bahasa
Indonesia ialah perbuatan yang buruk seperti peagge uang, penerimaan

uang sogok/suap dan sebagaifya.

Istilah korupsi juga sering dikaitkan dengan ketjdpran atau
kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, ydag @ati kata lain
melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan gianyimpangan
menyangkut keuangan negara. Selain itu, Henry CalinpBlack
memberikan pengertian korupsi sebagai act done with an intent to give
some advantage inconsistent with official duty dhe right of others
Yang lebih kurang berarti: suatu perbuatan yangkdkan dengan maksud
untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sedermgan kewajiban
resmi dan hak-hak dari pihak lain. Termasuk pulardgengertian korupsi

menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat gangra melanggar

®Andi Hamzah]oc.cit.
"bid.,hlm 10.
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hukum, menggunakan jabatannya untuk mendapatkaiu semntungan

yang berlawanan dengan kewajibanf/a.

Pengertian korupsi dalanBlack’s Law Dictionary adalah suatu
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mékabersuatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban relamihak-hak dari
pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabgsaatau karakternya
untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diringdigeatau untuk orang

lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hakitiak lain’®

Korupsi menurut definisunited Nations Development Prograstalam
Asia-Pacific Human Development Repadalah fisuse of entrusted power
for private gairi, dalam terjemahan bebas kiranya dimaknai sebagai
penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakamya haintuk
keuntungan pribadi. Lebih jauh, korupsi juga meagalperluasan makna
yang tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenangpanyalahgunaan
kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau sualbngan, namun juga

tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerj&kan.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilireiagyai perilaku tidak
mematuhi prinsip, artinya dalam mengambil keputuiabidang ekonomi,

baik dilakukan oleh perorangan di sektor swastapumauwejabat publik,

8Septa Candra, “Tindak Pidana Korupsi: Upaya Peregdan Pemberantasan” dalam
Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin MoeriadsHukum Pidana Dalam Perspekifisi
Pertama (Bali: Pustaka Larasan, 2012), him 1056- 10

Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana — Tinjauan Terhadap Beberap
Perkembangan Hukum Pidan@etakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2012), @8lm 8

®paku UtamaMemahami Asset Recovery dan Gatekee@etakan Pertama (Jakarta:
Indonesia Legal Roundtable, 2013), him 10.
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menyimpang dari aturan yang berlaku. Hasil pem@itWorld Bank
menyimpulkan bahwa hakikat korupsi adalah penyalahgn
kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi gbuse of public

power for private gains®*

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatalkedowa korupsi
merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukbein @knum aparatur
pemerintahan maupun orang lain dengan alasan yerigpda-beda tetapi
mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuadak &tis yang merusak

sendi-sendi pemerintahan yang b¥ik.

Dalam ilmu akutansi, korupsi merupakan bagian daturangan
(fraud), dan istilah korupsi juga lebih dikenal dari padlacurangan.
Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukamg untuk
berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulkslusi, dan
menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya sdindiri atau

orang/kelompok lain dengan cara melawan huktim.

Bahwa tidak ada definisi yang baku mengenai korupsskipun dalam
berbagai literatur, instrument, dan regulasi tel@myinggungnya. Seperti
halnya dalam pernyataan berikutthére is no single,comprehensive,

universally accepted definition of corruption. Atgts to develop such a

8Marwan Effendy, Sistem .op. cit.,him 81.

®lbid.,nim 83 — 84,

8Suradi,Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swa&atakan Pertama (Yogyakarta:
Gava Media, 2006), him 1 — 2.
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definition invariably encounter legal, criminologic and, in many

countries, political problenis®*
. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas, setidaknya korupsi dapat dibagaatatujuh jenis yang

berlainan, yang antara lain sebagai befkut

a. Korupsi transaktif tfansactive corruptionp Disini menunjukkan kepada
adanya kesepakatan timbal balik antara pemberipilaak penerima,
demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktifahakan

tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

b. Korupsi yang memerasexXtortive corruptioh adalah dimana pihak
pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerygiag sedang
mengancam dirinya, kepentingan dirinya, atau om@agyg, dan hal-hal

yang dihargainya.

c. Korupsi investif {nvestive corruption adalah perilaku korban korupsi
dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangkapen@hankan
diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpapadglian langsung
dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan glidorayangkan akan

diperoleh dimasa yang akan datang.

d. Korupsi perkerabatannépotistic corruptioh adalah penunjukan yang
tidak sah terhadap teman atau sanak saudara urgolegang jabatan

dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberilatakpuan yang

#paku Utama, Memahami op. cit.,hlm 9.
8Septa Candra, Tindak op. cit.,him 107.
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mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bermtink kepada

mereka, secara bertentangan dengan norma danrpergéung berlaku.

. Korupsi defensif defensive corruptiondisini pemberi tidak bersalah
tetapi si penerima yang bersalah. Misalnya, seona@gguasa yang
kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak bsathhh memberikan
kepada penguasa tersebut sebagian dari hartatiilk omenyelamatkan

harta selebihnya.

. Korupsi otogenikgutogenic corruptiopialah suatu bentuk korupsi yang

tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanyaasepdiri.

. Korupsi dukungan gupportive corruptiop disini tidak langsung
menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lainddkan-tindakan
yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memparkorupsi yang

sudah ada.

Menurut Benveniste, korupsi dapat didefinisikan jagnempat jenis,
yaitu®®:
a. Discretionary corruptionialah korupsi yang dilakukan karena adanya

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.

b. lllegal corruption ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, rparatlan

regulasi tertentu.

8bid.,him 108 — 109.
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c. Mercenary corruptionialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud
untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui petyglinaan

wewenang dan kekuasaan.

d. Ideological corruptionialah jenis korupsillegal maupaurdiscretionary
yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompokt@yg penjualan
aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan urrerhradap

partai politik tertentu.

Certified fraud examinerdCEF) menidentifikasi ada empat jenis

korupsi, yang antara lain sebagai befikut

a. Penyuapanifibery) yakni mencakup penawaranffering), pemberian
(giving), penerimaan réceiving, atau permintaanséliciting) sesuatu
yang berharga dengan tujuan untuk mempengartdi irffluenceg
keputusan yang akan diambil oleh pemegang otolktak di sektor

pemerintah maupun sektor swasta.

Transparency internationahengelompokkan suap dalam empat kategori
yakni, pertamasuap yang diberikan untuk memperoleh keuntungag ya
sulit didapat atau untuk menghindari adanya bid§edug suap yang
diberikan untuk memperoleh keuntungan (atau mewighirbiaya) yang
memerlukan kebijakan yang harus ditetapkan oletbagjpublik Ketiga,
suap yang diberikan, tidak untuk memperoleh kewgaartertentu, tetapi
untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengamlepan

keuntungan (menghindari risiko), contoh suap untmemperoleh

8’Suradi, Korupsi ..op. cit.,him 40 — 43.
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informasi tertentu dari orang dalam. Sedangkan kaegnpatsuap yang
diberikan dengan tujuan untuk mencegah pihak laamperoleh bagian

dari keuntungan atau untuk membebankan biaya kgphdk lain.

. Uang pemberian secara ilegallegal gratuitieg yakni mencakup
pemberian, penerimaan, penawaran, atau permintagnatsi yang
berharga, karena pemegang otoritas telah melakskanatu tindakan
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak l@irmirip dengan
penyuapan, namun pemberian uang dilakukan setélalakan yang

diinginkan dilakukan terlebih dahulu.

. Konflik kepentingan ¢onflicts of interegt yakni suatu kondisi dimana
terjadi benturan kepentingan, semisal ketika sepradaryawan
melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pihak ketga hal yang
bersangkutan sedang bekerja di perusahaan ataulikndmpentingan
pribadi atas apa yang sedang dikerjakannya. Matikakiearyawan yang
memiliki konflik kepentingan dan tidak diketahuiebl pemberi kerja dan

menimbulkan kerugian (keuangan), kemudian terjadilcurangan.

. Pemerasan ekonomgdgonomic extortiop) yakni menggunakan ancaman
atau kekuatan (mencakup sanksi ekonomi) yang dilakiwbaik oleh
individu atau organisasi untuk mendapatkan suatig yeernilai. Sesuatu
yang bernilai dapat berupa uang atau aset yangfdieekonomi,
informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suaputdsan yang

menguntungkan baginya.
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3. Subjek dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana Indonesia, yang dapat menjadjekunukum
pidana adalaimatuurlijk persoonatau manusia/orang perseorangan. Hal ini
dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum PaldBuku Il dan
Buku IIl), yang sebagian besar kaidah-kaidah hulkygandimulai dengan
kata “barangsiapa”, sebagai terjemahan dari kakanBehij tidak lain yang

dimaksud ialah manusf4.

Subjek hukum tindak pidana tidak lepas pada sispambebanan
tanggung jawab/pertanggungjawaban pidana, yangudidalam hukum
pidana umum dengan sumber pengaturan dalam KUHRhagaibadi
orang. Jadi secara umum hanyalah orang yang dagrgadn subjek hukum,

sedangkan badan atau korporasi tidak dapat.

Selain itu, pertanggungjawaban juga bersifat piiljaersona), artinya
orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan \dapat dipidana
hanyalah orang atau pribadi si pembuat (orang Yeeniguat tindak pidana)
saja. Hal tersebut dikarenakan, hukum pidana kitanganut asas
concordantie dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem
pertanggungjawaban pribadi. Hal tersebut bersesudengan rumusan
delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “baraagaf, sedangkan

dalam hukum pidana khusus menggunakan kata “setiaqy”>°

87zainal Abidin Farid,Hukum Pidana | Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
him 395.

8Adami ChazawiHukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonias Cetakan
Kedua (Malang: Bayumedia, 2005), him 342.
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Sistem pertanggungjawaban pribadi yang dianut dddakum pidana
seperti yang telah dikemukakan diatas, sangat isedelagan kodrat
manusia. Sebab hanya manusialah yang dapat berf&nakal, dan
memiliki perasaan, yang kemudian dari itu menetapg&aatu kehendak
untuk berbuat sesuatu hal untuk kemudian diwujudkan Kemudian,
apabila perwujudan dari kehendak itu berupa pedougiing tercela atau
bertentangan dengan hukum, maka orang tersebutdapad dipersalahkan
dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Daritdiahj kemudian yang

menjadi dasar untuk menetapkan orang sebagai shibjekn pidand®

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada hiptendang
No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahuni26@hwa dalam

menentukan subjek hukum orang dapat dilakukan dedga cara, yaifth

a. Cara yang pertama disebutkan sebagai subjek hukrangopada
umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribgdinKata permulaan
dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggakabaratau
menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang patdamnyain casu
tindak pidana korupsi diawali kata “setiap orangbntoh, dalam pasal 2,

3, 21, dan 22.

b. Cara yang kedua ialah dengan menyebutkan kualitaadp dari subjek
hukum orang tersebut, 1) pegawai negeri/penyeleaggagara (misal

Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, R)ipemborong ahli bangunan

bid
Ibid., him 343.
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(Pasal 7 Ayat 1 huruf a), 3) hakim (Pasal 12 hujyfatau 4) advokat

(Pasal 12 huruf d).

Dalam delik jabatan afnbtsdelictep diatur dari Pasal 414 sampai
dengan Pasal 436 KUHP, subjeknya harus seorangwpegaegeri.
Kemudia beberapa delik jabatan seperti diatur ddtasal 415, 416, 417,
418, 419, 420, 425, 435 KUHP, telah dimasukkan adnpelik-delik

korupsi®?

Menurut terjemahan (L.M.E) Engelbrecht, dimaopenbare dienst
diterjemahkan dengan “jabatan umum” sehubungan atenlglik jabatan,
yang jenis pengaturannya memerlukan kualifikasijeduthukum tertentu
yakni pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkatuk seterusnya atau

waktu tertentu menjalankan jabatan umtim.

Dari delik jabatan dalam KUHP yang telah dimasukkimtam delik
korupsi, mengakibatkan perluasan pengertian pegaegéri yang dalam
undang-undang pemberantasan tindak pidana korapsint 1971 yakni
“pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undamgmieliputi juga
orang-orang yang menerima gaji atau upah dari lgaramegara atau
daerah atau menerima gaji atau upah dari suatunbmtian hukum yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau dataahhadan hukum lain

927ainal Abidin Farid, Hukum ..op. cit.,hlm 396.
“Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi-Melalui Hukum Pidana Nasiorddn
Internasiona) Tanpa Cetaka (Jakarta: RajaGrafindo Persada,) 20006 80.
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yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggkna negara atau

masyarakat®*

Dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang No. 31 Tahun j®8hdang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaak Pidiana Korupsi,

ruang lingkup pegawai negeri meliputi:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undatapgntentang

kepegawaian;

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitalangrandang

hukum pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuanggaraetau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu kaspgang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasn lyang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negaramatesyarakat.

Bahwa pengaturan pegawai negeri dalam undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi pegepegawai negeri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokokg&epen dan
KUHP, disamping undang-undang pemberantasan tipata korupsi itu

sendiri.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 mengenai kepegawaiada

Pasal 2 Ayat (1) membedakan pegawai negeri atasketpmpok yakni:

*Ibid.,him 81.
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Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional hefta, dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia. SementaraPéigal 2 Ayat (2),
menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimana dichaedam ayat (1)
huruf a, terdiri dari pegawai negeri sipil pusandaegawai negeri sipil
daerah, dan Pasal 2 Ayat (3) menyatakan disam@ggvpai negeri sebagai
mana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang bervgedapat mengangkat

pegawai tidak tetay.

Eksistensi korporasi dalam perekonomian suatu aega@mpunyai
posisi yang strategis, mengingat korporasi tidakyhasebagai pelaku,
namun mereka telah pula menjadi pilar penting dalang punggung
perekonomian suatu bangsa. Dalam perkembangarjugeia) keberadaan
korporasi telah berimpikasi pada bidang hukum kboga dalam hukum

pidana.

Dalam kajian hukum korporasi, ruang lingkup perigartkorporasi
tidak hanya terbatas sekedar pada terminologi badknm sebagai tempat
berkumpulnya orang-orang, modal, kekayaan, kepgairatau pun tujuan-
tujuan tertentu saja. Bahkan dalam hukum pidanterlkeatan korporasi

dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebsgajek hukum.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakagh gbara ahli
hukum pidana dan kriminologi, untuk menyebut apagydalam bidang
hukum lain khususnya dalam hukum perdata sebagiainbaukum (bahasa

Belandarechtspersoon atau (bahasa Inggriegal body. Badan hukum

bid.,him 83 — 84.
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tidak lain hanya merupakan ciptaan hukum, yakngdarmenunjuk kepada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai /sabdpk hukum
(memiliki hak dan kewajiban hukum), disamping skbjeukum orang
perseorangan atau manusia alamaturlijk persooh Jadi, dengan
diciptakannya pengakuan adanya suatu badan, sekdi@dan itu sekedar
suatu badan, namun badan tersebut dianggap bis@lamdan perbuatan

hukum?®®

Konsep korporasi dalam hukum pidana khusus, menmigkna yang
lebih luas dari pada pengertian badan hukum dalamsdp hukum perdata.
Dengan kata lain, bahwa setiap badan hukum meraopkégporasi, akan
tetapi tidak setiap korporasi merupakan badan hiu¥ubalam peraturan
perundang-undangan diluar KUHP, contoh Undang-Ugddo. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupgrumuskan
korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaag terorganisir baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hulateu konsep
pelaku fungsionalfgnctional daderschgpdalam hukum pidana, merupakan
perkembangan yang sangat maju dengan menggesendaig mewarnai

wetboek van strafrecliKUHP) yakniuniversitas delinguere non potegau

%Setiyono,Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan PertanggungjavaabPidana Korporasi
Cetakan Pertama (Malang: Bayumedia, 2013), him 15.
*"Ibid., him 17.
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societas delinguere non potegakni bahwa badan hukum tidak dapat

melakukan tindak pidar4.

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHKBNg
sifatnya melengkapi hukum pidana umum, ternyataktidapat berpegang
teguh lagi pada prinsip pertanggungjawaban pidacara pribadi seperti
yang dianut dalamwetboek van strafrechtDalam beberapa peraturan
perundang-undangan, seperti undang-undang tenwamfggrantasan tindak
pidana korupsi, terlihat telah dianut sistem pegtamgjawabanstrict
liability yakni beban pertanggungjawaban pidana tanpa meddsatiahan,
danvicarious liability yakni beban pertanggungjawaban pidana pada selain
si pembuat atau pertanggungjawaban pidana secéktikodengan telah

menarik badan atau korporasi kedalam pertangguadgjawpidand’

Setidaknya terdapat dua pendapat tokoh mengenatemsis
pertanggungjawaban hukum dari korporasi, yang antain sebagai

berikut:®®:

a. Pandangan Mardjono Reksodiputro, melihat ada tgaungkinan beban
pertanggungjawaban pidana korporasi yakmiertama, pengurus
korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yangnggmngjawab.

Kedua,korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang gguaagjawab.

®Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesjad
Penegakan HukunCetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2012), BIm 8

%Adami Chazawi, Hukum ..op. cit.,him 344.

%Muntaha, “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korpadadndonesia” dalam Tim
Mohammad Saihu, edProblematika Menciptakan Iklim Usaha Yang KonduS#fakan Pertama
(Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011), him 92 - 93
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Sedangkan yangetiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai

yang bertanggungjawab.

b. Sedangkan pandangan Sutan Remy Sjahdeini, melilat eanpat
kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawatslamaikepada
korporasi, yakni:pertama, pengurus korporasi sebagai pelaku tindak
pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yamgs haemikul
pertanggungjawaban pidanKedua, korporasi sebagai pelaku tindak
pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertamgjgwaban pidana.
Ketiga, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan kogpadia sendiri
yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. herdéeempat,
pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelakaktipidana, dan

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawpliokma.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam timgd&na korupsi
dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemtaesam Tindak Pidana

Korupsi, antara lain:

a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan olehuaddgas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidanat dtlp&ukan terhadap

korporasi dan/atau pengurusnya.

b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasikalgatindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasatkzgbungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalargkungan

korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama



65

. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap skatyorasi, maka

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dinta#talam ayat (3)

dapat diwakili oleh orang lain.

. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporesighadap
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintatdgraya pengurus

tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap &@®, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilagbterdisampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atamgat pengurus

berkantor.

. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap kospdranya pidana

denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditamBa(sdtl pertiga).

Dari rumusan Pasal 20 tersebut diatas, setidakdgaiga hal penting
yang perlu mendapat perhatian, yditu pertama, indikator kapan telah
terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi. Yakila korupsi tersebut
dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkduhgan kerja maupun
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korpotassebut baik sendiri

maupun bersama-sama (ayat 2).

Kedug mengenai hukum acaranya, walaupun pengaturanrggihm

sumir, akan tetapi setidaknya telah memberikan sedikierkegan yakni

Iadami Chazawi, Hukum ..op. cit.,hlm 346 — 347.
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dalam hal tindak pidana korupsi oleh korporasi, anakintutan dan
penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasigan atau
pengurusnya (ayat 1). Bila tuntutan dilakukan tddpakorporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya (8)ahamun pengurus juga
dapat diwakilkan kepada orang lain (ayat 4). Dallaah menyidangkan
korporasi tersebut dilakukan terhadap pengurusayat(5), dan kepada

pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukaat @)y

Sedangkan yanketiga,mengenai pembebanan tanggung jawab pidana.
Korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok derdag dapat
diperberat dengan tambahan sepertiga dari ancaraksimum denda, pada
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korpor@siat 7). Terhadap

korporasi tidak memungkinkan dijatuhi sanksi pidpeajara.
. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan pengaturan korupsi di Indonesia, aketyeh dapat
ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-urataggng mengaturnya,

antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan tentang delik atau tindak pidana kordggsat ditelusuri
dalam BAB XXVIII Buku Il KUHP. Sedangkan delik kgpsi yang ada
kaitannya dengan delik jabatan, diatur dalam Pae8l dan 210 yang
berada dalam BAB lain, tetapi juga masih dalam BukKUHP.

Bahkan, ketentuan dalam Pasal 423 bersama Pas&lUi2zB kemudian
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ditarik ke dalam undang-undang pemberantasan timpi@dna korupsi
(UUPTPK) yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 damdang-
Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga digolongkan adengelik

korupsil®

Menurut Andi Hamzah, penafsiran sosiologis terhaddpHP
berkaitan dengan korupsi dari masa ke masa, mekkanjuerbuka jalan
yang lebar untuk menerapkan hukum pidana yang iselsum selaras
dengan tatanan masyarakat Indonesia, meskipun Kkt dimiliki

sudah tua dan mendapat stigma kolonial.

Contoh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusata adan
Februari 1981 menghukum HB alias T.S.S dengan dmaan penjara
potong tahanan ditambah denda Rp. 750.000; subss#u bulan
kurungan. Atas tuduhan menyuap pemain yang merang&katih H.H
dari PS Mandala Jayapura, sesuai Pasal 1 AyatjflPdsal 28 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971. Dalam kasus ini jelasrdigan penafsiran
sosiologis, dengan sedemikian rupa menafsirkandwagnegeri’ yang
menjadi unsur dalam pasal tersebut (mirip Pasal RO#HP), yang
menganggap H.H sebagai pemain yang merangkap hpéiatdiangkat
oleh PS Mandala Jayapura dan KONI Irian Jaya, dipag sebagai

pegawai negeri’?

b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Masa Penguasari®iétang

1%2Andi Hamzah, Pemberantasaop. cit, him 34 dan 38.
%4bid.,him 36-37.
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Pendapat yang menyatakan bahwa perbaikan peraatéorupsi,
akan mendatangkan kebaikan dengan berkurangnyapdioriari
pendapat tersebut, kemudian lahirlah peraturan peanbtasan korupsi
dari penguasa perang pusat. Seperti Peraturan &bliliter tanggal 9

April 1957 No.Prt/PM/06/1957.

Konsideran Peraturan Penguasa Militer tanggal 9l A@57 No.

Prt/PM/06/1957 mengatakan sebagai betfkut

“Bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalamahasusaha
memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan rigara dan
perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dadean korupsi,
perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja udfagat menerobos

kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi...”

Memperhatikan konsideran diatas, penting untuk tdlké bahwa
peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai usahltampge Kkali
menggunakan istilah korupsi, sebagai istilah hukidam memberikan
batasan pengertian korupsi meliputperbuatan-perbuatan yang

merugikan keuangan dan perekonomian negafa”

Selain ketentuan tersebut diatas juga terdapatysaralain seperti,
Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, ybedsi tentang
pembentukan badan yang berwenang mewakili negdtk nmenggugat

secara perdata pihak-pihak yang dituduh melakulabuatan korupsi

Y4bid. him 41.
1%9bid.,him 42.
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yang bersifat keperdataan dan Peraturan Penguasditer Mi
No.PRT/PM/011/1957, yang memberikan dasar hukumkearenangan
yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB), untukelakukan

penyitaan harta benda yang dianggap hasil daripisat??

Selanjutnya dengan berlakunya peraturan pembeeamkasupsi Prn
Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958g ykalam

konsiderannya dikatakan sebagai berfKut

“Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang memperdgamamodal dan
atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyatakasalnya bank,
koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutdengan
kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tamibababerapa
aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksgang dapat
memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut kérups

Yang menjadi fokus pengaturan dalam ketentuandalad bentuk
khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyankgkuangan negara
atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunaddal dan/atau

kelonggaran yang lain dari masyarakat.

Peraturan diatas kemudian berlaku juga untuk wilayakum
angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Stagkatan Laut
No0.Z/1/1/7/1958. Hal yang menarik dari peraturamgumasa militer
diatas adalah pengertian korupsi yang dibagi dadaim bentuk yakni
pertama perbuatan korupsi pidana, dakedua perbuatan korupsi

lainnya/perbuatan korupsi bukan pidana.

%% yi Hartanti,loc.cit.
197Andi Hamzah, Pemberantasanap. cit.,him 42-43.
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Kemudian dijelaskan, perbuatan korupsi pidana ydimgaksud

antara lain®

1) Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan ksjahatan
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau ol@ngatau suatu
badan yang secara langsung atau tidak langsunggik@nukeuangan
atau perekonomian negara atau daerah atau merugikeo badan
yang menerima bantuan dari keuangan negara ataun thadkum lain
yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggara

masyarakat;

2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena nalalauatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri seatdii suatu badan
dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabat@au a

kedudukan;

3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sab@&eraturan
Penguasa Militer/Perang Pusat ini dan Pasal 209, £18, 419 dan

420 KUHP.

Selanjutnya mengenai pengertian, perbuatan korupsi

lainnya/perbuatan korupsi bukan pidana, adalahgse berikut®®

1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena neetagekbuatan
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang déau suatu

badan yang secara langsung atau tidak langsunggik@nukeuangan

1%8hid. him 44.
9bid. him 47.
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negara atau daerah atau merugikan keuangan sudan bgang
menerima bantuan dari keuangan negara atau da¢aahbadan
hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggara

kelonggaran dari masyarakat;

2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena keelagarbuatan
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang déau suatu
badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakatajatatau

kedudukan.

Setelah ditelusuri melalui penjelasan umum Undandddg Prp
No. 24 Tahun 1960 yang menggantikan Peraturan Rsagu
Militer/Perang ini, arti perbuatan melawan hukunalat onrechtmatige
daadyang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdara. Pamkarupsi
ini tidak diancam sanksi pidana, melainkan PengadiTinggi yang
mengadili gugatan Badan Koordinasi Pemilik Hartandie dapat

merampas harta benda hasil perbuatan korupStitu.
. Undang-Undang Prp No. 24 Tahun 1960

Perumusan delik dalam Peraturan Penguasa Militemige telah
diambil alih oleh Undang-Undang Prp No. 24 Tahu6QL8engan sedikit
perubahan. Pada Pasal 1 Ayat (1) sub a dan b yéskata “perbuatan”
diganti “tindakan”, oleh karena dalam undang-undemglipakai istilah

“tindak pidana korupsi” bukan “perbuatan korupsi”.

9bid.,him 48.



72

Sedangkan pada sub ¢ hanya ditambah Pasal 41544716423,
425, dan 435 KUHP. Memang ini yang menjadi kekuaangada
Peraturan Penguasa Militer/Perang yang berlakulisebga. Karena
penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeriarbemerupakan
bentuk inti dari korupsi, yang belum mendapat pamrga

sebelumnya™*
d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Setidaknya terdapat dua alasan mengenai urgensiyahUndang-
Undang No. 3 Tahun 1971, yakmertama,perbuatan-perbuatan korupsi
sangat merugikan keuangan/perekonomian negara damghambat
pembangunan nasional. Sedangkan alasan kadgaialah Undang-
Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang PengusutanynReéan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan depgkembangan
masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapail hang

diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebu digantt*?

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 19%&patd
dikatakan ada beberapa kemajuan jika dibanding atemerundang-

undangan sebelumnya. Kemajuan tersebut antara’ain

1) Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur “naglalukum”,

jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya ydingmuskan

bid.,him 62.

“2Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesi€etakan Pertama (Yogyakarta: Ull
Press, 2011), him 22.

3Evi Hartanti, Tindak ..op. cit.,hlm 27-28.
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dengan unsur “dengan atau karena melakukan sugbakan atau

pelanggaran”.

2) Bentuk delik korupsi merupakan “delik formil”, yarggrarti dalam
undang-undang ini merumuskan unsur-unsur sertaukeyd, akibat
nyata dari perbuatan tidak disyaratkan untuk selgaa delik,
sedangkan peraturan sebelumnya merumuskan delilpgiosebagai

delik materiil.

3) Apabila peraturan sebelumnya perumusan hanya ditalgim tiga
bagian, yakni tindak pidana korupsi yang hanya ifa¢réuas dan
umum, tindak pidana korupsi yang berupa penyalafgumvewenang
atau jabatan, serta beberapa pasal delik jabatamd@UHP. Maka
dalam undang-undang ini selain hal tersebut masimdskan, juga
dirumuskan tindak pidana suap aktif dan suap pgaifig tidak

dilaporkan segera oleh penerima hadiah atas peamderisebut.

4) Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa Ybexran dan
pemufakatan” melakukan tindak pidana  korupsi, sudah

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ifdeklesai).

e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undand@0l Tahun

2001

Lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalahggpamtikan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dengan harapan mamemenuhi

dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalagkaanencegah
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dan memberantas secara lebih efektif tindak pideoraipsi, karena

sangat merugikan keuangan dan perekonomian n&gara.

Jika memperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1688
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanapsrdapat dilihat
dari dua segi yakni korupsi aktif dan korupsi padifituk yang pertama,

bentuk korupsi aktif dapat di contohkan sebagakhér>

1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atangolain atau
korporasi, yang dapat merugikan keuangan negamapat@konomian

negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).

2) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegaageri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya bertauattidak
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentardgmgan

kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No. 201dm2001).

3) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yangriditbgas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus mestawsementara
waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atéardtftar yang
khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 WU 20 Tahun

2001).

Sedangkan yang kedua, korupsi pasif dapat di ckatotdalam

beberapa bentuk sebagai berikut:

bid.him 31.
19bid.,him 28-29.
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1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang imangemberian
atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesielam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal §2ydt) No. 20

Tahun 2001).

2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang imertegdiah atau
janji padahal diketahui atau patut diketahui atatupdiduga, bahwa
hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaau &ewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau menukinampiorang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada ngéu dengan

jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001).

3) Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negar@ yemerima
gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan mhbata dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasall@ No. 20

Tahun 2001).
. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kgriodusi, dan
nepotisme, dilandasi semangat bahwa penyelenggaraagara
mempunyai peran yang determinan dalam mewujudkancita bangsa

yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tiegagungsinya

secara optimal, sehingga penyelenggaraan nega@k tlaerjalan
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sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karemktikb korupsi,
kolusi, dan nepotisme melibatkan banyak pihak sepenyelenggara
negara, antar penyelenggara negara, penyelengggaaandengan pihak

lain yakni keluarga, kroni, dan para pengusafa.

Maka dalam penyelenggaraan negara, mutlak diperla@sas-asas
penyelenggaraan negara yang dapat mendukung pedaiksaugas dan
fungsi dengan penuh tanggung jawab, konsisten,pdarrakyat, diatas

kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompdkréu.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asasn umu
pemerintahan negara yang baik, merupakan asasnyanginjung tinggi
norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untelwujudkan
penyelenggara negara yang bersih dan bebas danpdipikolusi, dan

nepotisme.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara antara éiputn asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negsaa kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas pesfa@sionalitas, dan

asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang ini, juga mengatur tentang npesarta
masyarakat yang dimaksudkan untuk memberdayakapansst dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yandhlasi bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan jlearayang dimiliki,

11%5epta Candra, Tindak op. cit.,him 114.
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masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksa kontrol sosial

secara optimal terhadap penyelenggaraan nétfara.
. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006

Bahwa tindak pidana korupsi telah nyata-nyata meWwa berbagai
belahan dunia, dari hal tersebut kemudian membt@ykisemangat
kolektif bangsa-bangsa untuk melakukan langkahKahgpencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengkayapsi merupakan
ancaman bagi kelangsungan demokratisasi, kualgasb@angunan dan

kualitas hidup masyarakat.

Ruang lingkup permasalahan korupsi kini tidak habgadimensi
lokal, namun juga merupakan persoalan yang berdintesnsnasional
yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekanoniaka,
kerjasama internasional dalam pencegahan dan pantasan korupsi

merupakan suatu keniscayaan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan dan pemasan
korupsi, bangsa Indonesia pada tahun 2003 telalamdetanganunited
Nation Convention Against CorruptioftUNCAC), yang kemudian
dikuatkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006tarign

Pengesahatdnited Nation Convention Against Corruptjd2003.

bid., him 115.
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Arti penting ratifikasi konvensi UNCAC bagi Indon@selain untuk
meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percatupmlitik

internasional, juga memiliki arti penting lain sepe

1) Untuk meningkatkan kerjasama internasional, khugsklalam
melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikast-asst hasil

tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar mege

2) Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewwgndkata

pemerintahan yang baik;

3) Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaaarperjanjian
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerah@rapidana,

pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakamh

4) Mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertakainformasi
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidamaskdi bawah
payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantkars teada

lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan

5) Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasionalamd
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana k@egsai dengan

konvensi ini.

Hal penting lain dalam konvensi ini ialah masalahgembalian aset
(asset recovely yang juga menjadi prinsip dasar konvensi inib&e
tindak pidana korupsi sering melibatkan atau bemhghn dengan aset

atau kekayaan negara yang merupakan sumber dayangyeserta
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mengancam stabilitas politik dan pembangunan, kattara langsung
maupun tidak langsung akan berhubungan dengan péaerhak-hak
rakyat. Untuk itu pemulihan atau pengembalian aset- hasil tindak

pidana korupsi harus dilakukan.
5. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Dari sekitar tujuh jenis tindak pidana korupsi yadifenal dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang2Rd ahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, denggiputi tindak
pidana korupsi berupa kerugian keuangan negarap su&nyuap,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatangcutbenturan
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dgi@mbahasan lebih
lanjut akan fokus terkait dengan tindak pidana geruberupa kerugian

keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerudfamangan negara
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahurf ]j@9Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 ini, pertama kali terndzd&m Pasal 1 ayat (1)
huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaamusan terletak
pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur  “merugikan
keuangan/perekonomian negara”’ pada Undang-Undan@INodahun 1999

jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2064.

118 omisi Pemberantasan Korupsi, Memahamop. cit.,him 25.
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Untuk menentukan suatu perbuatan, apakah perbutgesebut
termasuk tindak pidana korupsi menurut Pasgf fpaka harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:
a. Setiap orang

Mengenai subjek hukum dalam suatu unsur atau rumaesigk yang
dalam KUHP dimulai dengan kata “barangsiapa”, sgklan dalam
hukum pidana khusus menggunakan kata “setiap orae@yagian pakar
hukum pidana berpendapat bahwa kata “barangsidpa™setiap orang”
itu bukan merupakan unsur, melainkan hanya untuknpeeihatkan
bahwa si pelaku adalah orang perseorangan atawrksipyang diakui

sebagai subjek hukum pidatfa.

Sedangkan sebagaian pakar yang lain berpendapatyab&ata
“barangsiapa”’ atau “setiap orang” merupakan unglik,dtetapi perlu
diuraikan siapa dan berapa orangnya atau ideng#iasnya. Sebab
kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan dakataan. Atas dasar
alasan itulah maka kata “barangsiapa’ atau “setigng” dianggap

sebagai unsur deli®?

"9asal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 199hjang-Undang No. 20 Tahun
2001: Setiap orang yang secara melawan hukum melakperbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatigitem keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidupidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan aqrading sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000@@®,00 (satu miliar rupiah).

12 etentuan Umum Pasal 1 butir 3 Undang-Undang NoT&hun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang adadahg perseorangan atau termasuk
korporasi.

12} eden Marpaung, Asas 0p. cit.,him 9.
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Terlepas dari dua pandangan yang berbeda daripgad&a hukum
pidana diatas, uraian kata “setiap orang” baiksébagai unsur delik
maupun tidak, dan sebagai subjek hukum pidana kgrtgdah diuraikan
sebelumnya dalam pembahasan subjek dan pertangwaigin pidana
delik korupsi. Maka dalam pembahasan ini, tidak naldilakukan

pembahasan kembali.
. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koaipi

Secara etimologi kata “kaya” berarti mempunyai &adng banyak
atau banyak harta. Sedangkan memperkaya, artinygadilean lebih
kaya atau perbuatan menjadikan bertambahnya kekalénurut Andi
Hamzah, memperkaya ialah menjadikan orang yangrbkaya menjadi

kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah'kaya.

Secara historis dalam penjelasan Pasal 1 ayatufd)asUndang-
Undang No. 3 Tahun 1971, yang merupakan asal magalR Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 2Buifia2001

menyangkut perbuatan memperkaya ini dijelaskangselteerikut:

“perkara memperkaya diri sendiri atau orang laguauatu badan dalam
ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayatyg@ly memberi

kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keteratgatang sumber
kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan ti@daig seimbang

dengan penghasilannya atau penambahan kekayaasbuierslapat

digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lamvlaterdakwa

telah melakukan tindak pidana korupsi”.

122pndami Chazawi, Hukum ..op. cit.,hlm 38 — 39.
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Jika mencermati penjelasan pasal diatas, yaknladkan tentang
adanya sumber kekayaan yang tidak seimbang deregagh@silan atau
sumber penambahan kekayaan. Dapat disimpulkan poénwa
penghasilan si pembuat lebih banyak dari pada suikdleayaan dan
berarti juga ada ketidakseimbangan antara penghadiéngan sumber
kekayaan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi olaehena adanya
perbuatan memperkaya yang dilakukan oleh si pembuatsur
memperkaya melipupertama, perolehan kekayaarkedua, perolehan
kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, kddiga, adanya
kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaalamyaadanya

kelebihan kekayaan yang tidak $&h.

Pengertian perbuatan memperkaya diatas, dilihai dasur-
unsurnya mengakibatkan arti yang begitu abstrakulJitu tidaklah
mudah menentukan bentuk atau wujud dari perbuaemparkaya itu,
tanpa menghubungkan antara pengertian yang abdéradan tiap-tiap

peristiwa kongkrit.

Untuk itu wujud dari perbuatan memperkaya akan adirpanyak
sekali dan tergantung dari peristiwa kongkrit yaegadi. Bisa saja
dilakukan dengan aktif atau pasif, yang pentingudugari perbuatan
memperkaya memenuhi unsur dari pengertian diatsstiva kongkrit

dari perbuatan memperkaya dapat berupa memakainaaggunakan

123bid. ,him 39 — 40.
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uang maupun benda milik negara, tidak menegurraiarang bawahan,

memalsukan data, dan sebagaitfya.

Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 melgrtiama, perbuatan
memperkaya diri sendiri yakni diri si pembuat sefah yang
memperoleh atau bertambah kekayaannya secara $sidakKedua,
perbuatan memperkaya orang lain, yakni orang yaekayaannya
bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah t¢aamgselain si
pembuat. Sedangkd®tiga, memperkaya suatu korporasi yakni bukan si
pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaanvigh
perbuatannya itu, akan tetapi suatu korporasi ydingtungkan. Akan
tetapi walaupun si pembuat tidak memperoleh atautaméah
kekayaannya, beban tanggungjawab pidananya disantek@yan yang

mendapatkan kekayaan terselftt.

Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 telah dirumusieeara formil
berupa tindak pidana formil, yang untuk selesaisgaara sempurna
(voltooid bergantung pada selesainya melakukan perbuatary ya
dilarang yakni perbuatan memperkaya dan selesaipgebuatan
memperkaya haruslah terpenuhi tiga unsur yang tikdbutkan diatas.
Untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagat sgdeaainya tindak
pidana korupsi, dalam pasal ini disyaratkan pegoieitau penambahan

kekayaan itu telah nyata adanya.

29bid. him 41.
129bid.,him 40 — 41.
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Perolehan kekayaan diatas tidak perlu dihubungkagah kerugian
negara, walaupun kemungkinan kerugian negara adafusada akibat
dari perbuatan memperkaya. Karena kerugian negar@ yenjadi unsur
dalam Pasal 2 ini sekedar dapat medatangkan kerugggara, tidak
perlu nyata-nyata telah ada kerugian negara dalartah tertentu. Tolak
ukurnya dapat berpegang dari pengalaman atau logrkag pada
umumnya dari perbuatan memperkaya yang dilakukah si pembuat

dapat mendatangkan kerugian bagi negara.

Dalam praktik, tindak pidana korupsi dalam Pasals@alu
mengakibatkan kerugian negara, hal tersebut selregan alur pikir
bahwa adanya kerugian ini, karena adanya perbumag¢snperkaya yang
baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekagdah diperoleh
dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawakum dan

menimbulkan kerugian negafZ.
. Dengan cara melawan hukum

Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan sebag&uh “yang
dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasahencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupuandaarti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur rdalperaturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan térdbi@inggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau noymaa kehidupan

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebpat dipidana”.

129bid., him 42 — 43.
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Penjelasan diatas menegaskan bahwa Pasal 2 mengaaut
pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korypkni melawan
hukum formil dan melawan hukum materiil. Jika yamglarang atau
mencela adalah hukum tertulis (peraturan perundagngan), maka
sifat melawan hukum yang demikian disebut dengafawa hukum
formil. Sedangkan jika sifat terlarangnya berasal thasyarakat berupa
kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yhaidgip dan dijunjung
tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yangikiam disebut dengan

melawan hukum materite’

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengetéatang
sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu pedsuatemperkaya dengan
cara melawan hukum. Jika si pembuat dalam mewujugiexrbuatan
memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak unteilakaokan perbuatan
dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaanmgaka
perbuatan tersebut dianggap tercela. Untuk iturantaelawan hukum
dengan perbuatan memperkaya itu, merupakan kesdalam konteks

rumusan tindak pidana korugéf.

Dengan penerapan unsur melawan hukum secara hatetka asas
legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkadegitu juga dengan
adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadiljnmaka akan
menjadi sangat luas dan tidak mudah untuk membarktinsur rasa

keadilan masyarakat. Apakah demonstrasi dapat chempéak ukur?

27bid. him 44.
128hid. him 43.
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Tentu tidak serta merta dapat menjadi alasan peanpgka demikian
halnya dapat saja demo dengan motif politik tededifadikan dasar
untuk menuntut dipidananya seseorang, dan ini akembahayakan

legitimasi hukum?°

Menurut Andi Hamzah, untuk merumuskan terbuktinyalawan
hukum dalam arti materiil dengan rumus melanggaa readilan
masyarakat, dapat digali dengan menelusuri infarmesalui tokoh-
tokoh penting dalam suatu masyarakat untuk mengetglakah suatu
perbuatan termasuk “tidak sesuai dengan norma-ngang hidup di
dalam kehidupan sosial masyarakat” atau tidakial ini sesuai dengan
undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, khusubaga hakim
dalam mengadili dan memutus perkara untuk mendgstum yang

hidup di dalam masyarakat.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. QQBAR/2006
dan dengan memperhatikan keberadaan asas legditasm hukum
pidana, maka sangat beralasan jika melawan hukdamdarti materiil
(materieele wederrechtelijkhgiddalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
kemudian ditiadakan (tidak mempunyai kekuatan hukm@ngikat).
Oleh karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sgbsma dijamin

dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Ta84s>>"

12%Andi Hamzah, Pemberantasanap. cit.,him 123.

¥9bid., him 124.

¥penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 3huriTal999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimatadelbah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undan@Ndahun 1999 tentang Pemberantasan
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Istilah melawan hukum merupakan padanan istiabderrechtelijk
dari bahasa Belanda, yang dalam literatur hukuran@dnasih dikenal
pengertian melawan hukumvederrechtelijk yang berbeda-beda seperti
bertentangan dengan hukum, bertentangan dengaorhag lain, atau
tanpa hak sendiri. Menurut Van Veen (NBJ) 1972466 dan Riphagen
(TvS 1932, p. 138 e.v.), bahwa setiap delik setensendiri diterapkan
arti istilah tersebut. Pada suatu saaderrechtelijkdiartikan tanpa izin
(zonder verlof, pada kesempatan lain diartikan juga tanpa haklise
(zonder eigenrechtatau diartikan bertentangan dengan hukimstfijd

met het recht**?

Komariah Emong Sapardjaja, menyatakamrechtmatigheidatau
wederrechtelijkatau unlawfulnessdapat diterjemahkan sifat melawan
hukum atau bersifat melawan. Sedangkan pendapaterRuyang
menyatakan bahwa perubahan BW pada tahun 1824 taanka

“wederrechtelijk diubah ke dalam perkataanrfrechtmatigheid **3

Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang beibiyayg dimaksud dengan ‘secara melawan
hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawénr dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun tidak diatur dalam peraturperundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidskaselengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuataabut dapat dipidana”, tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Selain itu, dalam Pas&lag8t (1) Undang-Undang Dasar Tahun
1945 diatur bahwa, “setiap orang berhak atas pergakjaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadayleum”.

132Andi Hamzah, Pemberantasanap. cit.,him 125 — 126.

13Abdul Latif, “Perbuatan Melawan Hukum dan KerugiKeuangan Negara Dalam
Tindak Pidana Korupsi’ dalam Sigis Suseno dan N8lianika PutriHukum Pidana Indonesia
Perkembangan dan Pembahary&@etakan Pertama (Bandung: Rosda, 2013), him 61.
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Schaffmeisteret.al. membedakan pengertian melawan hukum ke

dalam empat kelompok, yaRat:

1) Sifat melawan hukum secara umum ialah semua deikylis atau
tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rwawu delik, harus
melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pas8l IB3HP
(pembunuhan) tidak ada bagian ifdiegtanddeglsebagai bagian inti
delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinyaawash hukum,

jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaaangd melawan

hukum dan tidak perlu dibuktikan.

2) Sifat melawan hukum secara khusus ialah melawamrhusebagai
bagian inti bestanddegldelik. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang setegas
mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti dalik.
Maka “melawan hukum” harus dicantumkan dalam sdedtwaan,
sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawamirhiikdan jika

tidak terbukti maka putusannya bebas.

3) Sifat melawan hukum secara formil ialah apabilaursdd bagian inti
delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengamdirinya

dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

4) Sifat melawan hukum secara materiil ialah bukanbpaian yang
bertentangan dengan undang-undang saja, namupguigaatan yang

bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalargaplan

13Andi Hamzah, Pemberantasanap. cit.,him 126 — 127.
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masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawanmhuelawan
hukum secara materiil mulai dikembangkan oleh parulis Jerman
seperti, Von Liszt yang merumuskan sebaghan® Zwecken den das
Zusammenleben legelnden Rechtsordnung widersprathu suatu

perbuatan yang antisosial.
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonoregaran

Pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapatugii@m
keuangan negara atau perekonomian negara’, mengancakupan
makna yang kurang jelas dan agak luas. Hal iniktisesuai dengan
rumusan kalimat yangqh casudisyaratkan dalam asas legalitas, bahwa
suatu ketentuan pidana semestinya memenuhi priegigerta yakni
bahwa ketentuan hukum pidana harus rinci, jelasn dalak
membingungkan. Serta memperhatikan pringx stricta, yang
menghendaki bahwa penafsiran dalam hukum pidanss katat, sempit,

dan tidak boleh ada analdgp.

Pencantuman kata “dapat” yang kurang memberikamadtem dan
cakupan yang luas tersebut, pada satu sisi dimk&suoahwa undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi inirakan dapat
menjaring berbagai bentuk tindak pidana korupsigyéeragam dan
kompleks. Namun di sisi lain, justru dapat dimatifaa oleh aparat
penegak hukum seperti penyidik atau penuntut umasua dengan

wewenang bebas yang dimilikinya untuk menyampingsenkara tindak

13°Abdul Latif, Perbuatan ..op. cit.,him 66.
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pidana korupsi dengan alasan “tidak dapat” sehaagian lain dari kata
“dapat” itu sendiri. Sehingga berpotensi terjadbaieg pilih dalam

praktik penegakan hukum tindak pidana kordpsi.

Walaupaun demikian, kata “dapat” baik dalam pasaupon
penjelasan undang-undang pemberantasan tindak apikiarupsi juga
tidak dapat dicabut begitu saja. Pencabutan katpdti bisa meniadakan
kepastian hukum, yang sementara penegakan hukuramddial

pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harjeldedaregitimit.**’

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ddpat
dikatakan satu-satunya ketentuan yang memuat ati Hatasan
pengertian yuridis tentang kerugian keuangan negatalah Undang-
Undang No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaarrdNggag termuat
dalam Pasal 1 butir 22, bahwa kerugian negarakaetalah kekurangan
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dgainypalahnya sebagai

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja malajain

Meskipun demikian, pengertian diatas dirasa maaitgat terbatas
karena seringkali hanya dikaitkan dengan mekanismigitan ganti rugi
bagi pegawai negeri baik bendahara maupun non bearalasaja.
Berbeda dengan perpektif undang-undang pemberantesiak pidana
korupsi, yang melihat kerugian keuangan negaragselsesuatu yang

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau @mdak

139 bid
¥bid. ,him 67.
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penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseoran@ kabatan atau

kedudukannyd>®

Telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau
perekonomian negara (kerugian negara) bukan memgjgatat untuk
terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secarapseam, melainkan
kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menagarksecara

melawan hukum.

Karena kerugian tidak perlu timbul dan cukup mehiogika orang
pada umumnya, bahwa dari suatu perbuatan dapattbelkian kerugian
negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentukuddah kerugian

negara tertentu sebagaimana pada tindak pidanaiiinate

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kakayagara
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yand tdipisahkan,
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaraatjala hak dan

kewajiban yang timbul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pert@j@gaban

pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun diadlae

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertgjmgaban
badan usaha milik Negara (BUMN)/badan usaha mil&kerdh

(BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yayentakan

138hid. him 56.
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modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pibdhk ketiga

berdasarkan perjanjian dengan negara.

Meskipun undang-undang pemberantasan tindak pidamapsi
diatas telah menjelaskan batasan dan pengertiarkelaangan negara,
namun dalam kenyataannya masih terdapat penafgang beragam
mengenai arti keuangan negara. Dari Pasal 23 UAdadgng Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknyatah pendapat

yang menafsirkan pengertian keuangan negara Yakni

1) Keuangan negara diartikan secara sempit, yaitu ehamgliputi
keuangan negara yang bersumber dari APBN dan Sehagaistem
dari keseluruhan sistem keuangan negara dengarputieiemua
aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan pertadrikepada

DPR setiap tahunnya.

2) Keuangan negara diartikan secara luas, yaitu dengamdasarkan
pada metode sistematis dan historis, meliputi kgaamegara yang
berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD yang pada halikya
seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu distemmgan negara.
Dengan kata lain, keuangan negara adalah segalatsesegiatan
atau aktivitas yang berkaitan dengan uang yangmigeatau dibentuk

berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentinghalikp

3) Keuangan negara diartikan menurut tujuannya yakengdn

pendekatan sistematis dan teleologis atau sossolafjka tujuan

139bid., him 57 — 58.
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menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkamuk un
mengetahui sistem pengurusan dan pertanggungjayaireaka
pengertian keuangan negara tersebut adalah sehapiyg APBN).
Namun apabila dimaksudkan untuk mengetahui sistenggwasan
atau pemeriksaan pertanggungjawaban, maka pemgeiaangan

negara adalah dalam arti luas.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negkiah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usatizarba
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha nkasyseeara mandiri
yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baiktiindjkat pusat
maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perafeamdang-
undangan vyang berlaku yang bertujuan memberikan faagn

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kemdakyat.

Selain diatur dalam Pasal 2, tindak pidana koruymesig berkaitan
dengan kerugian keuangan negara juga diatur dalasal B*° Untuk
menentukan suatu perbuatan, apakah perbuatan uersglnasuk tindak
pidana korupsi menurut Pasal 3, maka harus mememshr-unsur sebagai

berikut;

a. Setiap Orang

1“%Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undamipbg No. 20 Tahun 2001:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkasetidiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau s@agaada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negarapetakonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjairgpsihgkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit3®E00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarat)p
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Si pembuat atau subjek hukum pidana korupsi dalanusan Pasal
3 disebut sebagai setiap orang, yang oleh Pasalirl3oditegaskan bisa
terdiri dari orang perseorangan atau suatu korpdvieka dalam konteks
rumusan Pasal 3, kata “setiap orang” itu memilikalKikasi tertentu dan
tidak serta merta dapat merujuk langsung pada Pasaitir 3. Sebab
korporasi tidak mungkin memiliki jabatan atau kegkeah, seperti halnya

subjek hukum orang perseorangan.

Oleh karena korporasi tidak mungkin memiliki jalmatatau
kedudukan, maka korporasi tidak mungkin pula dapatyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pg#angna jabatan
atau kedudukan) yang tidak dimilikinya. Untuk itubgek hukum yang
dapat memiliki jabatan dan kedudukan, serta yangpatda

menyalahgunakan hanyalah subjek hukum orang persgan sajd*

. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orany atau suatu

korporasi

Tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikitan alam batin
si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatuntkegan
(menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang ldeuasuatu korporasi.
Diri sendiri ialah untuk kepentingan pribadinya watai pembuat,
sedangkan orang lain artinya orang selain pribadirdan korporasi

yakni buka pribadinya atau orang lain, tetapi kulapwrang dan atau

1Iadami Chazawi, Hukum ..op. cit.,hlm 49.
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kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukwaupun bukan

badan hukum.

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkannyarti
memperoleh atau menambah kaya dari yang sudalkallayaan dalam
arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uajm samun juga

segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uangseknheak™*?

Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkanndalanusan
delik Pasal 3, tetapi menurut logika sebelum bdrlidak mungkin si
pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelamp@rbuatan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sgeartp ada

padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungisabut.
. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Kewenangan erat kaitannya dengan jabatan atau ukdndyang
dimiliki oleh seseorang, yang dalam arti lain juigeimaksud bahwa tidak
setiap orang dapat menjadi subjek hukum namun hargiag tertentu
yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atang yang memiliki
kualifikasi pribadi tertentu saja. Misal, seorangjgbat pada instansi
tertentu yang berkedudukan sebagai pegawai negpili dengan

kewenangan menangani permasalahan tertentu.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kekhm yang

karena jabatan dan kedudukan itu dia “seseorangiilike kewenangan

2bid., him 54 — 55.
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untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalaah untuk
melaksanakan tugas-tugasnya. Namun bila kewenaitgatigunakan
secara salah dan tidak sebagaimana mestinya, dairapa yang telah
ditetapkan sebagai tugasnya atau tidak melakulgastyang semestinya

dilakukan, dapat dikatakan menyalahgunakan kewemang

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefisinikan gseba
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenabeyhak untuk
melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atatalthan pada hal
yang salah dan bertentangan dengan ruang lingkweri@ngan yang

dimilikinya atau bertentangan dengan hukum dandestairt**

Dalam hal pemerintah menyimpang dari tujuan yatahtditetapkan
oleh perundang-undangan, maka pemerintah telah kokela yang
“ondoelmatig. Menurut praktik conseil d’etatdi Prancis, tindakan
seperti itu disebutdetournement de pouvbirDi bidang pemerintahan,
suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pimgaunaan wewenang

dan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum ap4bila

1) Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatunaeweengan
suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepesrtingmum,

melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuditikp

2) Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatunaegeengan

suatu tujuan (yang harus nyata dari surat-surag y@ersangkutan)

“Ibid.,him 51.
144Abdul Latif, Perbuatan ..op. cit.,him 54.
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bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan rgamuat

dasar hukum dari wewenang itu.

3) Seorang pejabat pemerintahan menjalankan suatu vaegedengan
suatu tujuan lain, dari pada yang nyata-nyata dikdbki oleh

perundang-undangan dengan wewenang itu.

Kesempatan merupakan peluang atau ketersediaanu walig
cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbutggentu. Orang
yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yaargra kedudukan
dan jabatannya itu, mempunyai peluang atau waktukumelakukan
perbuatan tertentu berdasarkan jabatan dan kedmalygkatu. Namun,
peluang yang ada itu justru digunakan untuk melakygerbuatan lain
yang tidak seharusnya dilakukannya dan bertentamgargan tugas

pekerjaan dalam jabatan dan kedudukan yang dimyii*®

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat diguseti@agai alat
untuk mencapai maksud dan tujuan. Apabila orang ifikefabatan dan
kedudukan, hingga memiliki sarana atau alat tamteyaing dapat
digunakannya untuk melaksanakan tugas dan tanggualgpya, namun
sarana yang ada padanya justru digunakan untularidjgyuan lain,
diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekenang menjadi
kewajibannya. Sarana yang ada pada dirinya karemadukan atau
jabatan itu, semestinya digunakan hanya untuk reate&an pekerjaan

yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tidak digumakduk perbuatan

14°Adami Chazawi, Hukum ..op. cit.,hlm 51 — 52.
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lain, di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatatau

kedudukannyd*®

Sehubungan dengan jabatan atau kedudukan, apakalpakan
jabatan atau kedudukan publik saja yang ada padditdss pegawai
negeri atau penyelenggara negara. Namun tidak etmakgan dalam
undang-undang, yang untuk itu dapat diartikan jpallawa jabatan atau
kedudukan dimaksud meliputi ruang lingkup di biddngkum privat,

misal seorang direktur di sebuat perseoran teri§Bgs-*’
d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatam at
kedudukan” tidak lain adalah kewenangan, kesempaian sarana
karena jabatan atau kedudukan yang dipangku sesealadi, harus ada
hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangaempatan, dan

sarana dengan jabatan atau kedudukan.

Dengan memangku jabatan atau kedudukan tertenkg seseorang
kemudian mempunyai kewenangan, kesempatan, damasgaag timbul
dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan kedudukan itu
lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan saranaiiékag Dengan
demikian, tidak mungkin ada penyalahgunaan keweargrigesempatan,

atau sarana, jika jabatan atau kedudukan sudahdidalikinya lagi*®

e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonoregaran

149 bid.
*bid. him 50.
8hid. him 53.
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Uraian mengenai unsudapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negaratlalam Pasal 3 tidak akan diuraikan lebih lanjut,
dengan merujuk pada pengertian unsur yang samat(aaerugikan
keuangan negara atau perekonomian negara) sebagatendapat dalam

Pasal 2 yang telah diuraikan sebelumnya.
C. Kebijakan Bidang Telekomunikasi
1. Regulasi Telekomunikasi
a. Perkembangan Undang-Undang Telekomunikasi

Pada tahun 1947nternational Telecommunication UniofiTU)
menjadi organisasi khusus Perserikatan Bangsa-BafR38B), dimana
Indonesia menjadi anggota ITU pada periode tahufB-1950 yakni
sejak adanya pengakuan kedaulatan Republik Indon€&gjuan utama
ITU adalah untuk membantu perkembangan segala Ientu
telekomunikasi di seluruh dunia dan guna meningkatkubungan

kerjasama antar negara-negara anggotsiiya.

Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan dan reguypasia tingkat
nasional, perlu memperhatikan dan mengikuti peaatunternasional.
Misalnya di bidang telekomunikasi, secara intem@ai penggunaan

spektrum frekuensi radio diatur oleh hukum inteioael yang bersifat

“Danrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,him 9.
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mengikat {reaty) dalam bentukRadio Regilation ITUyang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari konstitusi dan kosi/&rU.*°

Radio Regilation ITUmembentuk suatu kerangka kerja dasar
internasional, dimana setiap negara anggota memmkan dan
melakukan penataan spektrum pada tingkat yang lebiti. Sebagai
penandatangan konstitusi dan konvensi ITU, Indenesiemiliki
kewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan pengelolaaektirum

frekuensi radio sesuai deng@adio Regilation ITU>*

Pada tingkat nasional, pengaturan telekomunikdah teilakukan

melalui beberapa fase, yakni:
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Regulasi telekomunikasi nasional ditandai dengahiriga
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang PenetBpasturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tah68 iéntang
Telekomunikasi. Tujuan undang-undang ini dilahirkalah untuk
menyempurnakan pengaturan telekomunikasi pada waktuguna

disesuaikan dengan hal-hal sebagai befikut

a) Perkembangan dan kebutuhan politik, ekonomi, dditemi

*Denny Setiawan, Alokasi .ap. cit.,hlm 4.
®ibid.,him 4 -5
*Panrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,him 39.
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b) Hakikat pembangunan nasional agar segala kegiatan
penyelenggaraan telekomunikasi diarahkan sebagagapeian

kepada kepentingan nasional;

c) Kemajuan teknis dibidang radio, telegrap, telepihevisi, dan

telex;

d) Kewajiban-kewajiban terhadap dunia luar yang bebmmpada

perjanjian-perjanjian internasional.

Pengelompokan telekomunikasi dalam Undang-Undangdi®
Tahun 1964 terdiri dari tiga bagian, yakpertama telekomunikasi
untuk umum yang diatur dalam BAB Ill. Bahwa telekorikasi untuk
umum diselenggarakan dan diatur oleh pemerintaH. tel@ebut
sesuai dengan ketentuan umum undang-undangjuq yang
menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasi, diseleragga, dan
diatur oleh pemerintah. Hal tersebut menggambarkbahwa

pengaturan telekomunikasi pada waktu itu terkesamomolistik.

Kedug telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi
pemerintah, yang diatur dalam BAB IV. Bahwa untuépdriuan-
keperluan khusus, instansi-instansi pemerintah eriart dapat
menyelenggarakan telekomunikasi. Dengan ketentuamgyasaan,

pemasangan, pengusahaan, dan penggunaan perabekatniunikasi
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oleh instansi-instansi pemerintah tersebut harusuase dengan

peraturan pemerintah yang berldRd.

Kemuadian yangketigg telekomunikasi yang diselenggarakan
oleh bukan pemerintah, yang diatur dalam BAB V. @&apa
diantaranya, = mengatur tentang penguasaan, pemasanga
pengusahaan, dan penggunaan perangkat telekomualkhskapal
air berbendera asing atau kapal udara asing, tekmbsangan-
larangan maupun pengecualianya. Selain itu, mengaga izin
kepada perwakilan diplomatik negara asing di Ind@euntuk
menyelenggarakan telekomunikasi sendiri dengan radmpkan

asas timbal balik.

Dalam undang-undang ini, diatur suatu kelembaga&mad
Telekomunikasi yang dibentuk dan bertugas untuk
mengkoordinasikan  perencanaan, pelaksanaan, pes@gawa
pendidikan, riset, perkembangan industri, dan karje internasional
di bidang telekomunikasi. Selain itu, Dewan Telekoikasi bertugas

memberikan pertimbangan kepada Presidium KabingaKe

Adapun beberapa catatan dari undang-undang inih iala
pemerintah sebagai penyelenggara tidak bertanggawgb atas
kerugian-kerugian yang timbul dalam fasilitas tel@kinikasi,

termasuk gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusaleam

1%pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentaeget®pan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tah@8 t&htang Telekomunikasi.
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penyelenggaraan telekomunikasi yang belum ditangecara tuntas
dan menyeluruh. Selain itu, penyidikan atas pelargggpelanggaran
di bidang telekomunikasi belum ditangani oleh patugyang

mempunyai keahlian khusus (profesional) dibidandn{a
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yakniajakam
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan a&aggsa
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmik d¥cara
material maupun  spiritual berdasarkan  Pancasila. kalVia
telekomunikasi yang merupakan cabang produksi yseming bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang bapgék, dikuasai

oleh negara demi terwujudnya tujuan pembangunaonmeas

Penguasaan oleh negara di bidang telekomunikasiponmeyai

ruang lingkup sebagai beriket

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaa

penyediaan, dan pemeliharaannya;
b) Menentukan dan mengatur hak-hak; dan

c) Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuata

perbuatan hukum, berkenaan dengan telekomunikasi.

Mengingat penyelenggaraan telekomunikasi mempureydi

strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkesafpan dan

*Danrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,him 39.
1*penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tefftaleizomunikasi.
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kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum da
kemakmuran rakyat, memperlancar kegiatan pemeentakan
pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan mekono
memantapkan stabilitas nasional yang sehat danmdspaserta
mempererat hubungan antar bangsa dan, oleh kdten@enyediaan,

pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan arti penting peningkatan perggdeaan
telekomunikasi, diperlukan suatu upaya yang benkelan serta
andal, dan peran serta masyarakat guna menjamiyegi@an jasa
telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat ddalus mampu

mengikuti perkembangan teknologi.

Hal tersebut diatas, merupakan dasar dan pertinabbarygang
melatarbelakangi dilakukannya reformasi hukum darupdang-
undangan di bidang telakomunikasi, sebab UndanghgmdNomor 5
Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerirgalgg&hti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekokasnitidak

sesuai lagi dengan dinamika, kebutuhan, dan per&egan teknologi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi, telah diatur tentang penggunaakigpa frekuensi
radio dan orbit geostasioner, yang belum diaturgdenjelas oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964. Bahwa dalam
penyelenggaraan telekomunikasi itu mempunyai kay@mg sangat

erat dengan ruang angkasa, dimana didalamnya tdrdapsur
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spektrum frekuensi radio dan orbit geostasionergyamerupakan
sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, pemygdeaan
telekomunikasi sebagai upaya pemanfaatan sumber alayn yang

terbatas tersebut perlu diatdf.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, masih memperkaiman
semangat monopolistik yang dilakukan oleh negaranada
penyelenggaraan telekomunikasi masih  dilaksanakateh o
pemerintah®’ Negara sangat mendominasi peran sebagai regulator
sekaligus sebagai operator, hanya badan penyelenggkni Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi izin untuk takukan

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar sebalgaikisklusif:>®

Dengan demikian tentu para pelaku bisnis swastargdondisi
logis tidak dapat ikut dalam penyelenggaraan tetekokasi,
khususnya jasa telekomunikasi dasdrasfc telecommunications
service$. Pihak swasta nasional maupun internasional haiayat
terjun ke bisnis telekomunikasi di Indonesia, dengersyaratan harus
bekerjasama dengan badan penyelenggara itupun khuduk jasa
telekomunikasi dasar atau melakukan secara manditik jasa

telekomunikasi bukan dasir.

1*%pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentatekdmunikasi, Penggunaan
spektrum frekuensi radio dan orbit geostasionergyarerupakan sumber daya alam yang terbatas
dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur der@amaturan Pemerintah

%Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentatekdmunikasi.

*¥panrivanto Budhijantdpoc. cit.

Abid., him 37 - 38.
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Masalah perlindungan konsumen juga menjadi perhatia
tersendiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19&hgguna jasa
telekomunikasi, khususnya konsumen dari masyarakaim selalu
diposisikan lemah dan tidak punya daya tawar. Ksinttake it or
leave it dari badan penyelenggara merupakan hal yang wiggdami
oleh konsumen. Hal tersebut dapat dipahami, kadatem undang-
undang telekomunikasi ini belum ada pengaturan yelag dan pasti

mengenai perlindungan konsunt&f.
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Bahwa sejak diundangkanya Undang-Undang Nomor uiah
1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan pemyghraan
telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan pgyanting dan
strategis dalam menunjang dan mendorong kegiategkq@@omian,
memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskaiugan
bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meuogigukrsatuan
dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nasairktzn
memantapkan ketahanan nasional serta meningkathkamgan antar

bangsd®*

Namun demikian, dengan dilatarbelakangi oleh pdraba
lingkungan global dan perkembangan teknologi tetakakasi yang

berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadperabahan

%9bid.
¥Ipenjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1988rig Telekomunikasi.
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mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yéagu, dan
perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan relaka@si,
termasuk hasil konvergensi dengan teknologi infairdan penyiaran,
sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturambdde

penyelenggaraan telekomunikasi nasidffal.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasnghat
nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengmgangkatnya
kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraarornaleikasi,
penguasaan teknologi, dan keunggulan kompetitiardalrangka

memenuhi kebutuhan masyarakt.

Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkaermasional
yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya selsajgh satu
komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersiaggi, telah
mendorong terjadinya berbagi kesepakatan multdateSebagai
negara yang aktif dalam membina hubungan antaraegias dasar
kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalbetbagai
kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai Karesgsi yang

harus dihadapi dan diikut?*

Sejak penandatangan&eneral Agreement on Trade and Service
(GATS) di Maroko tahun 1994, yang telah pula ditkedisi dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Penyelenggaraan

1%%bid.
3bid.
*bid.
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telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidapisahkan dari
sistem perdagangan global. Sesuai dengan prinsijagengan global
yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas tidiak
diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri dntmenyesuaikan

penyelenggaraan telekomunika%i.

Peran pemerintah pada akhirnya dititkberatkan paetabinaan
yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, geagan, dan
pengendalian dengan mengikutsertakan peran  masyarak
Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
telekomunikasi, tidak mengurangi prinsip dasar yaagkandung
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaknbufni dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuateth Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuragatakOleh
karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaataktispe frekuensi
radio dan orbit satelit yang merupakan sumber dalgen yang

terbatas tetap dikuasai oleh neg&fa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dapat dipahabagse
upaya untuk mensinergiskan kententuan-ketentuang yemmuat
dalam GATS danAnnex of Telecommunication®rmasuk pula
Schedule of CommitmentSelain itu, mejadi pedoman kunci bagi

reformasi di bidang industri telekomunikasi, termasliberasi

9bid.
1%9bid.
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industri, ketentuan bagi penyelenggara baru, damgkatan struktur

kompetitif industri'®’

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tah@@91
terdapat perbedaan yang mendasar jika dibandingd&iagan undang-
undang sebelumnya, khususnya berkaitan dengarasaasTerdapat

beberapa asas baru yang belum ada sebelumnya; yakni

a) Asas kepastian hukum, yang berarti bahwa pembanguna
telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekdwsinharus
didasarkan kepada peraturan perundang-undangannyangmin
kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukaik bagi
para investor, penyelenggara telekomunikasi, maugepada

pengguna telekomunikasi.

b) Asas keamanan, yaitu agar penyelenggaraan telekkasuselalu
memperhatikan  faktor = keamanan  dalam  perencanaan,

pembangunan, dan pengoperasiannya.

c) Asas kemitraan, bermakna bahwa penyelenggaradontelmikasi
harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis,alirbalik,

dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

d) Asas etika, yaitu agar dalam penyelenggaraan telekikasi
senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalidaapijuran,

kesusilaan, dan keterbukaan.

*Danrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,him 45.
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Selain hal tersebut, di dalam Undang-Undang Telekokasi
Nomor 36 Tahun 1999, perihal mengenai pembinaakdetunikasi
yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya da&ab pada
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian saja. Mameliputi
juga fungsi penetapan kebijakan yakni perumusan gerei
perencanaan dasar strategis dan perencanaan dakais t
telekomunikasi nasional. Bahwa pembinaan telekokasnidiarahkan
untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasia dilakukan
secara komprehensif dan terpadu dengan mempenmgtiaikiran
dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat umaup

perkembangan globat?

Dahulu kondisi regulasi penyelenggaraan telekonasiikebih
bernuansa monopolistik, anti kompetisi, dan origintabih kepada
operator'® Bahkan negara sangat mendominasi peran tidak saja
sebagai regulator, namun juga sebagai operatoadangmanfaatkan

proteksi perundang-undangan kala itu.

Berbeda dengan kondisi regulasi saat ini, dalanangaindang
telekomunikasi yang baru telah mengatur larangaktir monopoli

dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam peggealeaan

1%8pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan IBsajeya.
%panrivanto Budhijantdpoc. cit.
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telekomunikasi, agar terjadi kompetisi yang senétrapenyelenggara

telekomunikasi dalam melakukan kegiatanhya.

. UU No. 3 Tahun | UU No. 36 Tahun
No Materi Muatan 1989 1999
Penyelenggara Pemerintah melaluf BUMN, BUMD,
1 > . | badan swasta, dan
Telekomunikasi .
penyelenggara koperasi
Jasa Jaringan
telekomunikasi o
' dasar, jasa 'telekomunlkash
2 Kategori Jasa teleko,munikasi jasa
Telekomunikasi non-dasar. dan telekomunikasi,
telekomun,ikasi dan telekomunikas
khusus khusus
3 Bentuk E;ag]adgﬁtﬁgg?rgi( Mekanisme usaha
Kerjasama " yang umum
manajemen
Melalui kerjasama
dengan badan Berdasarkan
4 | Model Usaha penyelenggara ataukemampuan usaha
BUMN
Hak eksekutif
dipertahankan
sesuai dengan
. Hak eksekutif jadwal. Percepatan
Hak Eksekutif dimiliki oleh badan| pengakhiran
5 | Penyelenggaraan ) :
Telekomunikasi penyelenggara ataudimungkinkan
BUMN dengan
pembayaran
kompensasi oleh
pemerintah
Ditentukan oleh
penyelenggara
berdasarkan
6 | Tarif Ditentukan oleh formula yang
pemerintah ditetapkan oleh
pemerintah
berdasarkan
rekomendasi BRTI

"%Ppasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dareReajnnya.
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Pemerintah

7 | Regulator Pemerintah bersama BRTI

Sumber: Danrivanto Budhijantblukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi InfosirRegulasi &

KonvergensiCetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2016)46.
Tabel 1. Perbandingan Muatan Pengaturan Undangfignda
Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 1989 dan Undang-Undang

Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999
b. Elemen-Elemen Dalam Perundang-Undangan Telekonginika

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekikasi,
setidaknya terdapat elemen-elemen pengaturan yaigutn definisi
telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, yglenggaraan
jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa debeikikasi,
penyelenggaraan telekomunikasi khusus, hal penzinkewajiban
pelayanan universal, penomoran, interkoneksi, ,tanferangkat
telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio, spektfrekuensi radio
dan perizinan frekuensi radio, biaya hak penggusgaktrum frekuensi

radio, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indon @& |).

Mengingat cakupan dan ruang lingkup perundang-uyatandi
bidang telekomunikasi yang cukup luas, maka tidakirah elemen
pengaturan akan dibahas dan hanya meliputi eleteemea sebagai

berikut:

1) Definisi Telekomunikasi
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Bahwa telekomunikasi memiliki pengertian sebagatiape
kegiatan yang meliputi pemancaran, pengiriman,alan/penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tandaaraty tulisan,
gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat,kpptdio, atau

sistem elektromagnetik lainny&d:
2) Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan telekomunikdigenal
dengan istilah penyelenggara telekomunikasi. Penggara
telekomunikasi dapat merupakan perseorangan, ksipbeadan usaha
milik daerah, badan usaha milik negara, badan usahata, instansi

pemerintah, maupun instansi pertahanan dan keanmagzmna.

Dimana penyelenggara telekomunikasi itu dapat noddak
kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi berupat¢dsiomunikasi
(telecommunications service  jaringan telekomunikasi
(telecommunications netwqgrkdan telekomunikasi khususpcific

telecommunications

Penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi ehaigpat
dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Badanh&Jddilik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badusaha

swasta atau koperasi. Sedangkan untuk penyeleraggara

"pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentatekdmunikasi.
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telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh persg@ma atau

instansi pemerintah’?
3) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membang
dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi unelkaksanaan
kegiatannya, dengan memperhatikan ketentuan telaiésn rencana
dasar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. BSdial tersebut,
berkewajiban pula untuk menjamin terselenggaraeyekdmunkasi

melalui jaringan yang diselenggarakannya.

Penyelenggara  jaringan telekomunikasi dapat juga
menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui janngang dimiliki
dan disediakannya, dengan syarat jasa telekomunitaasebut
merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari pemggdeaan
jaringan yang sudah ada dan memiliki izin penyejang jasa

telekomunikasi dari mentetf®

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri i dar
penyelenggara jaringan tetap dan jaringan berdéfdkenyelenggara
jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraamggni untuk
layanan  telekomunikasi tetap yang dimaksudkan  bagi

terselenggaranya telekomunikasi  publik dan sirkitewa

Y"Danrivanto Budhijanto, Hukum.ap. cit.,him 48.

"3pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5@riT2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.

17 pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 260farty Penyelenggaraan
Telekomunikasi.
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Penyelenggaraan jaringan tetap mencakup penyelexrsgggaringan
tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sanasuirgernasional,

dan tertutup.

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah keygiata
penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukaenggunakan
jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kaBehyelenggaraan
jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirlséwa.
Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsarak jjauh
(interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringuntuk
menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringatapt lokal
termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. J@in tetap
sambungan langsung jarak jauh merupakan jarindangypunggung

interlokal.

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan intenssialalah
penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jarimanestik
dengan jaringan internasional. Penyelenggaraamgjami tetap tertutup
adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakargga untuk

disewakan.

Penyelenggaraan  jaringan bergerak  adalah kegiatan
penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomsnikargerak.
Penyelenggaraan jaringan bergerak mencakup pemygseran
jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satdbtnyelenggaraan

jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggajagangan yang
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melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi ankain jasa radio

trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah
penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomanikergerak
dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Pemgglaraan
jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraaimgan yang

melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi harus mengghbrakan
jasa teleponi dasar untuk penyelenggaraan jaringaap lokal,
jaringan bergerak seluler, dan satelit. Penyelemgggringan
telekomunikasi juga wajib menyelenggarakan jasaptei umum
untuk jaringan tetap lokal baik dilakukan secarandi@ maupun

bekerjasama dengan pihak ketiga.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam meakadi
jaringan telekomunikasi dapat bekerjasama dengaryepenggara
jaringan telekomunikasi asing yang ketentuan kanasya
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Pemggara jaringan
telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonani dalon
pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah meimesyarat-syarat
berlangganan jaringan telekomunikasi, sepanjang ingan

telekomunikasi tersedig’

™pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Pemerintah NomorT&2un 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi.
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4) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melakug&giatannya
menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyetemg jaringan.
Penyelenggara jasa telekomunikasi itu berupa jatekdmunkasi

dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan jasa muttiafé®

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah peggele@n
telepon, telegrap, teleks dan faksimil. Penyeleragya jasa teleponi
dasar dapat dilakukan secara jual kembali. Penggleaan jasa jual
kembali jasa teleponi dasar adalah penyelengggesan yang atas
dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasaonte¢lepasar.

Contohnya antara lain penyelenggaraan warung telekikasi.

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah
penyelenggaraaan jasa yang menawarkan layanananifah untuk
teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (Kdyfu panggil(calling
card), jasa-jasa dengan teknologi interaktibice responsejan radio

panggil untuk umum.

Sedangkan  penyelenggaraan jasa  multimedia  adalah
penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawat&ganan
berbasis teknologi informasi termasuk di dalamny#ama lain
penyelenggaraan jasaice over internet protocol (VolPjpternet dan

intranet, komunikasi data, konperensi video daa yadeo hiburan.

1"%Ppasal 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 522000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.
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Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukaaraefal
kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasaimmedia adalah
penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatha, usenjual
kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraaarung

internet.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhiapse
permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yda;h
memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekdamsinsepanjang

akses jasa telekomunikasi tersedia.

Perangkat akses adalah perangkat yang merupakaan baayi
dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomsinikentuk
keperluan penyambungan jasa telekomunikasi yang n aka
dipergunakan oleh pelanggan. Pelanggan jasa telekkasi dapat
mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkatinad

pelanggan jasa telekomunikas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyedidkailitas
telekomunikasi  untuk menjamin  kualitas pelayanan saja
telekomunikasi yang baik dan memberikan pelayanangysama
kepada pengguna jasa telekomunikasi. Dalam merkgatitasilitas
telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikagibwmengikuti

ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

""Pasal 18, dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52nT2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.
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Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencaaat merekam
secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yangindigan oleh
pengguna telekomunikasi, dan apabila pengguna nhataarcatatan
atau rekaman dimaksud, maka penyelenggara jaskotelmikasi

wajib memberikanny4’®
5) Spektrum Frekuensi Radio dan Perizina FrekuensioRad

Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radigputiel

perencanaan penggunaan pita frekuensi radhand plan dan
perencanaan penggunaan kanal frekuensi ratianfeling plahp’’
Dalam perencanaan tersebut harus memperhatikahahaebagai

berikut®®

a) Mencegah terjadinya saling mengganggtefferensy;

b) Efisien dan ekonomis;

c) Perkembangan teknologi;

d) Kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depam/atiau

e) Mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara
keselamatan dan penanggulangan keadaan marabah#sty @nd
distres$, pencarian dan pertolongansearch and rescyge

kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

"pasal 15, dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 52nT2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.

"Ppasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20@ang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

80pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20@ang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
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Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan olehpaka
berbendera asing yang berada di wilayah perairdoniesia di luar

peruntukannya, kecuali:

a) Untuk kepentingan keamanan negara, keselamatannjiam@usia
dan harta benda, bencana alam, keadaan marabalapah,

navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran;

b) Disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang diagi€an oleh

penyelenggara telekomunikasi; atau

c) Merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang
penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang bedalkam

penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak gelay

Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan olesapat udara
sipil asing dari dan ke wilayah uadara Indonesia Idar

peruntukannya, kecuali:

a) Untuk kepentingan keamanan negara, keselamatannjiam@usia
dan harta benda, bencana alam, keadaan marabalapah,

navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan;

b) Disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang diagi€an oleh

penyelenggara telekomunikasi; atau

c) Merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang
penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang bedalkam

penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pangan.
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Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit isateljib
mendapatkan izin dari pemerintah, pemberian izisetaut didasarkan
kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yelag tlialokasikan
untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi slaran sesuai
dengan peruntukannya. Apabila ketersediaan speKktekuensi radio
maupun orbit satelit tidak dapat memenuhi permm&tau kebutuhan
penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehanyaimntara lain

dimungkinkan melalui mekanisme pelelandh.

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penygéeagn
telekomunikasi wajib memperoleh izin Menteri Konunfyang
merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuadisi dalam
bentuk pita frekuensi atau kanal frekuensi rdffidzin penggunaan
spektrum  frekuensi radio dalam rangka penyelenggara
telekomunikasi diberikan melalui tahapan pengaliskadrekuensi

radio dan penetapan penggunaan frekuensi radio.

Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi racdijibw
melaporkan rencana penempatan stasiun radionyad&epkenteri
Kominfo. Dalam hal rencana penempatan stasiun radipat
mengganggu stasiun radio lain, pemegang izin peragyu spektrum

frekuensi radio harus merubah rencana penempataiurstradio dan

8pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 188@ng Telekomunikasi dan
penjelasannya.

8%pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah NdBoTahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan OrbitiSatel
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atau parameter teknisnya. Pelaporan penempataornstaslio harus

disertai parameter-parameter tekis.

Spektrum frekuensi radio dapat digunakan untuk &agi
penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat serempialing lama
untuk 1(satu) tahun. lzin penggunaan spektrum #&eg&u radio
diberikan dalam bentuk izin stasiun radio semerfdrRermohonan
izin penggunaan spektrum frekuensi radio diajukanasa tertulis
kepada Menteri, yang harus dilengkapi salinan insip dan untuk
pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi, hditesgkapi
dengan salinan izin penyelenggaraan telekomunikasing

dimilikinya.'®®

Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi rédigi
penyelenggaraan  telekomunikasi  khusus untuk  kegoerlu
perseorangan, dinas khusus, sistem komunikasi fadikup terbatas
dan sistem komunikasi radio dari titik ke titikakdperlu menyertakan

izin prinsip dan atau izin penyelenggaraan telekukasi

Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekueadio
dalam bentuk pita frekuensi radio diberikan untakgka waktu 10

(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) &elama 10

8pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2808rg Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

¥¥pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2808rg Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

8pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

18%pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
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(sepuluh) tahun. Sedangkan untuk izin stasiun radiatuk
penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentulal kizekuensi
radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahuanddapat

diperpanjang 1(satu) kali selama 5 (lima) tafftin.

Pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa
perpanjangannya, dapat memperbaharui izin stasadio rmelalui
proses permohonan izin baru, dimana memperolehitagodalam
proses permohonan izin tersebiftPemegang alokasi frekuensi radio
tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio gyatelah
diperolehnya kepada pihak lain, kecuali ada pepsatudari Menteri
Kominfo.*®® Apabila frekuensi radio yang tidak digunakan lagijib

dikembalikan kepada Menteri Komintd’

Dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan cduielit
harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak salemggganggu.
Penggunaan frekuensi radio secara bersama pada, rjiamlah
getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan alaing

mengganggu.

Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk naemabatau

menyalurkan informasi, untuk itu agar informasi alagibawa atau

8’pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2808rg Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

¥%pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2808rg Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

189pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

19%pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
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disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunekuensi
harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lainputlpengalokasian

pita frekuensi dan peruntukann¥a.

Menteri Kominfo dapat menetapkan penggunaan bersama
(sharing pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensioagiang
harus dikoordinasikan dengan pengguna yang sudahatz antar
pengguna. Penetapan penggunaan bersama pita fsekadio dan
atau kanal frekuensi radio harus memenuhi pringieasi dan tidak

saling mengganggu, serta mengikuti ketentuan iagonal**?

Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan ate kakuensi
radio dapat berbentuk pembedaan waktu, wilayahy stk&nologi.
Perbedaan waktuifne separatiopuntuk penggunaan bersama antara
lain adalah pembedaan waktu pengoperasian peraraggiat Untuk
perbedaan wilayalspatial separatiopantara lain adalah pembedaan
lokasi dan pembedaan arah pola radiasi antenan§leaia pembedaan
teknologi (echnology separatignantara lain adalah pembedaan
polarisasi dan pemabedaan kode aks€sd¢ Division Multiple

AccessICDMA®

Ylpasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1€@9@ng Telekomunikasi dan
penjelasannya.

19%pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Penggunaan berggharing adalah penggunaan frekuensi
radio yang sama untuk dua atau lebih dinas komahikaio.

%pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta penjelagan
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Pemerintah  melakukan pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbitisdtéPengawasan
dan pengendalian dilakukan dengan kegiatan obsemvasitoring,
dan penertiba®™ Pengguna frekuensi radio harus melaporkan
terjadinya gangguan terhadap frekuensi radio kepadnteri
Kominfo dan Menteri Kominfo melakukan upaya untulengatasi

gangguan tersebit®

Dalam hal sumber gangguan frekuensi radio berasalnggara
lain, Menteri Kominfo melaksanakan koordinasi denge&gara asal
gangguan dan melakukan upaya bersama untuk merlanggu
gangguan frekuensi radio. Menteri melaporkan temad gangguan
frekuensi radio, dan melaporkan hasil penanggulangangguan

frekuensi radio kepadaternational Telecommunication Unig#f
6) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membdayaya
penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkanpahggunaan
jenis dan lebar pita frekuerSP Dalam ketentuan lebih lanjut diatur,
bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio kuntyuan

penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar bidyak

19%pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1@88ng Telekomunikasi.

19pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53rima000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

19%pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

19Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ng Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

19%pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1€988ng Telekomunikasi.
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penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dan dafemetapkan
besarnya BHP spektrum frekuensi radio digunakamdiéa dengan

memperhatikan kompon&tt

a) Jenis frekuensi radio;

b) Lebar pita dan atau kanal frekuensi radio;
c) Luas cakupan;

d) Lokasi; dan

€) minat pasar.

BHP spektrum frekuensi radio mulai dikenakan paaat $zin
stasiun radio diterbitkan dan dibayar dimuka set&mn®® Untuk
BHP spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bexsamita
frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio lohip&an secara

penuh kepada masing-masing penggilha.

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penygéeagn
telekomunikasi yang tidak dikenakan BHP spektruakdensi radio
diantaranya adalah telekomunikasi khusus untukrkeg® pertahanan
keamanan negara, telekomunikasi khusus untuk keperidinas

khusus, maupun telekomunikasi khusus untuk keperlumstansi

19pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah NdBoTahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan OrbitiSatel

Opasal 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah NdBoTahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan OrbitiSatel

Dpasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
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pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negang a@s Indonesia

ke dan atau dari negara asal berdasarkan azas baitief®?

Apabila dalam penggunaan spektrum frekuensi radiakt
membayar biaya penggunaan frekuensi, maka dikersaikss
administrasi berupa pencabutan izin. Pencabutan dilakukan
setelah diberi peringatan tertulis. Pengenaan saa#éministrasi
dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam rangka kuokela

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekasi’®
2. Pengelolaan Frekuensi Radio

Istilah frekuensi biasanya ditemukan dalam topiktagen dan
gelombang. Secara umum, frekuensi adalah banyaeswatu yang terjadi
setiap detiknya. Dalam kajian getaran, frekuengatiaiartikan sebagai
banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekafarfg&an dalam kajian
gelombang, frekuensi dapat diartikan sebagai barnymkelombang yang
terjadi setiap satu sekon. Satuan yang digunakark unengukur frekuensi
adalah 1/s yang disebut juga Hertz disingkat Hngydiambil dari nama

fisikawan Jerman Heinrich Rudolf Hertz (1857-1844).

Di dalam Islam, eksistensi dan kebenaran frekueasio dapat

ditelusuri dari Al-Qur’an:

%pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 28@8ang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Spasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun E988rtg Telekomunikasi.

Dhttp:/lwww.pengertianahli.com/2014/10/pengertiagkfrensi.htmlakses 21 Juni 2017.
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Artinya: langit yang tujuh, bumi dan semua yang dddalamnya bertasbih
kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bbitagengan memuiji-
Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbihakar Sesungguhnya Dia
adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun (Q.&rsal17:44)

Bertasbih dalam ayat ini memiliki makna yang unsakr Alam semesta
yang bertasbih adalah perilaku universal yang méralepada satu tujuan
yakni Allah SWT. Sejak dari mikrokosmos hingga keakmokosmos,
ternyata seluruhnya bertasbih. Tidak ada satu rpatedi alam semesta ini

yang tidak bertasbih, hanya saja manusia tidak sréirtgsbih mereka.

Tasbih berasal dari katgw yang arti sederhanya adalah berenang.
Alam semesta yang berenang adalah alam semestdgeyerak, berputar,
berotasi, berevolusi, atau berosilasi. Gerakaragisdlam semesta akhirnya
dapat divisualisasikan dengan persamaan matenaat(s Kita sebut sebagai
gelombang-gelombang transversal. Gelombang tra@versrupakan jenis
gelombang elektromagnetik (frekuensi), yang padeekatnya merupakan

petualangan dalam sebuah lingkaran dengan jumtt 860%%

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya &apatas yang
saat ini peminatnya semakin meningkat, sementardaju ketersediaan
spektrum tidak bertambah. Nilai strategis dari seindaya alam terbatas ini

bagi kepentingan nasional adalah untuk meningkatkfisiensi dan

sugeng Riyadi, “TIK dan Upaya Modernisasi di Linggan Pesantren” dalam
Saifudin Zuhri dan Abdul Basir SolisstCT, Demokrasi, dan Transformasi Sosi&etakan
Pertama (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Infike&I, 2008), him 67 — 68.
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produktivitas, serta dapat meningkatkan kualitadupidan kesejahteraan
masyarakat suatu bangsa, karena spektrum frekuadisi memiliki nilai

ekonomis yang tinggi.

Saat ini, spektrum frekuensi radio digunakan urliakmacam-macam
jasa komunikasi radio termasuk diantaranya komunikgrorangan dan
perusahaan, navigasi radio, komunikasi radio pemgdn dan maritim,

penyiaran, keselamatan dan marabahaya, radio Id&agiadio amatir.

Dalam hal penggunaanya, spektrum frekuensi radrtu pilakukan
koordinasi untuk mencegah terjadinya masalatierferensi (gangguan).
Sebab jika terdapat dua perangkat komunikasi rgding bekerja pada
frekuensi yang sama, pada waktu yang sama dan Ipkdsi yang sama
akan menimbulkan interferensi pada pesawat pene@®eh karena itu,
penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakerber daya alam
terbatas, sebagaimana halnya tanah dan air hadssyagjunakan dan

pemanfaatannya dilakukan secara benar, sehinggatédouang percuma.

Seiring dengan semakin luas dan bervariasinya aghkireless (nir-
kabel) yang menggunakan spektrum frekuensi, adakhyang sangat
penting bahwa spektrum frekuensi radio perlu dikekecara efisien dan
efektif untuk secara optimal memberikan manfaatakepmasyarakat dan

juga manfaat ekonomi bagi negafa.

a. Manajemen Frekuensi Radio

Denny Setiawan, Alokasi .ap. cit.,him 1.
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Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya admatas|{mited
natural resourceps yang tersedia sama di setiap negara, dalam hal
pengelolaannya harus memberikan dampak strategi€kiznomis bagi
kesejahteraan mayarakat negara tersebut. Padaugahidnodern saat
ini, spektrum frekuensi radio digunakan hampir pasanua aspek
kehidupan, seperti telekomunikasi, penyiaran, n@gr transportasi,
pertahanan keamanan, pemerintahan, kesehatan,nigertandustri,

perbankan, pariwisata, dan sebagaitfya.

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang mendukung
pertumbuhan sektor telekomunikasi, ternyata merkberdampak ganda
(“multiplier effect) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.
Studi yang dilakukaninternational Telecommunication Unio(iTU)
pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa 1% kenaikadentsity,
memberikan kontribusi sebesar 3% pada pertumbuhiP @ross

National Produc)?®®

Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuenso rgang tidak
efisien akan menimbulkan efek berganda pula, yammgakibatkan
“inefisiensi pembangunan secara keseluruhan. Dengan Kkata lain,
kemajuan suatu negara terutama di bidang telekdamsin{ICT) saat ini
akan sangat ditentukan oleh pengelolaan atau nmaaajespektrum
frekuensi radio yang efektif dan efisien. Pengelolapektrum frekuensi

radio yang efektif, efisien dan tertib penggunaargikan memberikan

2%7pid.,him 3.
2B pid.
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dampak sangat positif bagi pembangunan setiap aegarmasuk juga

Indonesig®®

Satu hal yang sangat penting dalam manajemen fnskuadio
adalah masalah penataan frekuensi. Menata frekusebenarnya
hanyalah urusan menetapkan seseorang boleh mekamaglombang
radio di frekuensi tertentu dan eksklusif, dalani kata lain yakni orang
lain tidak dapat mengoperasikan pemancar pada dnskuyang sama
karena akan saling mengganggu. Penataan frekueatihapenataan
ruang di mana gelombang radio boleh memancar darpemancar ke

penerima°

Ruang yang terbatas bagi frekuensi radio dan kigsayia yang juga
terbatas, telah menjadikan “spektrum frekuensi” nyatuang kosong
yang akan ditempati oleh gelombang radio (elektgmetk), sebagai
sumber daya terbatasc@re/limited resourge Alokasi ruang untuk
ditempati gelombang radio dengan frekuensi tertergnjadi langka dan

yang mendapatkan alokasinya harus dibatasi.

Dalam sistem komunikasi radio atavireless yang juga dikenal
sebagai komunikasi tanpa kabel, dengan melaluigrkasong di antara
pemancar radio dan penerima radio. Sebenarnyag rkasong inilah

yang perlu ditata, agar gelombang radio yang sehgah gelombang

i,
#%onot Harsono , Telekomunikasi ap. cit.,him 229.
“Hibid., him 230.
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radio yang lain tidak saling bertabrakan atau tidakng mengganggu.

Inilah intisari dari penataan spektrum frekuendiga

Lalu bagaimana agar gelombang radio yang satu tidatabrakan
dengan gelombang radio yang lain? Para penelitialoihd ke-18
menemukan rahasia alansu@natullal), bahwa apabila frekuensinya
berbeda, maka dua gelombang radio atau lebih takd&n saling

menggangga*?

Satu sistem radio memancarkan gelombang radio deingluensi
tertentu, dan yang lain memancarkan gelombang @e&hgan frekuensi
yang berbeda, maka semuanya bisa beroperasi bessanga tanpa
saling mengganggu. Disinilah perlunya pengaturam gsenataan
pemanfaatan ruang kosong untuk ditempati atauudilaleh banyak
ragam gelombang radio yang berasal dari beraga®nsisadio untuk
beragam jenis layanan komunikasi ratibDi antara demikian banyak
sistem elektronik yang memerlukan alokasi pitadesisi itu, yang ramai
dibicarakan adalah yang dipergunakan untuk kebutddnganan publik

yaitu panyiaran dan telekomunikdt.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi darfioimatika,
merencanakan tata-ruangll¢cation) dan juga menetapkan siapa saja
yang diberi izin memancarkan gelombang radio padang itu

(assignment Ruang kosong yang luas (spektrum frekuensi)giibagi

213bjid., him 232.
pid.
2bid., him 231.
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menjadi ruang-ruang kecil (pita frekuensi) yang edimtukkan bagi
sistem radio tertentu, ada pula pita-pita kecilyiamg dibagi lagi menjadi
ruang-ruang yang lebih kecil lagi (kanal frekuengjg diperuntukkan
bagi sistem radio yang hanya memerlukan ruang yangt kecil di

udara/angkasd®

Jadi, ruang-ruang kosong di udara/angkasa disiapkaar
gelombang radio yang akan melalui atau menempateyamin tidak
akan terganggu atau saling menganggu satu samaTlaia Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TAFSRI) darorgbbng radio
yang akan menempati atau melaluinya dikendalikan diatur melalui
mekanisme perizinan maupun pemberian hak pengguspaktrum
frekuensi radio, baik melalui proses seleksi ataumelalui mekanisme

first come-first served'®

Adapun prinsip pengelolaan atau manajemen spekfrekuensi

radio diantaranya meliputi hal-hal sebagai befiut

1) Pengelolaan spektrum frekuensi radio bersifat ketmgmsif, sistemik,

dan terpadui;

2) Penerapan secara nasional mengacu kepada peratteamasional

ITU Radio Regulation

3) Dikembangkan dalam aturan yang bersifat supra-nakio

“Mpid., him 232.
“9pid., him 232 — 233.
“Denny Setiawan, Alokasi .ap. cit.,him 3.
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4) Mampu mengakomodasi kebutuhan dimasa yang akangjatan

5) Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yargsatkbn pada
kebutuhan nasional dan mengikuti perkembangan td&bn yang

selalu berkembang dan berkelanjutan.

Selain itu, spektrum frekuensi radio sebagai sundsgya alam

terbatas harus dikelola secara efektif dan efisiedaluf*®

1) Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radig pansifat
dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakan d

perkembangan teknologi;

2) Pengelolaan spektrum frekuensi radio secara sisieh@n didukung

sistem informasi spektrum frekuensi radio yang akdan terkini;

3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrkmerfee radio

yang konsisten dan efektif;

4) Regulasi yang bersifat antsipatif dan memberikgoakgan hukum;

dan

5) Kelembagaan pengelolaan spektrum frekuensi rading y&uat,
didukung oleh sumber daya manusia yang profesieeala prosedur

dan sarana pengelolaan spektrum frekuensi radig rygemadai.

b. Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

28hid. ,him 3 — 4.
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Keterbatasan jaringamwireline dalam sistem komunikasi salah
satunya dapat diatasi dengan memanfaatkan jaringegless yang
berbasis pada penggunaan spektrum frekuensi ridimun, spektrum
frekuensi radio merupakan sumber daya alam yargaties, sehingga

distribusikannya perlu dilakukan secara adil danataeoleh negara.

Setidaknya terdapat dua cara dalam pemberian haggpeaan
spektrum frekuensi radio, yakpertama,melalui mekanismérst come-
first served sedangkan cara yakgduayakni melalui proses seleksi atau
lelang. Untuk mekanismérst come-first serve@dalah pemberian hak
(alokasi) spektrum frekuensi radio kepada pihak gyanengajukan
permohonan pertama kali, dengan ketentuan apadmteopon memenuhi
persyaratan dan ketersediaan spektrum frekueng glanohon masih

tersedia.

Sedangkan pemberian hak penggunaan spektrum frakuadio
melalui proses seleksi atau lelang, merupakan prpseyaringan untuk
menentukan pemenang yang akan diberi alokasi ak&upbnggunaan
spektrum frekuensi radio. Ini pertama kali dilakak@ada penyelenggara

jaringan bergerak selular IMT-2000 melalui proseelangan.

Pelelangan adalah penentuan pemenang penyelenggyangan
bergerak selular IMT-2000, yang berdasarkan pegsain nilai

kesanggupan membayar biaya hak penggunaan (BH®&)frgikuensi
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radio oleh masing-masing peserta lel&ligPemenang inilah yang

kemudian medapatkan alokasi frekuensi di FrekugdstHz.

Seperti diketahui, bahwa teknologi generasi ketigau dikenal
dengan istilah 3G adalah merupakan spesifikasi ydimginkan oleh
IMT-2000 (nternational Mobile Telecommunication-2Q00oleh
International Telecommunication UnidiiTU) sebagai organisasi yang

menangani telekomunikasi di bawah Perserikatan &aBgngsa (PBB).

Prospek teknologi generasi ketiga yang sangat lisatuas, serta
pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesiaidtmya mengenai
penyelenggara jaringan bergerak selular yang mianplotensi pasar
tersendiri, perlu alokasi frekuensi yang ideal. Wkntitu pemerintah
menetapkan penyelenggaraan jaringan bergerak iséMila2000 pada
pita frekuensi radio 2,1 GHz, sesuai dengan rekaa&niTU-R M.1036-

2 frekuensi B¥?°

Pada pertengahan tahun 2005, ketiga operator (E&3M:900/1800
(Indosat, Excelcomindo, Telkomsel) meminta izin &#g pemerintah
terhadap akses frekuensi kepada UMTS yang merugakanan masa
depan untuk sistem GSM. Permasalahannya adalahaljaitevfrekuensi

tambahan untuk UMTS/IMT-2000 memiliki potensi irffegensi dengan

21Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Kokasi dan Informatika No.
04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelan@g Bipektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular /4062

*Pperaturan Menteri Komunikasi dan Informatika No./RER/M.KOMINFO/I/2006
tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Uré&rlyelenggara Jaringan Bergerak Selular
IMT-2000.
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sistem PCS-1900, sehingga diperlukguard band maupun pita

frekuensi yang terbuang percuffa.

Pada bulan Juli tahun 2005, Pemerintah memutuskatuk u
melakukan penataan ulang pita frekuensi selulgitdi1.9 dan 2.1 GHz
untuk menghindari interferensi antara sistem PC#1&an IMT-2000
(UMTS), serta inefisiensi penggunaan frekuensi.ir@ga diputuskan
untuk dilakukan migrasi penyelenggaraan PCS-1900uée pita core

bandIMT-2000 (UMTS)???

Pada bulan Februari 2006 dilakukan lelang pitauesisi radio 2,1
GHz (UMTS) 5 MHz FDD, diikuti hampir seluruh opevatselular dan
FWA. Pada saat pendaftaran terdapat tujuh penygéeag yang
mengikuti yaitu Telkom, Indosat, Excelcomindo, Tatksel, Bakrie
Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indoesia/STeél@eimengakuisisi
Mobisel) dan Kelompok Mobile-8. Kemudian STI danbfle-8 mundur,
dan seleksi diikuti oleh lima penyelenggara lainngaleksi dilakukan
melalui metoda lelang sampul tertutup dua puta?ad (ound sealed bid

auction), yang merupakan sejarah pertama kali dilakukdndtinesig?®

Obyek seleksi adalah 1 atau 2 blok FDD 5 MHz IMDQ@ore
band dengan wilayah cakupan nasional. Hal tersebutasedengan
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kokashi dan

Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/I/2006, bahwa pemnggara

#21Denj Setiawan, Alokasi . op. cit.,him 35.
223bjd.
2bid.
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jaringan bergerak selular IMT-2000 dapat memperganaspektrum

frekuensi 2,1 GHz Moda FDD maksimal 2 x 10 MHz.

Blok pita spektrum frekuensi radio yang dilelangmdksud,

diantaranya melipuff*

1) 1940 — 1945 MHz dan 2130 — 2135 MHz;

2) 1945 — 1950 MHz dan 2135 — 2140 MHz; dan
3) 1950 — 1955 MHz dan 2140 — 2145 MHz.

Seleksi tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT. oheflel, PT.
Excelcomindo Pratama dan PT. Indosat dengan masasjng 1 blok
FDD 5 MHz, dengan harga blok terendah Rp. 160 Milyarga blok
terendah tersebut dijadikan referensi bagi pengen8&P Pita

tahunart®®

Kepada penyelenggara selular yang telah mendap@tkaalokasi
frekuensi selular UMTS diore-bandIMT-2000 sebelumnya (NTS dan
HCPC) dikenakan perlakuan yang sama yaitu memtai&r up front-
feedan BHP pita tahunan, dengan mendapatkan penumpamalpayaran

BHP up front-fee s/d awal tahun 2068.

Kepada seluruh penyelenggara selular IMT-2000 yd@iPC, NTS,

Telkomsel, Excelcomindo, Indosat, sesuai dengamnkean, apabila

“pasal 2  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Infornaatik No.
04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelan@g Bipektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular 114082

“2Denny Setiawan, Alokasi .ap. cit.,hlm 35 — 36.

“bid.
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migrasi PCS-1900 ke pita selular 800 MHz seleslakdanakan, maka
akan dialokasikan tambahan 5 MHz FDD tanpa sel&gi dengan
metoda pembayaran BHP pita tahunan sesuai dengadast Setelah
seleksi IMT-2000 tersebut dilaksanakan pada bukrdari 2006, NTS
dan HCPC mengembalikan lagi pita alokasi 5 MHz F@dh 5 Mhz
TDD untuk mengurangi beban biaya BHP frekuensi ydigamakan

dengan hasil lelantf’
c. Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi

Konvergensi yang berarti menuju pada satu titiku atiarjadinya
penyatuan dalam teknologi, informasi, dan komunilgagsg terjadi saat
ini, merujuk pada penyatuan berbagi layanan danoleli. Teknologi
yang dahulu berdiri sendiri-sendiri atau terpisédaip, kini berinteraksi
menyatu dengan yang lain menciptakan sinergi ydisiere. Layanan
telekomunikasi dan internet adalah contoh nyatavéxgensi, dimulai
dari penyatuan konten, layanan, infrastruktur, gangperangkat, Kini

telah melebur dalam satu layanan bers&ha.

Satu dari sekian banyak sistem komunikasi yang meyg peran
strategis dan penting saat ini adalah sistem kdkaghiradio, dengan
memanfaatkan frekuensi radio sebagai gelombangreieignetik yang
dapat digunakan sebagai media komunikasi. Sehuburdgngan

efisiensi dan maksimalisasi potensi frekuensi radwaka dalam

227 | i
Ibid.
“calamullah Ramli et. Al.Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper @01
Tanpa Cetakan (Jakarta: Pusat Data Kementerian Kitasi dan Informatika, 2010), him 12.



140

pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pola kemasaemanfaatan

jaringan telekomunikasi.

Terdapat suatu kemungkinan dilakukanya kerjasanmapfaatan
jaringan telekomunikasi, antara penyelenggara garintelekomunikasi
(operator), dengan penyelenggara jasa telekomungegserti internet
service provider (ISP). Mengingat operator sebagai pihak yang
mempunyai alokasi frekuensi radio dan mempunyangan, serta ISP
yang tidak memiliki alokasi frekuensi radio, namdapat melakukan
layanan akses internet, maka keduanya dapat sdlergerjasama
menyelenggarakan layanan telekomunikasi. Kerjasasegerti ini
merupakan keniscayaan dan sebagai bentuk konvergehsstri di

bidang telekomunikasi.

Dasar hukum kerjasama pemanfaatan jaringan telekixasi antar

lain adalah sebagai berikut:

1) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun l@&¢ang

Telekomunikasi;

2) Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomdakin 2000

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan

3) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri PerhgdouiNomor: KM.

21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telakasu

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 nrdi99

tentang Telekomunikasi. Bahwa penyelenggara jasekamunikasi
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dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, merdgun dan/atau
menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggaj@ingan

telekomunikasi.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 T&Q00
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, melalualPB3 mengatur
bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajémenuhi setiap
permohonan dari calon pelanggan jaringan telekokagniyang telah
memenuhi  syarat-syarat berlangganan jaringan telekikasi,
sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia. Setaindalam Pasal 13
Peraturan Pemerintalma quo memberikan pengaturan yakni dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelengasadelekomunikasi
menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyetmmg jaringan

telekomunikasi.

Kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi teliatur pula
dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 2huh 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. DRksal 5 ayat (1)
mengatur bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekkasii
penyelenggara jasa  telekomunikasi menggunakan  ggtin

telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekoikasi.

Selain itu, dalam Pasal 5 (2) juga memberikan pemnga lebih
lanjut, yakni penyelenggara jasa telekomunikasamalmenggunakan

jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalayat (1),
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dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkamualzatau perjanjian

tertulis.
3. Mekanisme Pembayaran BHP Frekuensi

Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membabaya
penggunaan frekuensi. Biaya hak penggunaan (BHRktrspn radio,
merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensii slessigan izin yang
diterima. Disamping itu, biaya penggunaan frekuetisiaksudkan juga
sebagai sarana pengawasan dan pengendalian, ekaerfsi radio sebagai
sumber daya alam yang terbatas dapat dimanfaatkemaksimal

mungkin?*®

Besaran biaya penggunaan frekuensi ditentukan semickn jenis dan
lebar pita frekuensi. Sebab jenis frekuensi akampdygaruh pada mutu
penyelenggaraan layanan, sedangkan lebar pitaginekakan berpengaruh
pada kapasitas atau jumlah informasi yang dapatwdibatau dikirimkan.
Adapun ketentuan mengenai biaya penggunaan frekukssir dengan
Peraturan Pemerintah, dimana seluruh penerimaan Békrensi radio
tersebut disetor ke kas negara sebagai PendapagardNBukan Pajak

(PNBP).

Setidaknya terdapat dua kelompok biaya hak penggun@HP)

spektrum frekuensi radio berdasarkan PP No. 7 Tab08, yaitu:

a. BHP Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

“®pasal 34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tenfBelgkomunikasi dan
penjelasannya.
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Untuk BHP frekuensi radio dalam bentuk izin stasiadio (ISR),
besaran BHP frekuensi radio digunakan berdasarkamufa yang
ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 T2006 maupun

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, yaitu:

BHP frekuensi (rupiah) = (Ib x HDLP x b)+(Ip x HDD#p)

2
b . lebar pita frekuensi yang digunakaarfdwidth);
p : besar daya pancar keluaran antena (EIRP);
Ib . indeks biaya pendudukan lebar pita;
Ip . indeks biaya daya pancar frekuensi;

HDLP : harga dasar lebar pita;
HDDP : harga dasar daya pancar.

Contoh, perhitungan formula tarif BHP frekuensiioadntuk radio

siaran FM pada zone 4:

HDLP : 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)
HDDP : 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ib : 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip : 0,4900 (stasiun siaran FM)

b : 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)
Power : 1.000 Watt

P : 10 x (log Power) + Gain — Line Loss + 30

:10 x (log 1000) + 3—1 + 30
: 62 dBmW (sesuai perhitungan)
Rumus = (0,8400 x 5.155 x 372)+(0,4900 x 47.86@X 6
2

= Rp. 1.532.502,00
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Besaran HDLP dan HDDP ditentukan berdasarkan pemgelkan

pita frekuensi dan zona lokasi pemancar yang giketa pada Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000.

No | Band Frekuensi MHz

1 VLF 0,009-0,030

2 LF 0,03-0,30

3 MF 0,3-3,0

4 HF 3-30

5 VHF 30-300

6 UHF 300-3.000

7 SHF 3.000-30.000
8 EHF 30.000-275.000

Sumber: DennySetiawaAlokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan SpekindonesiaTanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Depatelfomunikasi dan Informatika, 2010), him 149.

Tabel 2. Pembagian Pita Frekuensi Yang Dilakukami&sarkan

Radio Regulation International Telecommunicationddn

Harga HDDP dan HDLP ditentukan oleh jenis pita fiesksi dan

lokasi wilayah dimana pemancar stasiun radio berngalag dapat dilihat

pada tabel dibawabh ini.

26

59

No | PitaFrekuensi Zone 1 Zone 2 | Zone 3| Zone 4| Zone 5
1 VLF 191,629| 153,303 114,9F 76,62 38,3
2 LF 142,844 114,844 85,707/ 57,138 28,6
3 MF 140,403| 112,322 84,242 56,161 28,0

81
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4 HF 135,353| 108,282 81,212 54,141 27,071
5 VHF 119,665 95,732 71,799 47,866 23,933
6 UHF 109,481 87,585 65,688 43,792 21,896
7 SHF 89,364 71,49 53,618 135,74 17,873
8 EHF 54,188 43,350 32,518 21,675 10,838

Sumber: DennySetiawaAlokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan SpekindonesiaTanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Depatelfomunikasi dan Informatika, 2010), him 149.

Tabel 3. Besaran Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)

No | PitaFrekuensi Zonel | Zone 2 | Zone 3| Zone 4| Zone 5
1 VLF 20,961 16,769 12,576 8,384 4,192
2 LF 15,715 12,572 9,429 6,286 3,143
3 MF 15,249 12,199 9,149 6,099 3,050
4 HF 14,581 11,665 8,749 5,832 2,916
5 VHF 12,888 10,310 7,733 5,155 2,518
6 UHF 11,772 9,418 7,063 4,709 2,354
7 SHF 9,681 7,745| 5809 3,873 1936
8 EHF 6,101 4,881 3,664 2,440 1,220

Sumber: DennySetiawaAlokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan SpekindonesiaTanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Depatelfomunikasi dan Informatika, 2010), him 150.

Tabel 4. Besaran Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)

Penentuan besaran indeks biaya pendudukan lebar(lp)t dan

indeks biaya daya pancar

komunikasi radio dan zone lokasi berdasarkan Kaeuafigota, yang

(Ip), ditentukan berd¢tasajenis layanan

diatur dalam Peraturan Menteri dan secara berkdilgpsdua tahun sekali



akan ditinjau ulang,

pelayanan komunikasi

radio yang baru,

Kabupaten/Kota serta pertumbuhan ekonomi.
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dengan memperhatikan kompdoemponen

perkembangélayah

Besaran Ib dan Ip pada setiap kelompok layanant adhiffzat pada

tabel dibawah ini. Sedangkan layanan komunikasiorg@ng tidak

tercantum dalam tabel berikut, penetapan pararntetian Ip mengambil

asumsi dari jenis layanan sejenis.

Jenis Penggunaan Frekuensi Ib Ip

Jaringan Terrestrial . L
(backbone) Base/repeater stasiun 0,060 0,290

Sateli (space segment) 0,143 0,000
Jaringan satelit Stasiun bumi tetap 0,040 0,180

Stasiun bumi portabe 0,040 0,180
Jasa selular FDMA .
(AMPS.NMT) Base + out stasiun 8,210 0,630
Jasa selular TDMA .
(GSM, DCS & PCS) Base + out stasiun 8,790 4,200
Jasa selular DS-CDMA Base + out stasiun 3,400 11,710
(1S95)
Jasa Wireless Local . L
Loop FDMA Base + remote/out stasiun 1,360 0,110
Jasa Wireless Local .
Loop TDMA Base + remote/out stasiun 0,230 0,490
Jasa Wireless Local . |
Loop DS-CDMA Base + remote/out stasiun 0,00 0,490
Jasa Wireless Data .
(Prime) Base + remote/out stasiun  0,4100 910
Jasa Wireless Data .

D

(Secunder) Base + remote/out stasiun  0,0200 060
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Jasa Telepoint (CT2 &
ct2+)

Base + out stasiun

0,00

10,018

Jasa radio Turnking

Base + out stasiun

14,870

0,580

Jasa radio paging Base/repeater + out statia#,240| o 790
Base stasiun 2,720 0,130
Telsus keperluan Repeater stasiun 11,890| 0.650
sendiri (< 1 GHz
( ) Portabel unit/mobile 0.390
unit/handy talky ’ 0,020
Telsus keperluan : X
sendiri (>= 1 GHz) Base/repeater stasiun 0,0600 290
Telsus radio trunking | Base + out stasiun 33,980 1,330
Telsus radio paging | Base + out stasiun 3,640 | 0.150
Telsus radio taxi Base + out stasiun 32,280 1.930
Satelit (space segment) 0,1100,000
_ Stasiun bumi 0,020 0050
Telsus riset dan ;
eksperimen Base/repeater stasiun 0,0800.110
Portabel/mobile
unit/handy talky 02301 0,020
Stasiun ground to air 0,000 0,000
Stasiun pesawat udara
Telsus penerbangan : 0,000 | 0.000
(aeronautical band) (portable unit)
Stasiun pesawat udara
(handy talky) 0,000 0,000
Stasiun radio pantai 0,000 0,000
Telsus maritime Stasiun kappa I(porlabel | o 000 0.000
(maritime band) unit) '
Stasiun kapal (handy 0.000
talky) ! 0,000
Radio siaran AM 10,930| 0,240
Telsus penyiaran —
terrestrial Radio siaran FM 0,840 0,490
Televisi siaran tak berlayar0,640 | g 430
Telsus penyiaran satel  Televisi siaran 0,143 | 0,000

berlangganan




148

Stasiun amatir 0,000 0,000

Stasiun citizen band 0,000
Telekomunikasi khusus . . _ 0.000
untuk keperluan dinas | Stasiun radio navigasi 0,000 | 0.000

khusus

Stasiun radio astronomi | 0,000 | g goo

Stasiun radio meteorologi 0,000 | 0 000

Telekomunikasi khusus untuk keperluan hankamr

e
dan perwakilan negara asing (asas timbal balik) 8000 | 0,000

Sumber: DennySetiawaAlokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan SpekindonesiaTanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Depatelfomunikasi dan Informatika, 2010), him 150 —.152

Tabel 5. Besaran Indeks Ib dan Ip Berdasarkan layesnan
b. BHP Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Berdasarkan ketentuan PP No. 7/2009, terdapat &eatungkinan
untuk pengenaan BHP Frekuensi dalam bentuk izanfpgkuensi radio.
Di mana berbeda dengan pengenaan BHP Frekuensn daiatuk ISR,
penyelenggara telekomunikasi yang dikenakan izia fsekuensi radio
tidak dikenakan lagi BHP ISR per kanal per stasadio. Hal ini sangat
memudahkan dan menyederhanakan perhitungan dafikasri serta
mendorong penyelenggara untuk membangun jaringansgeepat

mungkin?°

Bentuk BHP Frekuensi Radio ini baru dikenakan untuk
penyelenggara selular yang menggunakan pita frekue920 — 1980
MHz / 2110 — 2170 MHz IMT-2000 (UMTS/3G). BesaratiB Pita

frekuensi radio dikenakan berdasarkan lebar pitekuignsi yang

#%Denny Setiawan, Alokasi .ap. cit.,hlm 156.
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diduduki, di mana besarnya biaya per MHz terganusug hasil seleksi
(lelang). Untuk besaran BHP pita frekuensi penygiana selular yang
meggunakan pita frekuensi 1920 — 1980 MHz / 211@Q1#0 MHz

(UMTS/3G), besarannya ditetapkan berdasarkan lpaddlangan yang

diadakan pada bulan Februari 2666.

Pengenaan tarif BHP pita frekuensi untuk operatdMTS/3G),
komponen pembayarannya meliputi biaya nilai awgl front fe¢ dan
BHP pita tahunan. Adapun yang dimaksud dengan mdgaawal (p
front feg adalah merupakan bagian dari komponen tarifpenggunaan
pita frekuensi radio (per blok) yang besarannyauaesengan harga
penawaran tertinggi setiap peserta dan dibayarlkdnpemenang lelang
satu kali dimuka. Dalam penetapan besaran biagaavilal (p front fe¢
didasarkan pada prinspay as you biddimana untuk penetapan besaran
biaya nilai awal untuk setiap pemenang lelang, d&satkan harga

penawaran tertinggi pemenang lelang yang bersaagkiit

Sedangkan untuk komponen BHP pita spektrum frekueadio
tahunan (BHP pita tahunan), didasarkan pada besal@npenawaran
terendah diantara pemenang lelang, dengan skembhagaman untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam penetapasaran BHP pita
tahunan didasarkan pada pringignimum willingness to payyakni

besaran BHP pita tahunan berdasarkan harga pemawarandah

2341
1bid.
*3Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Kokasi dan Informatika No.
04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelan@g Sipektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular 114062
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diantara harga penawaran pemenang lelang. Habtdrdgdakukan untuk
memastikan, bahwa seluruh pemenang lelang bersadituk

membayaf>3

Sesuai hasil lelang pita spektrum frekuensi radib @Hz (pita
frekuensi selular 1920 — 1980 MHz yang berpasardgrgan 2110 —
2170 MHz) untuk modafrequency division duplexFDD), bagi
penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-200t@gydilakukan pada
Februari 2006, dikenakan tarif izin penggunaan ggaktrum frekuensi

radio, yakni:

Pertama bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui makaai
pelelangan, dikenai biaya nilai awalp( front fe¢ sebesar 2 X nilai
penawaran terakhir dari setiap pemenang lelangarg@n untuk
penyelenggara jaringan bergerak selular pada p#leuénsi radio 2,1
GHz moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggaasingan
bergerak selular sebelumnya, biaya nilai awalnyesa 2 X nilai
penawaran terendah diantara pemerfdhddapun rincian biaya nilai

awal dapat diuraikan sebagai berfkoit
1) Telkomsel:
a) Rp. 218 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 436 raili

b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

P bid.

“pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan  Infornaatik Nomor:
07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pitak#eesi Radio 2,1 GHz Untuk
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.

#*Denny Setiawarlpc. cit.
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2) Excelcomindo:
a) Rp. 188 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 376 raili
b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

3) Indosat:
a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 raili
b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

Sesuai keputusan menteri Komunikasi dan InformatN@mor:
29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengats&n Pita
Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin PengguiRdia Spektrum
Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan BeegBedular IMT-
2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz. Bahwa kleampembayaran
biaya nilai awal ¢p fron fe¢ bagi Hutchison CP Telecom dan Natrindo
Telepon Selular, sebagai operator yang sebeluraksiatingdi frekuensi

2,1 GHz dengan besaran sebagai betikut
1) Hutchison CP Telecom:
a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 raili

b) Dibayar paling lambat 31 Januari 2008 yang dibag@arélengan

bunga.
2) Natrindo Telepon Selular:

a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 raili

*9bid.
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b) Dibayar paling lambat 31 Januari 2008 yang dibagarélengan

bunga.

Kedug BHP pita tahunan sebesar nilai penawaran teredidattara
pemenang lelang, dengan skema pembayaran untukajamgktu 10
(sepuluh) tahun. BHP pita tahunan diterapkan saepada kelima
operator 3G tersebut diatas, yang untuk 1 blok @Hx FDD sebagai

berikut®"
1) Tahun 1 (2006) : 20% X Rp. 160 miliar = Rp. 32 arili
2) Tahun 2 (2007) : 40% X (1 + Bl Rate 2006) X Rp. hai0ar.

Sesuai keputusan Menteri Komunikasi dan Informatianor:
58/KEP/M.KOMINFO/02/2007 tentang Penetapan Bankohasia
Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pitakt&pmn
Frekuensi Radio 2,1 HGz Untuk Penyelenggara Jamirergerak

Selular: Nilai Bl Rate = 11,83 %.

40 % X (1 + 11,83 %) X Rp. 160 miliar = Rp. 71,5#ian.
3) Tahun 3 (2008) : 60% X (1 + Bl Rate 2007) X Rp. hai0ar.
4) Tahun 4 (2009) : 100% X (1 + Bl Rate 2008) X Rpo0 héiliar.
5) Tahun 5 (2010) : 130% X (1 + Bl Rate 2009) X Rp0 héiliar.
6) Tahun 6 (2011) : 130% X (1 + Bl Rate 2010) X Rp0 héiliar.

7) Tahun 7 (2012) : 130% X (1 + Bl Rate 2011) X Rp0 héiliar.

Zpjid., him 157 — 158.
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8) Tahun 8 (2013) : 130% X (1 + BI Rate 2012) X Rp0 éiliar.
9) Tahun 9 (2014) : 130% X (1 + Bl Rate 2013) X Rp0 iliar.

10) Tahun 10 (2015) : 130% X (1 + Bl Rate 2014) X RBO miliar.



BAB Il
PEMBAHASAN

A. Dakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi RadiGR2zZlDalam Perspekitif

Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan DdBng Telekomunikasi
1. Pendakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Rad&H

Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PTokat Mega Media
(PT. IM2) yakni perusahaan penyelenggara jasa detekikasi/multimedia
(internet service providgr dalam mengadakan perjanjian kerja sama dengan
PT. Indosat, Tbk (penyelenggara jaringan telekokasi) untuk
menyelenggarakan layanan akses internet broadb&takwh melakukan

tindak pidana korupsi.

Di dalam dakwaaf®® PT. IM2 selaku penyelenggara jasa dalam
melaksanakan kegiatannya dipandang hanya dapaiuonegigan jaringan tetap
tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayatK€putusan Menteri
Perhubungan Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Penyedeaggdaringan
Telekomunikasi yang mengatur bahwa penyelenggaimaggn tetap tertutup

diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan

Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutlip,I¥®2 sebagai
penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimamainemberikan pelayanan
kepada pelanggan jasa internet karena ruang linglelgyanannya terbatas.

Untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelaygasa akses internet

“%syrat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/IZ2tanggal 27 Desember
2012.

154
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serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnyislPbekerjasama dengan
PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3@&rRil. Indosat, sehingga
pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat |edphatc bergerakngobilg), dan

mencapai segmen pengguna residensial.

PT. Indosat memperoleh izin penyelenggaraan janifgergerak selular
pada pita frekuensi 1950-1955 berpasangan dengd@-2m45 MHz (3G),
setelah dinyatakan sebagai salah satu pemenahgigédéang) penyelenggara
jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frelqie2,1 GHz berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikéNomor
102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 dan PT. Indosat juga kidadapat
mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerakaselMT-2000 pada pita
frekuensi 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkaantean Pasal 25 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.

Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayafront feedan
biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi radicadlepnegara, meskipun
terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHiaki dapat dialihkan
kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakaara bersama tanpa izin
Menteri, namun dengan dalih penyedia jasa aksemgtt broadband oleh PT.
IM2 melalui jaringan 3Giigh speed downlink packed acc€ssSDPA) milik
PT. Indosat, terdakwa seolah-olah melakukan kerjasaenggunaan jaringan
untuk akses internet broadband akan tetapi senyatsetara melawan hukum

menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosak.Tb
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Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 telaBnggunakan
frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi prirdair eksklusif, akan tetapi
dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalsegs lelang, yang
bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) PeraturaneMefbmunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunatm FPekuensi Radio
2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak &elyang menyatakan:
“penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekueadio 2,1 GHz
kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan Ibakgselular IMT-2000
dilaksanakan melalui mekanisme pelalangatan bertentangan pula dengan
Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53urira&2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit iSgsgig menyatakan
bahwa: pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mehgah alokasi

frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada bilaén”.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dataenggunakan pita
frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yangerditkan dan
bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kigasirdan Informatika
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekiradio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selulang yanenyatakan:
Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDRukupenyelenggara
jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin ppngpan pita spektrum

frekuensi radio sebagai berikut:

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHzdMd-DD untuk
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penyelenggara jaringan bergerak selular dikenakanf izin

penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagikiibe

a. Biaya nilai awal ¢p front feg
1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekamism

pelelangan, biaya nilai awalig front fe¢ sebesar 2 x nilai
penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular pada p
frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memilin
penyelenggara jaringan bergerak selular, biaya anal Up
front feg sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara
pemenang lelang.

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebeski n
penawaran terendah diantara pemenang lelang, deskgema
pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin pemggan pita spektrum
frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara jaringan bergerak selular pada pékRuénsi 2,1
GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagakberi
a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekokasii
b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan usiade

(universal service obligatign
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Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 daleenyataannya,
selain menggunakan jaringan milik PT. Indosatajogenggunakan frekuensi
2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasionalkan gsses internet sehingga
PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunpia frekuensi 2,1
GHz milik indosat, yang berentangan dengan Pasd’&@turan Pemerintah
Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektr@kuénsi Radio dan
Orbit Satelit, yang menyatakanbiaya hak penggunaan spektrum frekuensi
radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi ratho atau kanal frekuensi

radio dibebankan secara penuh kepada masing-masngguna

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 besaama dengan
Kaizad B Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. IndosHbk), Johnny Swandy
Sjam (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), dan Harag@gko (Direktur Utama
PT. Indosat, Tbk) telah menggunakan bersama frekueadio tanpa
mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertemadigagan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentanggeeaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satejd, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2000.

Akibat dari perbuatan terdakwa berkerjasama den{ginad B Heerjee
(Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), Johnny ®&dg Sjam (Direktur
Utama PT. Indosat, Tbk), dan Harry Sasongko (Dinekitama PT. Indosat,
Tbk) dalam penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHk mdosat untuk akses

internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA, telahendapatkan
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keuntungan/penambahan penghasilan untuk PT. IM@ stdidak-tidaknya

telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat seltmaydiut:

Tahun 2006 0,00

Tahun 2007 45.421.752.295,00
Tahun 2008 217.549.770.092,00
Tahun 2009 397.023.257.208,00
Tahun 2010 : 502.277.653.593,00
Tahun 2011 321.718.762.782,00

Jumlah Total : 1.483.991.195.970,00

Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau Kaelalensi radio yang
dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayap front feeyaitu biaya
penggunaan pita spektrum frekuensi radio per bitk fpekuensi radio yang
pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untoksa laku izin
penggunaan pita spektrum frekuensi radio selam@€fuluh) tahun dan biaya
hak penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepadganae sebagaimana
laporan hasil perhitungan kerugian keuangan ne@®&P Nomor: SR-
1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikamkgan negara atau
perekonomian negara sejumlah Rp. 1.358.343.34@67&atu triliun tiga
ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empatiiptiga juta tiga ratus empat
puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rQpigmgan rincian sebagi

berikut;

Tahun Keterangan Jumlah (Rp)




160

Tahun 2006 | Up front-fee 320.000.000.000
Tarif izin penggunaan frekuensi 32. 000.000.000
Tahun 2007 | BHP Tahunan 71.571.200.000
Tahun 2008 | BHP Tahunan 116.463.050.929
Tahun 2009 | BHP Tahunan 211.170.907.104
Tahun 2010 | BHP Tahunan 294.139.076.52%
Tahun 2012 | BHP Tahunan 312.999.112.116
Jumlah 1.358.343.346.674

Atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diaturddarcam pidana
dalam Pasal 2 ayat (]9 Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanapgiosebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomort:ab@in 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terfamgberantasan

Tindak Pidana Korupgp Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidafia.

*Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkarguo mengajukan dakwaan secara

subsidiaritas, dengan menempatkan pidana pokolerstripada lapisan atas dan menempatkan
tindak pidana dengan ancaman yang lebih ringangdibaselanjutnya, dimana jika dakwaan
primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadagw@mn subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.
Dakwaan,Primair diatur dan diancam dalam: Pasal 2 ayatjg1Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantagatel Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomorak0n 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaiak Pidana Korup$d Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Subsidiair diatur dan diancam dalam: Pasajo3Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantagate Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang NomoFapOn 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaiak Pidana Korup$do Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.



161

2. Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHanD#&erspektif
Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan Di idBng

Telekomunikasi

Dari uraian surat dakwaan diatas, oleh karena MZ.tldak mempunyai
izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz sesuaiateygng dipersyaratan,
maka sejak penandatangan perjanjian kerjasamdterBd. IM2 secara tanpa
hak telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Ridokat. Hal tersebut
bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)uReraVenteri Kominfo
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekiradio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler| Rdsm Pasal 25jo Pasal
30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tefiRanggunaan Spektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor aBGum 1999
tentang Telekomunikasi, telah diatur bahwa pengguirgpektrum frekuensi
radio dan obrit satelit wajib mendapatkan izin Pemtgh dan pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi asinaisii sesuai ketentuan

Pasal 450 Pasal 53 ddministrasi pengl Undang-Undang Nomor 36 Tahun

1999240

#0pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mendstowa Barang siapa

melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 &) Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 g2atPasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal
34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai samkBninistrasi.
Sedangkan Pasal 53 ayat (1) mengatur baharahg siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atalP33 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau depdhlng banyak Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah) dan Pasal 53 ayat (2) mengatur bahwadbila tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya saseprdipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahtin
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Serta dengan tidak dibayarnya kewajiban berupgamdai awal (p front
fegd dan biaya hak penggunaan (BHP) pita spektrunmué&esgi radio tahunan,
dari penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz olé&h IM2 kepada negara
dianggap merugikan keuangan negara atau perekomaragara sejumlah Rp.
1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus limauh delapan miliar tiga
ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat pelodim ribu enam ratus tujuh

puluh empat rupiah).

Dasar yang digunakan dalam pengenaan kewajiban ayambiaya nilai
awal Up front fe¢ dan biaya hak penggunaan (BHP) pita spektrunuéesi
radio tahunan adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturantekleldomunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuamggenaan Pita
Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan gkaminBergerak

Selular?**

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34(Byatndang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, melkgata penggunaan
spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggn frekuensi, yang
besarannya didasarkan atas penggunaan jenis danpiéd frekuensi. Apabila
ketentuan tersebut dilanggar maka dikenakan saaksinistrasi, sebagaimana

diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 T4998.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) BeratPemerintah Nomor

53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekidadio dan Orbit

*Ipasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi adorinatika Nomor 7 Tahun 2006
menentukan bahwa tarif izin penggunaan pita spekfrekuensi radio itu terdiri dari biaya nilai
awal (p front fe¢ dan BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan.
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Satelit, diatur juga BHP spektrum frekuensi radakni: setiap pengguna
spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggart@lekomunikasi wajib

membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuettisi. ra

Namun demikian, ketentuan yang mewajibkan membdyaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio yang diatwandderaturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2000 yakni Pasal 29 ayat (1), tadisduti dengan pengaturan
yang lebih rinci mengenai sanksi apabila tidak diytenya kewajiban
membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuedisi. idal tersebut dapat
menjadi celah hukum masuknya ketentuan lain, yaogra skematis bukan

merupakan ruang lingkup pengaturan di bidang tetekokasi (ex speciali¥.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mekteriunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuamggenaan Pita
Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan glamirBergerak Selular
mengatur yakni selain kewajiban membayar tarif izienggunaan pita
spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud agala(1), penyelenggara
jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 2Hz GModa FDD, juga
dikenakan kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekokasni
b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan uside (niversal

service obligation

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban Membayar Biayak H
Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi berdasarkaal Baayat (2) huruf a

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Normidrahun 2006 tersebut,
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telah pula diatur dan sesuai dengan ketentuan P&salyat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikgeig menyatakan:
setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dau g@ienyelenggara jasa
telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyeleragya telekomunikasi

yang diambil dari presentase pendapatan.

Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasalayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyeleaggarelekomunikasi,
menyatakan: setiap penyelenggara jaringan telekikasin dan atau
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayarayabi hak

penyelenggaraan telekomunikasi.

Konsekuensi pelanggaran terhadap Pasal 26 ayatritlang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 dikenakan sanksi administrabagaimana diatur
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 pddanggaran
terhadap Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintatoN&hTahun 2000 telah
diatur dengan dikenakan sanksi administrasi beryggncabutan izin

sebagaimana ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemeionadr 52 Tahun 2000.

Begitu juga dengan ketentuan untuk membayar biapé&ribusi kewajiban
pelayanan universalifiversal service obligatignberdasarkan Pasal 4 ayat (2)
huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatiéomor 7 Tahun 2006.
Hal tersebut telah diatur dan sesuai dengan ketenRasal 16 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekdmsn yang
menyatakan: setiap penyelenggara jaringan telekikasin dan atau

penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberilkamtribusi dalam
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pelayanan universal. Hal tersebut juga diatur ddtasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyeleaggarelekomunikasi,
menyatakan: penyelenggara jaringan telekomunikasi genyelenggara jasa

telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pategn universal.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat ¢(flgndAJndang Nomor
36 Tahun 1999, dikenai sanksi administrasi seba@mdiatur dalam
ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahurf.1S@dangkan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (@uRen Pemerintah Nomor
52 Tahun 2000, dikenakan sanksi administrasi berppacabutan izin

sebagaimana ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemeionadr 52 Tahun 2000.

Bahwa pengaturan mengenai kewajiban membayar bidngk
penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kontritlkesvajiban pelayanan
universal (niversal service obligatign secara hierarki telah diatur dalam
perundang-undangan, termasuk sanksi yang dapatadi@ie apabila kewajiban

tersebut tidak dipenuhi.

Akan tetapi, dalam ketentuan yang mengatur kewajibambayar biaya
hak penggunaan spektrum frekuensi radio, meskimlahtdiatur dalam
peraturan perundang-undangan, namun ruang linglangaturannya tidak
lengkap dan terperinci, terutama dalam hal pengatwanksi yang dapat
dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban membapsya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio yang belunurdisgcara jelas dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.
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Hal tersebut menimbulkan ambigu, apakah dengank ticemenuhi
kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrushudnsi radio
merupakan pelanggaran yang ruang lingkup sanksmgaupakan ranah
pengaturan di bidang telekomunikasi sebagai bemtekerapan asakex

specialisatau merupakan bentuk tindak pidana korupsi?

Pengaturan sanksi yang tidak jelas bertentangagademasas legalitas
sebagaimana diutarakan oleh von Feuerbach, bahmergpan asas legalitas
didalam peraturan perundang-undangan selain med@antuperbuatan-
perbuatan yang dilarang yakni macam-macam perbyatam harus dituliskan
dengan jelas, juga harus mengatur dengan jelasnma@@am sanksi yang

diancamkarf*?

Bahwa ketidakcermatan dalam menentukan macam-masamksi di
dalam peraturan perundang-undangan, dapat memgkadi bukum yang justru
membuat ketentuan pidana korupsi menjadi lebih damidan menutup
peluang berlakunya ketentuan perundang-undangagkotaunikasi yang
secara khusus memberikan pengaturan mengenailma&yaenggunaan (BHP)

spektrum frekuensi radio.

Melalui pendekatan hukum secara sistematik penmatyparundang-
undangan di bidang telekomunikasi dapat ditelusahwa di dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikakh diatur apabila

tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak peragunspektrum

2\loeljatno, loc. cit.
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frekuensi radio maka dikenakan sanksi administestiagaimana diatur dalam

Pasal 45.

Pengaturan sanksi jika tidak membayar biaya halggemaan (BHP)
spektrum frekuensi radio, yang tidak diatur dengelas dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, semestinya dapatjukepada ketentuan
yang lebih tinggi dengan ruang lingkup pengaturanngi bidang
telekomunukasi. Dalam ketentuan Pasal 45 Undangimdomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi, diantaranya menyatakbarang siapa
melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dikenakdsisadministrasi. Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 itu raemg bahwa
penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membdyaya penggunaan
frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggyeais dan lebar pita

frekuensi.

Mengedepankan sanksi pidana korupsi dalam penangatasus
penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz (3G) bepglanggaran kewajiban
membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum freskueadio, telah
menyimpang dari ajaran assgstematische specialitgjang sebenarnya telah
diformulasikan melalui norma legislasi sebagaimdienut Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 14 undang-undamfperantasan tindak
pidana korupsi tersebut mengatur bahtgatiap orang yang melanggar
ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatzdava pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagdak pidana korupsi

berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undauig i
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Jadi makna yang terkandung dalam ketentuan diatledala bahwa
undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apap#abuatan tertentu
dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang mgnsatara tegas jelas
dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undadgng korupsi.
Dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak ntekge yang demikian,
maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadapngrgndang tindak

pidana korupsf*®

Bahwa secara skematis penegakan hukum yang diladeindiga jenis
yakni penegakan hukum di bidang administrasi, garddan pidana, yang
masing-masing mempunyai ruang lingkup pengaturan danksi yang
berbeda-beda. Maka sesuai dengan asas subsidjyaitgsnengajarkan bahwa
peran hukum pidana hanya merupak#iernative secondtau hukum pidana
merupakan senjata pamungkas (terakhir), manakalgaypenyelesaian dengan
pendekatan hukum lain selain hukum pidana tidakadapgunakan lagi

(ultimum remedium

Berdasarkan ajaran asas subsidiaritas diatas, nagiabila terjadi
persoalan hukum di bidang telekomunikasi semestitigalesaikan dengan
mengedepankan pendekatan hukum di bidang admsiigaag ruang lingkup
pengaturannya mengatur kebijakan telekomunikasi. kaBu malah
mengabsorpsi persoalan hukum yakni dugaan penggumiafrekuensi radio
2,1 GHz (3G) secara ilegal dan pelanggaran tidaknenethi kewajiban

membayar biaya hak penggunaan spektrum frekued® raenjadi perkara

*Indriyanto Seno Adjiloc. cit.



169

tindak pidana korupsi. Karena di dalam Undang-Ugdalomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi, telah diatur mekanissamksi terhadap

pelanggaran tersebut.

. Pertimbangan Majelis HakimJudex Facti Maupun Judex Juris Dalam
Memutus Pemidanaan Kasus Pemanfaatan Pita FrekRadm 2,1 Ghz Oleh
PT. Indosat Mega Media Ditinjau Dari Fakta-Faktaktim dan Undang-

Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

. Pertimbangan Majelis Hakindudex Factidan Judex JurisMemutus Pidana

Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz

Dalam perkaraa quo terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam dakw&aimair, yaitu: Pasal 2 ayat (1p
Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 mah@99 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimar@hdidan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangbBhan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaai Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakw&aibsidair, yaitu: Pasal 3o Pasal
18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 19@htang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimar@hdidan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangbBhan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaai Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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Karena didakwa dengan dakwaan secara subdiaritdsa secara hukum
harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan primair. Beatkan keterangan saksi-
saksi, ahli, keterangan terdakwa apabila dihubumgh@ngan barang bukti
yang diajukan dimuka persidangan memenuhi unswirutslik Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telaivah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebaghiibe
a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang merketgntuan
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1%9flartg
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orangegrangan atau

termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang persgarra adalah
subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajilzang ynampu
bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pigamadilakukannya dan
kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurwt phli hukum pidana
dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidanaagab subyek hukum
mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbyegrbaik dan
mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melaukamm, disamping
itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untognentukan
mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukaend#eknya secara

sadar.
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Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentpasal ini
adalah bukan merupakan delik inti ataestanddel delicttapi merupakan
elemen delict yang merupakan subyek hukum yanggdidatau yang
didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktianmgayantung pada

pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Rénuhmum
terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. IM2ada mengadakan
perjanjian kerja sama dengan PT.Indosat Tbk. demganikian apakah

PT.IM2 dan terdakwa sebagai subyek hukum dalamapaakqua

Menimbang, bahwa “menurut ajaran vikariugicérious liability)
seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab pEdsuatan orang
lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporadierarti korporasi
dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbymbuatan yang
dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau m@mshya, atau
siapapun yang bertanggung jawab kepada korponasf. (Dr. Sutan Remy
Syahdeini,SH., Pertanggungjawaban Pidana Korpdpeasierbit PT. Grafiti

Pers, tahun 2006, hal. 85,86).

Menimbang, bahwa terdapat empat kemungkinan sigiembebanan
pertanggunganjawaban pidana kepada korporasi. Kaekgmungkinan

sistem yang dapat diberlakukan adalah:

1) Pengurus Kkorporasi sebagai pelaku tindak pidan&ajngga oleh

karenanya penguruslah yang harus memikul pertamggawaban pidana;
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2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi perg yang harus

memikul pertanggungjawaban pidana;

3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korpotassendiri yang

harus memikul pertanggungjawaban pidana; dan

4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelakaktiptdana, dan

keduanya pula yang harus memikul pertanggung janploiana;

( Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, SH., Pertanggujagaaban Pidana

Korporasi, Penerbit PT. Grafiti Pers, tahun 20G6, 59).

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran tersebut diatpsrasi dapat
sebagai subyek hukum dan sebagai subyek hukum datalak pidana
korupsi secara tegas diatur dalam pasal 20 Undamigwhg Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsigaamana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 20QtartgnPerubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berbunyigselerikut:

Ayat (1): Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh a&tas nama
suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan aidpat

dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2): Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dpaindak
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baikidsarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan |aitiydeek

dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiriupuz
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bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakdalah benar
sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sghaga disebutkan
dalam surat dakwaan, disamping itu terdakwa sehat ahkap menurut
hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannyakuntenjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lanoar tethadap diri
terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maalpsan pembenar yang

dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdagglaku Direktur
Utama Indosat Mega Media telah menandatangani rpemakerja sama
antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indodsat MegdiaM{®T.IM2) tentang
akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDitsat No. Indosat:
224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/0&anggal 24
Nopember 2006, amanden pertama perjanjian kerja satara PT. Indosat,
Tbk dengan PT. Indodsat Mega Media (PT.IM2) tentakges Internet
Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No.obat : 225/E00-
EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggad Juni 2007,
amandeman kedua perjanjian kerja sama antara Edsdt Tbk dengan
PT. Indodsat Mega Media (PT.IM2) tentang akses riete Broadband
melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : /EZR-EA.A/MKT/06
dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 15 Septemk008, dan
amandemen Kketiga perjanjian kerja sama antara rRibsat, Tbk dengan

PT. Indodsat Mega Media (PT.IM2) tentang akses riete Broadband
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melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : /EZR-EA.A/MKT/06
dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 9 Juli 201@engan demikian
berdasarkan ajaraaficarius Liability PT. IM2 bertanggung jawab terhadap
perbuatan terdakwa menandatangan Perjanjian kanme gersebut diatas
dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 anglea pasal 20 ayat (1),
(2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemtaesam Tindak

Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavatersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat PT.IM2 dan tendalsebagai subyek
hukum dalam perkara quodengan demikian tidak terjadi kesalahan orang
(error in persona in casu terdakwa dan Majelis berpendapat unstidis

orang” telah terpenuhi.
. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengerterata melawan
hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangbgdNomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana p&oradalah
“mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formaiipun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidétwl dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan terdemggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau roymaa kehidupan
sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebat dgpdana”, dengan

demikian dapat dipahami sebenarnya undang-undamggrantasan tindak
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pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hufarmil maupun sifat

melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan keterRasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang ’menjadi idelik’
(bestanddeel delixtdari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanwaala
hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan denmkmenjadi sangat
jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumshadijadikan sebagai
cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapgaantuyaitu

memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar atadn Hak Uji
Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 NOO3/PUU-IV/2006
yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Uriddadgng Nomor 20
Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai
'‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertegg@ndengan Undang
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dai felda dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganilkd@m menurut
Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidanaugsdr harus

disandarkan pada perbuatan melawan hukum formiatem

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan MahkamanhstKiasi
tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Halkapakah memedomani

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidakandalmemaknai
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perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebitutlamengkaji dari segi

teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI.

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada asasapeanbonelawan
hukum (vederrechtelijk heid dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua)
pembagian yaituformeele wederrechtelijiyang bersumber pada norma
legislasi atau bersumber pada undang undang apainy@ mengartikan
melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelamgg terhadap
peraturan perundang-undangan tertulis saja ataws haemenuhi syarat-
syarat formil danmateriele wederrechtelijjyang bersumber pada norma
doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidaja dsarus memenuhi
syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsuk aan tetapi
perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagetisdsal yang tidak
boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaitat melawan hukum

materiiel dalam fungsi yang positif maupun dalamg&i yang negatif.

Di dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalfumgsi yang
positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun mahperaturan perundang-
undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetkpipenilaian
masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum makagben tersebut

bersifat melawan hukum.

Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalangsi yang
negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menperaturan perundang-
undangan merupakan perbuatan yang bersifat melaweaimm, akan tetapi

bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melaw&arh maka perbuatan
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tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifiawaa hukum. Dengan
demikian, menghilangkan salah satu pengertian pggthumelawan hukum
justru bertentangan dengan "asas hukum” dan menkakerancuan akan

pengertian pasal itu sendiri.

Berpedoman pada DoktrirSéns Clait dalam hal suatu rumusan atau
penjelasan pasal menjadi tidak jelas, maka hakimushanelakukan

penemuan hukum dengan cara:

1) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nikaikum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28layatdang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004);

2) Mencari makna pengertian "melawan hukum” seharusngacari dan
menemukan kehendak publik yang bersifat unsur uditekapkan dalam
kasus kongkrit (M.Yahya Harahap,SH Pembahasan KUHA®si

kedua, Hal. 120); dan

3) Menafsirkan ketentuan undang-undang tersebut lesilra gramatikal,

historis dan filosofis.

Berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baé&twsaladanya
Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006setmut, telah
menegaskan "unsur secara melawan hukum” dalamktipakna korupsi
adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalamfoantil maupun
materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dadatin materiil

meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal mhapat dilihat pada
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Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desani®83 No. 275
K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegeang menerapkan
pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalamgdinya yang
positip, yakni menghukum terdakwa atas perbuatarnyayay dipandang
tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati ar@syt banyak.
Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Janu@6i6lperkara No.42
K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yaegerapkan ajaran
sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yangatié sebagai alasan

penghapus pidana diluar undang-undang.

Bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah KonstitusiuR52006 di
atas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatagpg tetap
menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baakamh fungsi yang
positif maupun dalam fungsinya yang negatif, haldapat dilihat dalam
Putusan MA RI N0.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desan2®6 atas nama
Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MR No0.2257
K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Teadakm Kian Yin
alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/20@hggal 28 Pebruari

2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak.

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukuntadi Majelis
Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil gabsumber hukum
positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga hadipandang sebagai
sumber hukum, dengan demikian majelis sependapagade pendapat

Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuataelawan hukum
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dalam arti formil dan dalam arti materiil harusafetdijadikan pedoman
untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalarkagertindak pidana
korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hikumerasaan hukum
yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukilainilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr.iyaniio Seno Aji
SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnyabpatan melawan
hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun ipgl perbuatan
melawan hukum secara materiil adalah untuk mempagtmypembuktian
dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipgndleh masyarakat
sebagai melawan hukum secara materiil atau tepsglauatannya dapatlah
pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, kipesh perbuatan itu
tidak melawan hukum formil” (Indriyanto Seno Aji,okupsi dan Hukum

Pidana, Edisi Pertama, HIm 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, sintat dan
keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidexdgdapat fakta yakni
PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdiri sejak tgalg25 September
1996, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal RosTelekomunikasi
Nomor 229/ Dirjen/2006 tangal 22 Juni 2006 tentlmig Penyelenggaraan
Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) RI2, diberikan izin
penyelenggaraan jasa akses internet (Internet ceeRiovider) dan juga

memiliki ijin-ijin lain seperti izin penyelenggajasa interkoneksi internet,
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izin penyelenggara jaringan tetap tertutup, seitapenyelenggara jaringan

tetap lokal berbasigacked & switched

Bahwa terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur UtdPia IM2 telah
menandatangani perjanjian kerjasama antara PTs#abtdiengan PT. IM2
tentang akses internet broadband melalui jaring@HSDPA Indosat
Nomor  Indosat:  224/E00-EA.A/IMKT/06  dan  Nomor  IM2:
0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentaalses internet
broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat, amarafe pertama
perjanjian kerjasama antara PT. Indosat, Tbk deriganIndosat Mega
Media Tentang Akses Internet Broadband melaluingan 3G /HSDPA
Indosat Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 dan NomdM2:
0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanthngani oleh
Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Megdidldan Kaizad B
Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indos&, Hmandemen kedua
perjanjian kerjasama antara PT. Indosat, Tbk deriganIndosat Mega
Media Tentang Akses Internet Broadband melaluingan 3G / HSDPA
Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan NomdM2:
0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yatignda tangani
oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. IndosagaM®ledia dan
Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama Pidoksat Tbk, serta
amandemen ketiga terhadap perjanjian kerjasamaaaRiB Indosat, Tbk
dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Int@&rmadband melalui

Jaringan 3G /HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/EB@/MKT/06 dan
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Nomor IM2: 0996/DU/INN/X1/2006 tanggal 9 Juli 201¢ang ditanda
tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama Pdosat Mega Media

dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Inddg.

Selain itu juga terdapat perjanjian kerjasama péaadan voucher isi
ulang indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 Noindosat : -- (tanpa
nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Bember 2008 yang
ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur @td&m. Indosat Mega
Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur UtBhalndosat Tbk
untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat unvpkulp layanan prepaid
IM2 dan Berita Acara Kesepakatan antara PT. IndoEak dengan PT.
Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi HasdruB untuk
Pemanfaatan Fasilitas VDB, SEV, SMS 6789, WEB Tip Electronic
Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomorh ddo. IM2 :
0003/DPP-BPM/STR/1/2010 tanggal 13 Januari 2010Qyyditanda tangani
oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosagjavidedia dan Harry

Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dilggra untuk
penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakanasinberkemasan
IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08149R53yang
merupakan  Costumer ID Indosat  dengan nomor  USIM
99620190000027426815 dengan menggunakan alat Spek#éinalyzer
yang merupakan perangkat instrumen untuk mengangendudukan

sebuah spekturm frekuensi, dalam hal ini di piegkdensi 2,1 GHz, alat
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Laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasilisis, sehingga dari
hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan iatgrang diselenggarakan

oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1GHz.

Bahwa ahli Heru Wiyanto bersama penyidik pada peskgn di kota
Bandung diperoleh data kanal yang diduduki oleh c&nch IM2 adalah
kanal 7 di 2142,6 MHz dan di kanal 8 di 2147,6 MHBegitu juga
dilakukan pengecekan di kota Jakarta, Medan, PaegbSemarang,

Surabaya dan Denpasar didapat angka 2142,6 MHétaierdi kanal 7.

Berdasarkan hasil tersebut, maka kanal 7 merupdaral yang
diperuntukan bagi pelayanan teknologi 3G secaremals Bahwa kanal 7
dan kanal 8 yang diketahui dari Menkominfo merupakanal yang
diperuntukan bagi Indosat, sehingga koneksi layajasa internet
broadband yang diselanggarakan oleh IM2 ini mengkiam sepenuhnya
kapasitas jaringan yang diselenggarakan oleh Indasiaitu pada frekuensi
3G maupun 2G. Menimbang, bahwa dari fakta terseiatbs diketahui
layanan jasa internet broadbrand/pengiriman datg gilakukan oleh PT.
IM2 mengunakan jaringan PT.Indosat yang menggundkekuensi 2,1

GHz.

Menimbang, bahwa Menteri Kominfo menetapkan alokasia
frekuensi radio 1950 — 1955 MHz berpasangan de@dd0 — 2145 MHz
kepada PT.Indosat Tbk, yang merupakan alokasifygtaiensi radio yang
eksklusive dengan penggunaan frekuensi yang pritmgak dapat lagi

diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi yairselain PT.Indosat
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Tbk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 m&00 tentang
Penggunaan Spektrum frekuensi radio dan orbitis&akal 25 ayat (1),
pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mehgah frekuensi radio
yang telah diperolehnya kepada pihak lalan Pasal 29 ayat (13etiap
pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan elemggaraan
telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penggursgsektrum frekuensi

radio.

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 36oTahun
1999 tentang Telekomonikasi berbunyi sebagai bertkenyelenggara jasa
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasaya® @) dalam
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakanathu menyewa
jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jarimgalekomunikasi” dan
penjelasan Pasal 9 ayat (2) tersebut menyatakamalbgdenyelenggara jasa
telekomunikasi yang memerlukan jaringan telekomasiik dapat
menggunakan jaringan yang dimilikinya dan atau reemy dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi lain. Janngdekomunikasi yang
disewa pada dasarnya digunakan untuk keperluanrseaenun apabila
disewakan kembali kepada pihak lain, maka yang eweakan kembali
tersebut harus memperoleh izin sebagai penyeleaggmringan
telekomunikasi” dan dari ketentuan tersebut dapatikian penyelenggara
jasa telekomunikasi yang mengunakan atau menyewangga

telekomunikasi milik penyelenggara jaringan lainnye berlaku bagi
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penyelenggara jasa telekomunikasi yang juga memiltin sebagai

penyelenggara jaringan.

Menimbang, bahwa PT. IM2 karena tidak mempunyan idalam
pengunaan frekuensi 2,1 GHZ (3G) dengan demikidvatklari perbuatan
terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangaerjanjian
kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penagdataperjanjian
kerjasama tersebut PT. IM2 secara tanpa hak tetalggunakan frekuensi
2,1 GHz milik PT. Indosat, yang bertentangan dengasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (@tian Menkominfo
Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturanefetah Nomor 53
Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemenmidaior 53 Tahun 2000,
Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2@00Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian PT. IM2 dalam mengkan
pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban gyatitentukan dan
bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kigasilan Informatika
Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekiradio 2,1 GHz
Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selulerg yarenyatakan:
penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDDtukin
penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikent@nizin penggunaan

pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHzdM&DD untuk
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penyelenggara jaringan bergerak selular dikenakaifh izin

penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagikiie
a. Biaya nilai awal @p front fe¢
1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekamism
pelelangan, biaya nilai awal front fe¢ sebesar 2 x
nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang d¢glan

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular patda p
frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memilik
izin penyelenggara jaringan bergerak selular, biala
awal (p front fe¢ sebesar 2 x nilai penawaran terendah
diantara pemenang lelang.

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebegar n
penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan
skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepulinta
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin pewmggan pita
spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud agata(1),

penyelenggara jaringan bergerak selular pada ig@kaiénsi 2,1

GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagakberi

a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)
Telekomunikasi;

b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan usiie

(universal service obligatign
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Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbamgatimbangan
tersebut diatas maka unsur “melawan hukum” telapeteshi dan karena
unsur melawan hukum telah terpenuhi maka surat Btamko nomor
65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Febuari 2012 damat nomor T-
684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nope&mnl2012, tidak
perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut (karenasuseé dengan fakta

persidangan unsur melawan hukum telah terpenuhi).
. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu &oapi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan keterRasal 2 ayat
(1), maka "unsur melawan hukum” sebagaimana terdraatas adalah
merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukarbugtan

memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya” adakafbuatan
untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi lkagai orang yang
sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikagep#an tersebut
berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atawatsukorporasi akan
dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa,gol@n atau suatu
badan telah memperoleh sejumlah uang atau hartey yeenjadikannya
kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melatwukum

sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang d¢gam di

persidangan maka diperoleh fakta hukum yakni: baheateri Kominfo
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menetapkan alokasi pita frekuensi radio 1950 — 189B% berpasangan
dengan 2140 — 2145 MHz kepada PT.Indosat Tbk, yaegipakan alokasi
pita frekuensi radio yang eksklusive dengan pengganfrekuensi yang
primer, tidak dapat lagi diberikan kepada penyedang telekomunikasi
lainnya selain PT. Indosat Tbk, berdasarkan Perat@®emerintah Nomor
53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum FrekBaxsd Dan Orbit
Satelit Pasal 25 ayat (1), pemegang alokasi freusadio tidak dapat
mengalihkan frekuensi radio yang telah diperoletkg@ada pihak lain dan
Pasal 29 ayat (1), setiap pengguna spectrum frekuadio untuk tujuan
penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar Bldgla Penggunaan

spektrum frekuensi radio.

Bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nida
19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenafgleksi
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-200fa daita Frekwensi
Radio 2,1 GHz pada diktum kedua wajib memenuhi @gm@mtan berupa
biaya nilai awal p front fe¢, Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita spektrum
frekuensi radio, serta jaminan pelaksanaperformance bond sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mektenunikasi dan
Informartika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentangetentuan
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Rarygaraan Jaringan

Bergerak Seluler.

Bahwa PT.Indosat Tbk. telah membayar Biaya Hak &emaan

Frekuensi dalam penggunaan Frekuensi 1950 — 195% bBipasangan
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dengan 2140 — 2145 MHz yakni pembayatgn front feedan tarif izin

penggunaan frekuensi tahun 2006 — 2011 sebesdr.3G8.343.346.674,-.

Bahwa terdakwa untuk meningkatkan jumlah pelangdan mutu
pelayanan jasa akses internet serta penambahanapa¢ad usaha,
selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indo3&t untuk
menggunakan frekuensi 3G milik PT. Indosat, serangglayanan jasa
akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergémadbile dan mencapai

segmen pengguna residensial.

Bahwa pada tanggal 24 November 2006 terdakwa matemghani
Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk derfjjiurindosat Mega
Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadbandlate Jaringan
3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/0@ndNo. IM2:
0996/DU/IMM/XI/06 tentang Akses Internet Broadbamlalui Jaringan
3G /HSDPA Indosat bersama Kaizad B Heerjee seb@agdil Direktur
Utama PT.Indosat Tbhk. namun kenyataannya secarasipeal perjanjian
tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepadi®/RTmenggunakan
spektrum 2.1 GHz milik Indosat untuk mengirimkantadalari dan ke
pelanggan IM2 dalam rangka mengoperasionalkan @gs®s internet,
dengan demikian seharusnya untuk penggunaan speRtfuGHz. PT.IM2
berkewajiban membayar biaya hak penggunaan spekliekuoensi radio
untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sabsge dimaksud dalam

Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomoalus 2000, tetapi
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hal ini dihindari oleh PT.IM2 dengan cara membuatjgnjian kerjasama

sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 terdakwa metzangdani Berita
Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengdnd®Bat Mega Media
tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru Pemanfaatariliféas|VDB, SEV,
SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galdo Indosat : ...
(tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/I/ da@na dengan

Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat.

Bahwa keterangan terdakwa dipersidangan dan teadai®mbenarkan
dipersidangan serta didukung barang bukti rekagstuhasil perhitungan
Pendapatan BHP Tel, USO dan Sharing Jaringan Ak$e& ke Indosat
dan barang bukti lain berupa Perjanjian Kerja Sadwanor: Indosat:
225/EOO-EAA/MKT/06 dan Nomor : 0996/DU/MU/IMM/XI/06anggal 24
November 2006 untuk menyelenggarakan Jasa LayarkaesAlnternet
Broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrugkdiensi radio 2,1
GHz milik PT.Indosat Tbk dengan ketentuan Bagi Haserjasama
PT.Indosat Tbk 66 % dan PT. IM2 34 % berikut amamele —
amandemennya, termasuk juga terdakwa menandatanBarjanjian
Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosatkuhbp-Up Layanan
Prepaid [IM2 No. Indosat: -- (tanpa nomor) No. IM2:
0639/DU/IMM/XI1/2008 tanggal 18 Desember 2008 b&sedBerita Acara
Kesepakatannya. Dari kerjasama yang terdakwa |lakdkagan KAIZAD

B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. TbKJOHNNY
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SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) danARRY
SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), makiahemendapatkan
penambahan penghasilan atau telah memperkaya PTdéd PT.Indosat

Tbk tahun 2006 — 2011 sebesar Rp. 1.483.991.195.970

Bahwa perbuatan terdakwa sejak tanggal 24 Nopegtli# yang telah
menandatangani perjanjian kerjasama menggunakiagaar 3G milik PT.
Indosat, Tbk tetapi dalam kenyataannya terdakwahtehenggunakan
spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT.Indostk sehingga PT. IM2
dan PT. Indosat, Tbk memperoleh penambahan kekagaan akibat
perbuatan terdakwa PT. IM2 dan / atau PT. Indadak,telah memperoleh
pendapatan, BHP Tel, USO dan Sharing Jaringan Ak$e& ke Indosat.
Maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatesir memperkaya

diri sendiri, orang lain atau korporasi ini telangenuhi.
. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonoragara)

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemerindak
pidana korupsi adalah merupakan delik formil, gdirdari kata 'dapat’
dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudajadi, akan tetapi
apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan reegarbuatannya sudah
selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian se@uaprudensi MA RI
dalam perkara N0.813 K/Pid/1987 tanggal 29 JunBl\@8g menegaskan :
"bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatarakeve tidak perlu pasti

jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan tirydklerugian negara.
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Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "nkanigadalah
sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehinggag dimaksud
merugikan keuangan negara samalah artinya dengarmadneruginya
keuangan negara atau berkurangnya keuangan negdamgkan pengertian
keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undangagmidia 31 tahun
1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalalubekekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidaksatyian termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan skegalajiban yang

timbul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertgjmgaban pejabat

lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daesah; d

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertgj@gaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yapasmdan hukum
dan perusahaan yang menyertakan modal negarapatasahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan peajanjgngan negara.

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomiagara adalah
sama artinya dengan perekonomian negara menjadiugmeatau
perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yaingaksud dengan
perekonomian negara sebagaimana didalam Penjelasarm Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomiagaha adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usakarba berdasarkan
asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secamdirimyang

didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baikg#ldat pusat maupun
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didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan peghidaiangan yang
berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmurdan

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum dan mrp&@ambuktian
unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atak@eemian negara”
sebagaimana disampaikan Penuntut Umum dalam pegsidaterungkap
fakta yakni dari keterangan saksi ENDAH FITRIANI, EDE
RUSNANDAR, BENNY HAMID HUTAGALUNG, GUNTUR S.
SOBORO, Surat, petunjuk, keterangan ahli NASRUL WA dan
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diyzekian kepada saksi dan
terdakwa di depan persidangan bahwa pada tangg®lo2émber 2006
terdakwa menanda tangani Perjanjian Kerjasamaaamar Indosat, Tbhk
dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang e&kdnternet
Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No.osad 224/E00-
EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI1/06 Tentangkses Internet
Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat lbess&aizad B

Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT.Indosat. Tbk

Bahwa kenyataannya secara operasional perjanjiaebigt bertujuan
untuk memberikan akses kepada PT IM2 menggunakakirsm 2.1 GHz
milik Indosat untuk mengirimkan data dari dan kéapggan IM2 dalam
rangka mengoperasionalkan jasa akses internet, adengemikian
seharusnya untuk penggunaan spektrum 2,1 GHz. N#d.berkewajiban

membayar biaya hak penggunaan spektrum frekueds antuk tujuan



193

penyelenggaraan telekomunikasi sabagaimana dimaleach Pasal 29 dan
Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2@@8pi hal ini
dihindari oleh PT. IM2 dengan cara membuat pemanjikerjasama

sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengguriearensi radio
2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk harus seizin Mentdan penggunaan
frekuensi radio 2,1 GHz dikenai kewajiban untuk rbayarup front fee
dan BHP Frekuensi. Namun penggunaan pita frekuedss 2,1 GHz dan
atau kanal frekuensi radio oleh PT. IM2 atas p@gankerjasama yang
terdakwa tanda tangani di atas, PT. IM2 tidak membap front feeyaitu
biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio bpek pita frekuensi
radio yang pembayarannya di lakukan 1 (satu) kainuka dan Biaya Hak

Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara

Bahwa keterangan Ahli DR Ir. ASMIATI RASYID, MSc merangkan
tindakan suatu operator pemilik lisensi spektrumgydigunakan bersama
dengan pihak lain penyelenggara telekomunikasnigmmelalui kerjasama
atau penyewaan PT. Indosat, Tbk tidak mengalihkakuénsi 2,1 GHz itu
tetapi sudah melakukan penggunaan bersama freki@arsa menerangkan
PT. IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses intdsretdband wireless
3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasamal®losat — PT. IM2
karena berdasarkan Surat Keputusan Jenderal PosTelakomunikasi
Nomor 229/ Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006, PT2INanya mempunyai

hak untuk menyelenggarakan jasa akses inteimtetriet service providégr
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Bahwa keterangan Ahli NASRUL WATON di persidangan
memberikan keterangan melakukan perhitungan kerugaangan negara
atas permintaan dari penyidik dan melakukan awaigdn metode meminta
data yang diperlukan kepada penyidik dan berdasauéit yang dilakukan
terdapat besarnya kerugian keuangan negara dergan ncenentukan
besarnya hak negara berupa Biaya Hak Penggunad®) (Btfekuensi yang
seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sehubungan dengaggpnaan bersama

pita frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga milik Ridosat Tbk.

Bahwa Keterangan Ahli sdr NASRUL WATON juga memirkaa
surat Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghituriamugian Keuangan
Negara BPKP Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 Naer 2012 yang
menyatakan terdapat hak negara berupa front fee dan Biaya Hak
Penggunaan (BHP) Frekuensi yang seharusnya dibalgdwr PT. IM2
sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliuna tigatus lima puluh
delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tigtus empat puluh enam
ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ataulakttidaknya sejumlah

uang tersebut.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha réNelga.
231/G/PTUN-JKT yang antara lain menyatakan tidak Sarat Depulti
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangudsaryBnvestigasi
Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2@iEztihal: laporan
hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian kgaamegara tanggal 31

Oktober 2012 yang dibuat oleh BPKP. Oleh karenad2ut Pengadilan Tata
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Usaha Negara No. 231/ G/PTUN-JKT tersebut belumpumyi kekuatan
hukum tetap, maka dengan demikian laporan perhgiungerugian
keuangan negara yang dibuat oleh BPKP tersebusd@dpandang masih
tetap sah. Berdasarkan uraian di atas maka unsung“dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara” teladmighni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempdséingkan
ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada neerupakan bentuk
penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pdiattak pidana, "mereka
yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut &K', bahwa unsur
penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatiakirpidana yang berdiri
sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang er&iyunsur utama dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipum imdidak terpenuhi

tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tingelana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwdakiga Indar
Atmanto, selaku Direktur Utama Indosat Mega Medéashma-sama dengan
KAIZAD B HEERJEE, telah menandatangani perjanjian& sama antara PT.
Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT.)INIZ Indosat: 224/E00-
EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggaR4 November
2006, berikut amandemen pertama dan kedua penatgizebut, terdakwa
indar Atmanto juga telah menandatangani Perjarifiaasama Pemanfaatan
Voucher Isi Ulang Indosat dengan JOHNNY SWANDY SJAMrektur
Utama PT.Indosat Tbk, dan juga telah menadtanganieBAcara Kesepakatan

antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Megadtedtang Skema Tarif
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Bagi Hasil dengan HARRY SASONGKO Direktur Utama Ridosat, Tbhk

dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jparjaersebut adalah suatu

perbuatan melawan hukum (karena PT. IM2 tidak maeygiuizin penggunaan

frekuensi 2,1 GHz§lan dengan demikian unsur sebagai orang yang uielak

atau turut serta melakukan perbuatan itu” telgheteuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraidimpangan hukum
di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapah &darena semua unsur-
unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melan@igmal 2 ayat (1) UU
No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun Z0@0Rasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Indar Atmantaheterbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidaneut’tserta melakukan
korupsi” dan majelis hakim didalam persidangan jtigak menemukan hal-
hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf sangpembenar yang dapat
menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidanaigaaglakwa lakukan
oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yaggimpal dengan

perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuaal Pasyat (1)o
Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Piaanpsi, maka majelis
hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidamgam dan pidana
denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana taarbdierupa pembayaran
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyakmga gangan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasala$8t (1) huruf b), jika

terdakwa tidak membayar uang pengganti paling ldalam waktu 1 (satu)
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bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukunp, teteaka harta
bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uamgganti tersebut (Pasal 18
ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda nthganti dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksirdari pidana pokok

dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amasgufPasal 18 ayat (3).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkzakah terdakwa
atau PT. IM2 yang sama-sama subyek hukum dalamageiki yang harus
dihukum untuk membayar uang pengganti. Maka sesagoran Hasil
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP haidak memperkaya
terdakwa secara pribadi namun telah memperkayanddsat dan PT IM2
sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tegg@s lima puluh delapan
miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ra@mspat puluh enam ribu enam
ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga terhaeagakwa tidak dituntut
membayar uang pengganti sejumlah tersebut diatdainkan akan dituntut
kepada korporasi yaitu PT IM2. Bahwa berdasarkddafdaersebut, maka
majelis hakim memandang adil apabila kerugian regaebesar Rp.

1.358.343.346.674 dibebankan kepada PT. Indosaa Mkeglia (PT. IM2).

Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PefajadNegeri Jakarta
Pusat Nomor O01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST vyaknidalewa Indar
Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersaielakukan tindak
pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut depigana penjara selama

4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda seRps200.000.000,- (dua
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ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidakyhr diganti pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan. Menghukum PT. Indosat Megedi® (PT. IM2)
membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.3437346.@atu triliun tiga
ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empalulp tiga juta tiga ratus
empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh emmaiah) paling lama
dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini nney® kekuatan hukum
tetap dan menetapkan lamanya penahanan kota yanghpdijalani oleh

terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidanapegang dijatuhkan.

Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Fedatersebut
dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingk&@nding yang oleh
karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dgpdikan dasar oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengaditkaraa quo pada
tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim TiaglBanding mengubah
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, geeni pidana penjara
terhadap terdakwa dan mengenai uang pengganti. iMgigkerugian negara
dalam kasus ini sangat signifikan yakni diatas s@iun rupiah dan perbuatan
korupsi dipandang merupakan kejahatan yang luaabyang juga merusak
tatanan perekonomian negara, maka hukum pidana ggamhkan harus

setimpal dengan menambah pidana penjara selaneapé) tahun.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa &g adalah juga
subyek hukum, seandainya korporasi tersebut dihukiakea korporasi karena
merupakan subyek hukum harus turut didakwakan. Kdedna korporasi tidak

masuk dalam dakwaan, sehingga tidak dapat dihukutokumembayar uang
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pengganti. Dengan demikian uang pengganti dalarkapeerini tidak dapat

dibebankan kepada PT. IM2 sebagai korporasi.

Terhadap alasgndex facti(Pengadilan Tinggi) yang tidak membebankan
uang pengganti kepada terdakwa, Mahkamah Agung piad&at kasasi
berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-¢mtamor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemiaesiam
Tindak Pidana Korupsi maka pertanggungjawabaniliakekan oleh korporasi
dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti balwdang-undang
menganut sistem pertanggungjawaban secara kuraitgtinhatif dalam
penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana, yaknadeph korporasi dan atau
pengurusnya. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidalakukan penuntutan
secara khusus terhadap korporasi (IM2), namun pemraakwa dalam surat
dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai DirektundJ®T. IM2, sehingga
pidana tambahan berupa uang pengganti dapat di@ukepada terdakwa
dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur @taPT. IM2 dan atau

terhadap korporasi PT. IM2.

Oleh karena itu Mahkamah Agung pada tingkat kasegpendapat perlu
memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi, yakenyatakan terdakwa
Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkagsatsh melakukan tindak
pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut depigana penjara selama
8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana dendasaeBp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) dan bila denda terseldaktidibayar diganti pidana
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kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum PT. atddega Media (PT.
IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.35888%74,- (satu triliun
tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratuspaimpuluh tiga juta tiga ratus
empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh emypééh) dengan ketentuan
apabila PT. IM2 tidak membayar uang pengganti bersgaling lambat 1
(satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatamrhiétap, maka harta
benda PT. IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang unteknbayar uang pengganti,
serta menetapkan lamanya penahanan kota yang pdijalaimi oleh terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara ygatgltkan.

Hal tersebut sejalan dengan putusan peninjauan &egang menyatakan
bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari pemolp@minjauan
kembali/terpidana adalah pengulangan hal-hal yeladp dipertimbangkan oleh
judex factidanjudex juris dan tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau
kekeliruan nyata, karena pertimbangatex factiPengadilan Negeri dgndex
juris telah tepat dan benar. Denga demikian permohoeamjpuan kembali
dari pemohon peninjauan kembali/terpidana harusladitdan putusan yang

dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyataktaptberlaku.

. Fakta-Fakta Yang Terabaikan Dalam Penanganan KBsuzsanfaatan Pita

Frekuensi Radio 2,1 GHz

Ada kesenjangan antara pertimbangan dalam putusdeng kasus
pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz dengataftakta sebagai berikut:
Pertama,oleh karena unsur melawan hukum dianggap telateneatp, maka

surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertgab24 Febuari 2012
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dan surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 rtaaggal 13
Nopember 2012 olebudex Factitidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pada hal
surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 mempainysubstansi
yuridis yang menyatakan perihal kepastian hukumakaema antara PT.
Indosat dengan PT. IM2 adalah sah dan legal sedeagan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Menkonsebagai pembina di
bidang telekomunkasi yakni sebagai pihak yang naghkein kebijakan,
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian telekasiunkasional,
menyatakan bahwa PT. IM2 tidak mempunyai kewajim@&mbayar biaya hak
penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio oleh rkarBT. IM2 dalam
menyelenggarakan jasa akses internet menggunakamga@a milik PT.
Indosat, kewajiban membayar BHP spektrum frekueadio berada pada PT.

Indosat.

Kedua, dari pertimbanganudex factidan judex juris terbukti PT. IM2
karena tidak mempunyai izin dalam pengunaan frediugta GHz (3G) dengan
demikian akibat dari perbuatan terdakwa/terpidaaksl Direktur Utama PT.
IM2 menandatangani perjanjian kerjasama denganlfiosat, maka sejak
penandatangan perjanjian kerjasama tersebut PT. ttW&éh menggunakan
tanpa hak frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat dahihi bertentangan dengan
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2B@6al 2 ayat (2)
Peraturan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2006, Pasal & él) Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat €tatiran Pemerintah
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Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan PemeiNdator 53 Tahun 2000,

dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 TaBaa***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perd&eraarintah Nomor 53
Tahun 2000 mengatur: pénggunaan spektrum frekuensi radio untuk
penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapat Menteri. Kemudian
Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58ira00 mengatur:izZin
penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimanakdiod dalam ayat (1)
merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuadisi dalam bentuk pita
frekuensi atau kanal frekuensi ratlio Adapun Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menkominfo Nomor 7 Tahun 2006 mengatupehetapan spektrum frekuensi
radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada passeleksi penyelenggara
jaringan bergerak selular IMT-2000 dilaksanakan atei mekanisme

pelalangari.

Pita frekuensi radio 2,1 GHz yang pengalokasiantij@kukan melalui
lelang itu hanya diperuntukkan bagi penyelenggaringan bergerak atau
operator telekomunikasi saja. Karena sesuai dengaraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINF@ZR06 tentang
Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHzkUPenyelenggaraan
Jaringan Bergerak Selular dikatakan bahwa pitaugeki radio 2,1 GHz telah

ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaribgagerak selular.

*/pytusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negetkarta Pusat, nomor
01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 291 — 292, PutddarNomor 787 K/Pid.Sus/2014 (Kasasi).,
hal 174, dan Putusan MA Nomor 77 PK/PID.SUS/20kn{ijauan Kembali)., hal 189.
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Jadi sudah barang tentu PT. IM2 sebagai penyelemggasa
telekomunikasi tidak dapat berpartisipasi dalanarigl frekuensi radio 2,1
GHz, untuk itu PT. IM2 tidak memiliki alokasi maupizin frekuensi radio 2,1
GHz. Dari hal tersebut kemudian PT. IM2 dianggdpkiberhak atas frekuensi
radio 2,1 GHz, namun tidak berarti bahwa sebagaiyglenggara jasa
telekomunikasi PT. IM2 tidak dapat kerjasama jaaimglengan penyelenggara
jaringan telekomunikasi. Karena regulasi di bidaiedekomunikasi telah
menetapkan bahwa penyelenggara jasa telekomumiesjgunakan jaringan
milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalamengelenggarakan
layanannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangksi & charge Titon
Dutono yang mengatakanbdhwa penyelenggara jasa telekomunikasi
menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyedang jaringan
telekomuniakasi tidak melanggar hukKumSerta saksi Bertiana Sari
mengatakanBahwa terkait dengan penyelenggaraan jasa dalam bedakan
layanannya itu memang dari UU, PP maupun peratufdenteri yang
mengatur tentang itu memang dia menggunakan jaringdik penyelenggara

jaringan, jadi penyelenggara jasa itu tidak meniijdqingan sendiri.?*°

Adapun keterangan beberapa saksi sehubungan déxigag frekuensi
radio 2,1 GHz adalah sebagai berikut: sakshargeyakni saksi Bertiana Sari
mengatakanBahwa penyelenggara jasa telekomunikasi tidak kigadalam
lelang pita frekuensi 2,1 GHz karena persyaratanimgaus penyelenggara

jaringan, karena frekuensi diberikan kepada penygimra jaringari. Saksi

pytusan  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negetkarta Pusat, nomor
01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 163 dan 170.



204

Basuki Yusuf Iskandar, mengatakabahwa penyelenggara jasa tidak bisa
mengikuti proses pelelangan frekuensi 2,1 GHeaksi Bonny Muhammad
Thamrin Wahid, mengatakarbdhwa yang dapat mengikuti proses seleksi
untuk mendapatkan frekuensi 2,1 GHz adalah mutkky& penyelenggara
jaringan bergerak seluler sdja Serta saksia de charge Sofyan Dijalil
mengatakan ahwa yang boleh ikut lelang adalah yang mempunjyai

sebagai operator telekomunikasi’.?*®

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Zasgat (1), dan
Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 TaB06 ang pada intinya
melarang pemegang alokasi frekuensi radio untuk gaddrkan alokasi
frekuensi radio yang dimilikinya, serta setiap pgungaan spektrum frekuensi
radio wajib membayar BHP frekuensi radio, dan urBikP frekuensi radio
bagi penggunaan bersama dibebankan secara penaldakepasing-masing
pengguna. Hal penting yang perlu diperhatikan ant@in ialah apakah benar
PT. Indosat mengalihkan alokasi frekuensi radioakiepPT. IM2 dan akibat
dari hal tersebut PT. IM2 menggunakan frekuensiordl GHz, atau terjadi

penggunaan bersama frekuensi radio 2,1 GHz anfarlnéosat dan PT. IM2.

PT. Indosat tidak mengalihkan alokasi frekuensiiaa?ll GHz sesuai
keterangan saksa chargeyaitu Dede Rusnandar mengatakan bahwa.“
Indosat tidak menjual frekuensi 2,1 GHz ke PT. IM&ng dikerjasamakan
adalah jaringani, dan saksi Basuki Yusuf Iskandat mengatakdmahiva

mengalihkan penggunaan ijin spektrum frekuensi #aparang lain atau

29pid., hal 175, 186, 212, dan 233.
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badan hukum yang lain, salah satunya dengan menupaBdS. Namun tidak
ada laporan IM2 mempunyai BTS untuk frekuensi 2¥'GSerta saksi Endah
Fitriani yang mengatakartiiak ada pencatatan aset milik IM2 mengenai aset
BTS 2,1 GSM/note B, MSI, GGSN, SGSN, serta tidakpadgalihan aset

Indosat ke IM2.24’

Mengenai penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IR adalah
sesuatu yang kurang berdasar. Menurut sakstharge Dede Rusnandar
mengatakan Wahwa kanal hanya bisa digunakan oleh si penyelarsgg
jaringan saja, tidak bisa digunakan oleh PT IM2 @ataleh CPN atau oleh
siapapun karena yang menggunakan itu adalah PTdatl@latnya punya PT

Indosat, yang mengatur juga PT Indosat. Kalau PP f¥ing menggunakan,

PT IM2 punya kontrol terhadap jaringan itu, tetapPil IM2 tidak punya

kontrol terhadap jaringan itu berarti PT IM2 tidaknenggunakan, yang

mengunakan yang mengontrol, speednya dipercepatudiam dilakukan

chunning, yang melakukan chunning itu PT IndoBatat PT IM2 sebagai jasa

transparan apakah mau ke 3G frekuensi 2,1 GHz dpakBRS lewat 900
MHz itu kami tidak tahu Jadi yang dimaksud menggunakan frekuensi ialah
mengendalikan atau mengontrol suatu frekuensi. tetakebut sesuai dengan
pendapat ahli Heroe Wijanto yang mengatak&@ahWa frekuensi hanya

digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indos#éijak ada penggunaan

frekuensi oleh IM2248

2pid., hal 108, 189, dan 200.
23hid., hal 108 dan 216.
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Adapun mengenai penggunaan bersama frekuensi2adi@Hz oleh PT.
IM2 dan PT. Indosat, menurut saksichargeDede RusnandaiBahwa saksi

mengatakan antara PT IM2 dengan PT Indosat tidaigpenaan frekuensi 2,1

GHz bersama, tidak mungkin dilakukan bersaBahwa saksi mengatakan

kalau penggunaan bersama, PT IM2 itu harus pung whng sama dengan

PT Indosat, nah PT IM2 tidak punya alat itu, yvanghga PT Indosat, jadi

frekuensi itu yang mengqgqunakan alatnya PT Indosatg mengontrol orang-

orangnya PT Indosat, PT IM2 diluar itu tidak tahtammasuk kemana dan

tidak punya kontrol, kalau dikatakan menggunakagkdensi ya mengontrol

frekuensi, frekuensi tidak dikontrol PT IM2, frekgeyang mengontrol adalah

PT Indosat dengan peralatnya, dengan teknologiyvagyAdak dimiliki PT

M2, 249

Termasuk saksa de chargeHercules Sitorus menerangkamahwa_saksi

pernah diminta oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat gdéainggal 7 Nopember

2011 untuk monitoring penggunaan frekuensi 2,1kmilidosat, kesimpulan

dari_monitoring tersebut tidak diketemukan adanyenggunaan bersama

Bahwa pengujian lapangan oleh Penyidik Kejaksaarsdiea Telkom yang
pengujian dilakukan dengan kartu Simcard Indosatggenakan Modem IM2
menggunakan frekuensi 2142,6 MHz dan 2147,6 MHuémsi tersebut

termasuk didalam rentang frekuensi yang dialokasikeatuk Indosat dan

29bid., hal 116.
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penggunaan bersama frekuensi berbeda dengan peaagurbersama

jaringan”.?*°

Penggunaan bersama adalah penggunaan frekuermsyeanj sama oleh 2
(dua) atau lebih dinas komunikasi radio. PT. IMZdu merupakan dinas
komunikasi radio, sehingga tidak dimungkinkan mekan penggunaan
bersama frekuensi. Kecuali PT. IM2 mempunyai daimbangun jaringan
telekomunikasi, seperti mempunyai BTS dan kelengkdpinnya. Namun PT.
IM2 tidak mempunyai jaringan dan BTS sendiri, jgan yang digunakan oleh
PT. IM2 adalah milik PT. Indosat termasuk BTS dam SCardnya. Hal
tersebut sesuai dan dibenarkan oleh keterangam asagisarge seperti Umi
Suryani, Suwignyo, Benny Hamid Hutagalung, DederRadar, Titon Ditono,

Bertiana Sari, dan Basuki Yusuf Iskandar.

Sebenarnya yang dikerjasamakan itu jaringan telekdasi, bukan
semata-mata frekuensi saja. Bahwa setelah alokalgidnsi radio diberikan
kepada para operator telekomunikasi pemenang lelaetanjutnya para
operator telekomunikasi tersebut diharuskan untugmbangun jaringan
telekomunikasi. Sebab tanpa adanya jaringan telekikasi, frekuensi radio
tidak dapat berfungsi. Setelah sistem jaringarkteteinikasi terbangun, yang
didalamnya ada frekuensi maka penyelenggara jariagau operator berhak
untuk menyewakan jaringan telekomunikasi. Jadi yaligpwakan adalah
jaringan, sedangkan pita frekuensi 2,1 GHz itu setidak boleh disewa,

dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Berikutakath gambar skema

29pid., hal 231 — 232.
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kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi arfedr. Indosat sebagai
penyelenggara jaringan (operator) telekomunikasigde PT. IM2 sebagai

penyelenggara jasa telekomunikasi (F8P)

SKEMA KERJASAMA AKSES INTERNET BROADBAND
PT. INDOSAT DAN PT. IM2

= Jaringan selular
Indosat pada pita

) I |
frekuensi 2, z
oy oe @ @
. Frelluensi BTS/Node B BTS/Node B

menyatu dengan
jaringan selular

Indosat Indosat

“GGSN”
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GPRS

Support
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Frekuesi
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e p S ess 1

e = b

Internet N = e 1
1

1

Gateway, Para Pelanggan IM2

Ketiga biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuenso ratuk pita
frekuensi radio 2,1 GHz dibayar oleh penyelengganagan telekomunikasi
atau operator. Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (HatirUndang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diatur lzatpgnggunaan spektrum
frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaankueasi, yang
besarannya didasarkan atas penggunaan jenis daar lgiita frekuensi
Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) peratumaguo memberikan pengaturan
yakni: “ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud agafta(1) dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Shitps://www.yumpu.com/id/document/view/32308287 imsbxpose-2013-insidentil-
indosat akses 13 Juni 2017.
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tamt2ntang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Y Yeerlaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika, disebutkanwa jenis PNBP yang
berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatiklalah penerimaan
yang berasal dari pelayanan jasa pos dan telek&asiniAdapun untuk jenis
dan besaran tarif telah ditetapkan dalam Perat@®amerintah ini beserta

lampirannya.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah K&8oTahun 2005
telah diatur bahwa:besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frelgien
radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikkigetapkan melalui

mekanisme _seleksi, penawaran dan pemilihdengan memperhatikan

kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakaemudian pada Pasal 3
ayat (2) mengatur bahwaproses penetapan dan keputusan besaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakarh dWenteri yang
bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelamaapat pertimbangan
Menteri Keuangah Lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Pemerirtamor

28 Tahun 2005 huruf K ditetapkan bahwa jenis PNB®ikiizin penggunaan

pita spektrum frekuensi radio (satuan: per MHz mariode) tarifnya

didasarkan pada hasil seleksi penawaran dan pamilih

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20@abuli dan
dinyatakan tidak berlaku lagi, maka digantikan denéeraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif AtassJeanerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komuni#tasi Informatika.
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Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahuh datur bahwa biaya

hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio giiputi:
a. BHP untuk izin stasiun radio (ISR), atau

b. BHP untuk izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFfrdiri atas: biaya
izin awal (p front feg¢ atau biaya izin pita spektrum frekuensi radio

(IPSFR) tahunan.

Mengenai ketentuan izin pita spektrum frekuensioradlam Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 dtzbwa BHP untuk Izin
Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimamakikud dalam Pasal 4
huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, panamwy dan pemilihan
dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan dalfantasyarakat
Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) diatBHP untuk Izin Pita Spektrum
Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud paadda €l) ditetapkan
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah degat pertimbangan

dari Menteri Keuangah

Sehubungan dengan penerimaan yang berasal darelpeggaraan pos
dan telekomunikasi, pada lampiran Peraturan Petabridomor 7 Tahun 2009

huruf K ditetapkan bahwa jenis PNBP untuk biayan ipenggunaan pita

spektrum frekuensi radio (satuan: per MHz per pleicarifnya didasarkan

pada hasil seleksi penawaran dan pemilihan

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7@ &910 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tab@® t2ntang Jenis dan
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Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak YBegaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika, melalui keian Pasal 4 mengatur

bahwa BHP spektrum frekuensi radio terdiri atas:

a. Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio urgink stasiun radio;

dan

b. Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio urmkpita spektrum

frekuensi radio.

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah N@®&oFahun 2010
diatur lebih lanjut bahwa:biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio
untuk izin pita spektrum frekuensi radio sebagaiendimaksud dalam Pasal 4
huruf b ditetapkan melalui: a. mekanisme seleksigda memperhatikan
kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; ataumekanisme

penghitungan dengan menggunakan forrhula

Selanjutnya Pasal 6A ayat (1) Peraturan PemeriN@mor 76 Tahun
2010 mengatur: iaya hak penggunaan izin pita spektrum frekueasiiar
yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagwindimaksud dalam
Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. biaya izin awalml b. biaya izin pita spektrum
frekuensi radio tahundn Serta Pasal 6A ayat (2) mengatur sebagai berikut
“biaya izin awal dan biaya izin pita spektrum freksie radio tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Flehteri Komunikasi dan
Informatika berdasarkan hasil seleksi sebagaimamaaisud dalam Pasal 6

huruf &
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telahadkfab diatas, maka
jelas bahwa untuk BHP izin pita spektrum frekueraslio didasarkan pada
hasil seleksi atau lelang baik mengenai besarayabmn awal (p front feg
dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tamjreerta siapa pihak yang
berkewajiban memenuhi pembayaran tersebut. Adaminkumekanisme
seleksi atau lelang pita frekuensi radio 2,1 GHmasarkan pada Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/NDKIINFO/01/2006
tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum FrekuensiioRadl GHz Untuk
Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-20068dagkan untuk
kewajiban membayar BHP izin pita spektrum frekueadio berdasarkan pada
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengatikn Pita
Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggun@ia Spektrum
Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Beeg8edular IMT-2000

Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.

Jadi kewajiban membayar BHP izin pita spektrum degisi radio berupa
biaya izin awal @p front fe¢ dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio
tahunan ada pada PT. Indosat, sebagai penyelenggaigan telekomunikasi
atau operator yang mengikuti lelang pita spektrreuensi radio 2,1 GHz dan
telah ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Infatika sebagai salah satu

pemenang lelang pemegang alokasi pita spektrumédrek radio 2,1 GHz.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-salsii ysaksi Dede

Rusnandar yang mengatakanPT. IM2 tidak membayar apfront fee dan BHP
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frekuensi karena yang membayar adalah yang memamdet dalam hal ini
PT. Indosat Titon Dutono, mengatakan.‘sedangkan BHP frekuensi PT. IM2
tidak bayar. Yang wajib membayar BHP frekuensi adapenyelenggara
jaringan yang memanfaatkan frekuénsbaksi Bertiana Sari, mengatakan
“bahwa yang menyelenggarakan jaringan itu yang meabBHP frekuensi,
karena frekuensi dialokasikan kepada penyelenggatiagan’. Saksi Harry
Sasongko, mengatakabahwa Indosat membayar kepada Menkominfo yaitu
BHP telekomunikasi dan up front feeSaksi Sofyan Djalil, mengatakan
“...negara tidak bisa IM2 untuk membayar up frontdee BHP frekuensi.
Bahwa UU tidak mewajibkan ISP membayar BHP frekiyetmena yang
membayar tersebut adalah operdtdBerta saksi Dani Sudarsono, mengatakan
“bahwa Kementerian Kominfo telah menyatakan secagamir bahwa
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memilikiakiban membayar BHP
Frekuensi karena Penyelenggara Jasa Telekomuniikid« menerima tagihan
maka tidak diwajibkan membayar, kalau tidak offi@asessment maka tidak

ada kewajiban membayaf>?

Keempat bahwa yang menjadi inti delikbéstanddeel deligtdalam
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomora®iui 19990 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah adanya perbuasawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sulbwuporasi. Bahwa
konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadgabagai cara atau sarana

untuk mencapai tujuan memperkaya.

®pytusan  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negetkarta Pusat, nomor
01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 102, 158, 176, 283, 234, dan 246.
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Adapun pertimbangan dalam memutus pidana, sehubuwhgagan unsur
melawan hukum didasarkan pada fakta hukum yakdaksva/terpidana Indar
Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menaadgani perjanjian
kerjasama antara PT. Indosat dengan PT. IM2 tentakges internet

broadbandmelalui jaringan 3G/HSDPA, berikut amandemennya.

Oleh karena PT. IM2 tidak mempunyai izin dalam peraan frekuensi
2,1 GHz (3G), dengan demikian akibat dari perbuatamiakwa selaku
Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjiamasama dengan PT.
Indosat, maka sejak penandatangan perjanjian kemmsersebut PT. IM2
secara tanpa hak telah menggunakan frekuensi 24 1Gitkk PT. Indosat
(perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan meldakom, karena PT. IM2

tidak mempunyai izin pengunaan frekuensi 2,1 G&%).

Perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan frektedio 2,1 GHz
milik PT. Indosat, Tbk harus seizin Menteri dan ggumaan frekuensi radio
2,1 GHz dikenai kewajiban untuk membayar front feedan BHP Frekuensi
tahunan. Namun penggunaan pita frekuensi radioGj dan atau kanal
frekuensi radio oleh PT. IM2 atas perjanjian kexjaa yang terdakwa tanda
tangani di atas, PT. IM2 tidak membayagr front feeyaitu biaya penggunaan
pita spektrum frekuensi radio per blok pita freksienradio yang
pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka Baya Hak Penggunaan

(BHP) pita frekuensi radio kepada negara.

53 pjid., hal 302.
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Akan tetapi petimbangan tersebut tidak sesuai dewngdl sebagaimana
telah diuraikan diatas, berupa fakta bahwa memandrelosat tidak terbukti
mengalihkan alokasi pita frekuensi radio 2,1 GHpada PT. IM2 dan PT.
IM2 juga tidak menggunakan frekuensi radio 2,1 Ghilzk PT. Indosat, serat
tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi radi&Rliz oleh PT. Indosat

dan PT. IM2.

Maupun mengenai kewajiban membayar BHP izin piekspm frekuensi
radio berupa biaya izin awaly front fe¢ dan biaya izin pita spektrum
frekuensi radio tahunan yang ada pada PT. Indesdétagai penyelenggara
jaringan telekomunikasi atau operator yang mengilalang pita spektrum
frekuensi radio 2,1 GHz dan telah ditetapkan oledntdri Komunikasi dan
Informatika sebagai salah satu pemenang lelang gemge alokasi pita

spektrum frekuensi radio 2,1 GHz.

Oleh karena inti delikhestanddeel delixtdari ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19@9Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 yakni adanya perbuatan melawan hukum tidapetehi. Maka
seharusnya terdakwa Indar Atmanto selaku Direkttama PT. IM2 dalam
melakukan kerjasama dengan PT. Indosat tidak ddipedlana melakukan

korupsi.

Selain itu, dalam hal terjadi penggunaan frekueasara ilegal tanpa izin
otoritas yang berwenang dan tidak mengikuti mekaais/ang ditentukan,
serta tidak memenuhi kewajiban membayar BHP fregiualio sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seiyeediukan di dakwa dan
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di pidana melakukan tindak pidana korupsi. Sebalanggaran tersebut
menjadi ruang lingkup pengaturan di bidang telekoikasi, sebagai bentuk

pelanggaran administrasi atau administrasi penal.

. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Nedarhadap Perkara

Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi RatiGHz

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadaptuhgdmn Kerugian
Keuangan Negara Oleh BPKP Dalam Kasus Tindak Pid&oeupsi

Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz

Bahwa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuarggm
Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SRMID@/01/2012
tanggal 9 November 2012, Perihal: Laporan Hasil iAuRalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasgadbuTindak Pidana
Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi RatliGPlZ/Generasi Tiga
(3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Me@M2); dan
lampirannya (laporan Hasil Penghitungan Kerugianudfgan Negara
“LHPKKN” tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat olelmTBPKP) di gugat
oleh Indar Atmanto (penggugat), PT. Indosat (pegggul intervensi 1) dan

PT. IM2 (penggugat Il intervensi 2).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Rutusamor
231/G/2012/PTUN-JKT dalam pertimbangan hukumnya ntdi@anya
menyatakan hal-hal sebagai berikupertama bahwa sebagaimana

dipertimbangkan dalam Penetapan No. 231/G/2012/RJKIN tentang
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Penundaan Obyek sengketa, maka Surat Deputi K&mdan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigdminor: SR-
1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, adalammasuk dalam
kwalifikasi Keputusan TUN sebagaimana diatur dalsesal 1 angka 9 UU

Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukwagasdierikut:

a. Merupakan suatu penetapan tertulis, karena Obyegiketa dibuat dalam

bentuk tertulis;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaharblegarena Depulti
BPKP Bidang Investigasi adalah aparat lembaga BREPagai Badan
dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemerg yzerada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pmeside

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang barkas peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karena tindakegugdat | didasarkan

ketentuan hukum publik, yakni:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PeneminiNegara

Bukan Pajak;
2) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian IRtarerintah;

3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangd(écn, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tat@ Kembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diebakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
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4) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentangQiganisasi dan
Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Departent&Egasnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanideresNomor 52

Tahun 2005;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara oNom
PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tent&tgndar Audit

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
d. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta merdulkan akibat hukum:

1) Bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskardthpkan dalam
Keputusan TUN Tergugat | dan Keputusan TUN Tergub#u tidak
abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditut@n, yakni
Penyampaian dan adanya Laporan Hasil Audit Dalamngka
Perhitungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam gerapn Jaringan
Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) olehir®ibsat Tbk dan
PT Indosat Mega Media (IM2), dengan jumlah kerugleuangan

Negara sebesar Rp.1.358.343.346.674,00;

2) Bersifat individual artinya keputusan TUN Tergugdatidak ditujukan
untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupunyaal dituju, yakni
kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus deat sersebut
menyangkut kepentingan pihak tertentu pula, yaHnilRdosat Tbk. dan

PT Indosat Mega Media (IM2);
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3) Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagarg atau badan
hukum perdata artinya surat Tergugat | sudah défidalam arti Tidak
Lagi Memerlukan Persetujuan Instansi Atasan ataupilmak lain dan
menurut Saksi Muhtadi, S.Ag.SH MH, menerangkan [@aldalam
menentukan telah terjadinya kerugian keuangan aedalam kasus
guo Kejaksaan hanya menggunaan Laporan Hasil Peraarikserugian
Keuangan Negara yang di terbitkan oleh Tergugatenemya Surat
Tergugat | menimbulkan akibat hukum, yakni dijadiksebagai dasar
penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direkindak Pidana
Khusus Kejaksaan Agung RI. dalam kasus dugaandieya tindak
pidana korupsi dalam kerjasama PT Indosat Thk.RIBnindosat Mega

Media (IM2);

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka obyek sengdeah memenuhi
kriteria keputusan TUN sebagaimana diatur dalamalPasangka 9 UU

Peradilan Tata Usaha Negara.

Keduag bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesiadko®® Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemeripdgta dalam Pasal 1
angka 4 secara tegas diatur bahwBadan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, ddalgarat pengawasan
intern pemerintah yang bertanggung jawab langsurepakia Presidéen

Selanjutnya Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) memgatu

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimareksdird dalam Pasal

48 ayat (1) terdiri atas:
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a. BPKP;

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secagsifumal melaksanakan

pengawasan intern;
c. Inspektorat Provinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuitégbikeuangan

negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral,

b. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkartapaneoleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern ungi&itée sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangatakogan koordinasi

kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemeriniahya.

Dari ketentuan pasal 1 angka 4 jo. pasal 49 aya{Z]l dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Relad@n Intern
Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa BPKP admlahat Negara yang
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhaal@on pemerintah dan
bukannya pengawasan terhadap badan hukum diluagrppgeanan, sehingga
berdasarkan ketentuan tersebut, BPKP tidak bervgenariuk melakukan

pemeriksaan terhadap P.T. Indosat Tbk maupun Rdosht Mega Media
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(IM2) yang kedua-duanya adalah badan hukum swastg lyerada di eksternal

Pemerintahan.

Ketiga mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan BRiJ2
berwenang melakukan pemeriksaan atas PNBP dengadasskan pada
Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 qah@97 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Majelis Hakim metinpleangkan sebagai

berikut;

a. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NoT&hun 1997

mengatur:

(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Ned@arkan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atasnpgan Instansi

Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh insgang berwenang.

(2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaamdimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri tddpakukan

pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1): yang dimaksud dengdansi yang
berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dararigman.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badanksa
Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan daerisaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalagglpesedangkan
ayat (2): pemeriksaan dalam hal ini dalam rangkdaksanakan

pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pgmaankewajiban
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan PeaerilNagara
Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan pamaperundang

undangan tersebut.

b. Bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dekasurs konkrita quo

maka dapat disimpulkan adanya 3 subyek, yakni:

1) Wajib bayar PNBP (d.h.i. Biaya Hak Penggunaan/BHR)alah PT.

Indosat, sebagai pemenang lelang pemyelengganggai
2) Instansi Pemerintah, adalah Kementerian Komunifasilnformasi.
3) Instansi yang berwenang adalah BPKP.

c. Bahwa dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa ddtanteks penerimaan
PNBP, maka BPKP selain berwenang melakukan penaamksecara intern
terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi seldRengelola
Keuangan/si Wajib Pungut, maka ia juga berwenankumelakukan
pemeriksaan terhadap Wajib bayar BHP/PNBP, (dRil. Indosat Thk.)

apabila ada permintaan Kementerian dan Komunika&jib Pungut.

d. Bahwa dalam kasus konkrin quq tidak ditemukan fakta bahwa
Kemenkominfo ada meminta BPKP untuk melakukan piksesn kepada
PT. Indosat Tbk. (Wajib Bayar), karena jelas yangenmmta

pemeriksaan/audit adalah pihak Kejaksaan Agung.

Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, olehn&are
BPKP/Tergugat | tidak berwenang memeriksa PT. latd®k.,(karena tidak

ada permintaan dari Menkominfo) dan juga tidak leerang memeriksa atau
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mengaudit PT. Indosat Mega Media (IM2) (karena bukermasuk Wajib
Bayar PNBP/d.h.i BHP), maka menurut Majelis Hakimarid aspek
kewenangan, penerbitan Surat Deputi Kepala Badamgad®easan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor1&Rl/D6/01/2012
tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan HasitliA Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasgadbuTindak Pidana
Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi RalliGRZ/ Generasi Tiga
(3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega MedM2), beserta
lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungamdian Keuangan Negara
(“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oléim BPKP, _adalah

mengandung cacat hukuiyakni melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang

Undang No. 20 Tahun 1997 dan pasal 1 angja pgasal 49 ayat (1), (2) dan
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No®0rTahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspekvekangan
mengandung cacat hukum, maka tuntutan para penggggaobyek sengketa
tersebut dinyatakan tidak sah dapat dikabulkan,s#danjutnya kepada pihak

tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek seagkesebut.

Kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara taaksomor:
231/G/2012/PTUN-JKT dikuatkan oleh Pengadilan Tinbata Usaha Negara
Jakarta melalui Putusan Nomor: 167/B/2013/PT.TUN.Jada tingkat
Banding. Dengan mengambil alih seluruh pertimbanBamnadilan Tingkat

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandirgpemdapat dengan
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pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang pad@akpya menyatakan
Tergugat | (Deputi Kepala BPKP Bidang Investigadan Tergugat Il (Tim
BPKP Penerbit LHPKKN) tidak berwenang untuk mengapeénggugat I
intervensi 1 dan penggugat Il intervensi 2, kargdak atas permintaan dari

Menkominfo.

Pada tingkat kasasi TUN perkasaquo oleh Mahkamah Agung telah
diputus melalui Putusan Nomor 263 K/TUN/2014, ygmgrtimbangannya
yakni Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenang rbékan Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, yaitu melangggéentuan Pasal 14
ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Rfsal 1 angka Jo.
Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan PemeriRtaNo. 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atasyater putusanfudex
facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukiam'atau undang-
undang, maka permohonan kasasi yang diajukan daet pemohon kasasi
yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dan TBPKP Penerbit
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negdt#lPKKN”)

Tanggal 31 Oktober 2012, tersebut harus ditolak.

Namun Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kemb&alN
memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Adummor 263
K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014. Dengan pertimbangahwajudex juris
telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangangabagaimana dimaksud

Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 188bBgan pertimbangan
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bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi lKepBaldan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigdminor: SR-
1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihapdran Hasil Audit
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegjasgaKasus Dugaan
Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringakwiersi Radio 2,1
GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Thk danliiosat Mega Media
(IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugiaeu&hgan Negara
(“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputuseata Usaha Negara
yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi pesaaim dari Direktur
Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung)ysedang melakukan
penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pid&oaupsi dalam
Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/GenBges (3G) oleh PT

Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Dengan demikian kedua objek sengketa tersebut setkrigeputusan Tata
Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dialamdPasal 2 huruf d
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradidaa Usaha Negara
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor @nT&004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 t2009, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untekneriksa dan

mengadili objek sengketaqua

2. Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara Terhadap RR dan
Implikasinya Terhadap Perkara Pidana Korupsi Pemggu Jaringan

Frekuensi Radio 2,1 GHz
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Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh BPldalah untuk
memenuhi permintaan Kejaksaan Agung yang sedangkoien Penyidikan
dalam Kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsimd@enggunaan
Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga @€H PT Indosat, Tbk
dan PT Indosat Mega Media (IM2). Permintaan KejaksAgung tersebut
disampaikan melalui Surat Direktur Penyidikan Kegdn Agung RI Nomor:
B234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 danomdi:
1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 peritahtBan untuk melakukan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Ketemahigia

Bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korapsiah adanya
“kerugian keuangan negara atau perekonomian neddralik membuktikan
unsur tersebut aparat penegak hukum (penyidik, gahumum, dan majelis
hakim) berwenang untuk meminta atau menerima petdagmg disampaikan
oleh lembaga/institusional/orang yang mempunyai ek@mgan/kemampuan

atau keahlian dalam bidang penghitungan kerugiaargan negara.

Bahwa Majelis Hakim TUN pada tingkdtidex FactimaupunJudex Juris
tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa Para Ramdeninjauan
Kembali/Para Tergugat (BPKP) melakukan audit penglgan kerugian
keuangan negara adalah dalam rangka memenuhi kewajukum sebagai
Ahli dan apabila tidak memenuhi kewajiban hukum anékli dapat dipidana

berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHARR&9 ayat (1) KUHAP,
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Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayafIJo 31 Tahun 1999 jo

UU No 20 Tahun 200%*

Dalam pertimbangan hukum Putusan TUN Nomor 231/ZZTUN-
JKT telah menyatakan bahwa Audit Penghitungan Karueuangan Negara
tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKRgykemudian menjadi
lampiran Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Kgmagian Pembangunan
(BPKP) Bidang Investigasi tidak dilakukan berdasarKUHP, KUHAP atau
peraturan yang bersifat pidana, karena sebagairtedaa diakui oleh Para
Tergugat dalam Surat Jawabannya, bahwa Pemerikaahn/dilakukan

berdasarkan pada:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenenirNagara Bukan

Pajak;
b. PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian IRtanerintah;

c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangid{g@n, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tatga Keembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah ditdrakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

d. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentany @mganisasi dan
Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Departemgagasmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturandereNomor 52 Tahun

2005; dan

®4putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), norBoPK/TUN/2015., hal 121,
122 dan 123.
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e. Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara oNom
PER/O5/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tent&tgndar Audit

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Yang kesemuanya peraturan tersebut bukan peratpemindang-
undangan di bidang pidana atau yang bersifat pididfeka Surat Deputi
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembanguidP)BBidang
Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 &oker 2012, Perihal:
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kienug{euangan Negara
atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Reagg Jaringan
Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh Pdosat Tbk dan PT
Indosat Mega Media (IM2) dan Laporan Hasil Pengigan Kerugian
Keuangan Negara (“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 20&dalah tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usahar&leganurut ketentuan

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198&erta perubahannya.

Akan tetapi putusan TUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKNpmor:
167/B/2013/PT.TUN.JKT, dan Nomor 263 K/TUN/2014 gamenyatakan
obyek sengketa berupa Surat Deputi Kepala BPKPrgidiavestigasi Nomor:
SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 bedangirannya adalah
tidak sah dan cacat hukum, kemudian dianulir oledhikhmah Agung pada

tingkat peninjauan kembali TUN melalui putusan Nom® PK/TUN/2015.

Lahirnya putusan TUN Nomor 75 PK/TUN/2015 yang pddanya
menyatakan obyek sengkesaquo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur daksalR2 huruf d Undang—
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tath&&Negara, beserta
perubahannya dan oleh karena itu Pengadilan Ta@hadJdNegara tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sstagkguo.

Hal tersebut berarti, bahwa dasar dan akhir darhijpgigan kerugian
keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dalanmskasgaan tindak pidana
korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi ragio @Hz/Generasi Tiga
(3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT. IM2 adalah sah tidak mempunyai
implikasi hukum batalnya putusan perkara pidanap&irpenggunaan jaringan

frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2.

Secara normatif, pemeriksaan badan hukum berbgrdrgeroan terbatas
(PT.), telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4®uha2007 tentang
Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 138, 139, 140 4thrdiatur mekanisme
pemeriksaan terhadap perseroan (PT). Pasal 138 @yatmengatur:
pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan aengujuan untuk

mendapatkan data atau keterangan dalam hal terddpgaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yangugikan

pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan yesidn melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang sadtaon pihak

ketiga.

Pasal 138 ayat (2) mengatyremeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonamraetertulis beserta
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alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukummgdiputi tempat
kedudukan perseroarKemudian Pasal 138 ayat (3) mengapgrmohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajulein: o

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakiingaedikit 1/10

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh salt®ngan hak suara;

b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangamghn, anggaran
dasar perseron atau perjanjian dengan perseroareditvewenang untuk

mengajukan permohonan pemeriksaan;atau
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pasal 138 ayat (4) mengatyrermohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terledahulu meminta data atau
keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Pensdrdak memberikan
data atau keterangan tersebuKemudian Pasal 138 ayat (5) mengatur:
permohonan untuk mendapatkan data atau keterargyaang Perseroan atau
permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data leterangan tersebut

harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikadk

Ketua pengadilan negeri dapat mengabulkan atau lalemp@rmohonan
jika permohonan tersebut tidak didasarkan atasaalgsng wajar dan/atau
tidak dilakukan dengan itikad baik. Dalam ketentudasal 139 ayat (3)
mengatur bahwa:dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilkageni
mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkag fppanyak 3 (tiga)

orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuatuk mendapatkan
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data atau keterangan yang diperlukamddapun dalam penjelasan Pasal 139
ayat (3) menerangkan, bahwa yang dimaksud denddri &alalah orang yang
mempunyai keahlian dalam bidang yang akan dipert&shagai pengecualian,
untuk setiap anggota direksi, anggota dewan komjskaryawan perseroan,
konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjléhgerseroan tidak dapat

diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud padd&3ya

Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayabdB)ak memeriksa
semua dokumen dan kekayaan perseroaan yang diperluktuk diketahui,
serta wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yaagukhnnya. Setiap anggota
direksi, anggota dewan komisaris, dan semua karyaperseroan wajib

memberikan keterangan yang diperlukan untuk petelesapemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahlgamana dimaksud
dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negermd@agka waktu
sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadiiak pemeriksaan paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakgtmh pengangkatan ahli
tersebut. Selanjutnya ketua pengadilan negeri mekalpe salinan laporan
hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroanbgsgngkutan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hatitieng sejak tanggal

laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dalamKegksaan
Agung yang sedang melakukan pemeriksaan perkaraadutindak pidana
korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi raglo@Hz (3G) oleh PT.

Indosat Mega Media (IM2) semestinya dengan mengajuRermohonan
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kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan PP, IMikan serta merta
meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan pesaank mengenai

kerugian keuangan negara maupun keterangan ahli.

Jika permohonan pemeriksaan tersebut disetujui pigadilan, maka
ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetgeameriksaan dan
mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan. Dakah pemeriksaan
terhadap dugaan kerugian keuangan negara, alluklda oleh akuntan publik
sebagai auditor independen. Sesuai ketentuan Pz&alyat (4) yang mengatur
bahwa:setiap anggota direksi, anggota dewan komisarisydaan perseroan,
konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjléhgperseroan tidak dapat
diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada @)aYang berarti ahli
harus pihak yang independen, imparsial, dan olyékiak memihak pada

perseroan maupun pemohon pemeriksaan.

Dari hal tersebut BPKP semestinya tidak berwenanglakakan
pemeriksaan atau audit terhadap PT. IM2 sehubudgagan adanya dugaan
kerugian keuangan negara dalam penggunaan jarirgjarensi radio 2,1 GHz
(3G), karena pemeriksaan terhadap perseroan (Pdaskindilakukan sesuai

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Selain itu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 4 T&tb6 yang telah
menghasilkan rumusan hukum, yang salah satunyaatekan bahwa instansi
yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugiaankeum negara adalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewgaa konstitusional,
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sedangkan instansi lain seperti BPKP/Inspektord@3Ktidak berwenang

menyatakan atau mateclareadanya kerugian keuangan negara.

Dalam membuktikan unsur “kerugian keuangan nedaua @erekonomian
negara” pada perkara pidana penggunaan frekuedisi 221 GHz oleh PT.
IM2, terbukti bahwa Penuntut Umum meminta atau menepiemalapat Nasrul
Wathon selaku Kepala Sub. Direktorat Investigasidnsi Pemerintah Pusat Il
BPKP (salah satu Tim Audit BPKP), yang menyatakahwa berdasarkan
perhitungan kerugian negara yang dilakukannya sebagli ditemukan
kerugian keuangan negara. Pada hal BPKP bukan alempnstitusi yang
berwenang untuk memeriksa dan menyatakan ada &taknya kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Penegakan hukum pidana korupsi dalam perkara peatanf pita frekuensi
radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 tidak sesuai dengan jekbn hukum pidana
aplikatif dan kebijakan di bidang telekomunikasi.dalam kebijakan hukum
pidana aplikatif, terdapat asaystematische specialiteytakni pelanggaran
terhadap perundang-undangan administrasi negarg yaemiliki sanksi
pidana &dministrative penal lajvadalah menjadi area tindak pidana pada
perundang-undangan administarsi tersebut dan btikdak pidana khusus
berupa korupsi.

Asas systematische specialiteielah diformulasikan melalui norma legislasi
sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahuf, I#lam Pasal 14
undang-undang pemberantasan tindak pidana korgkandung makna

bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlpkbita perbuatan tertentu
dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang mgnsatara tegas jelas
dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undadgng korupsi.

Manakala perundangan tertentu tersebut tidak maksgat yang demikian,

maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadamngrondang tindak

pidana korupsi.

Dalam kebijakan di bidang telekomunikasi sendirialte diatur, bahwa

penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin gemerintah dan

pelanggaran tidak membayar biaya penggunaan frekueadio adalah

234
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termasuk jenis pelanggaran administrasi sesuankete Pasal 4f® Pasal 53
(administrative penal laypUndang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Secara skematis, penegakan hukum yang dibagi metggd jenis yakni
penegakan hukum di bidang administrasi, perdata, pldana, itu masing-
masing mempunyai ruang lingkup pengaturan dan syakg berbeda-beda.
Asas subsidiaritas mengajarkan, bahwa peran hukdamg hanya merupakan
alternative secondnanakala upaya penyelesaian dengan pendekatamhuku
lain selain hukum pidana tidak dapat digunakan (@gimum remedium

Maka berdasarkan ajaran asas subsidiaritas diapadila terjadi persoalan
hukum di bidang telekomunikasi semestinya disek@sai dengan
mengedepankan pendekatan hukum di bidang admsiigaag ruang lingkup
pengaturannya mengatur kebijakan telekomunikasi. kaBu malah
mengabsorpsi persoalan hukum penggunaan pita fiskwedio 2,1 GHz (3G)
secara ilegal dan pelanggaran tidak memenuhi keamjnembayar biaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi perttadak pidana korupsi.
Bahwa proses penegakan hukulaw( enforcement procesyang akuntabel
dan kredibel, harus mendasarkan diri pada hukung yalah dibentuk atau
telah diformulasikan pada tahkgw making process

. Inti pertimbangan hukurjudex factidanjudex yurismemutus pidana perkara
pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh R®I2, lyakni bahwa unsur
delik ketentuan Pasal 2 undang-undang pemberantastak pidana korupsi
berupa unsur “melawan hukum?” telah terbukti daarag perbuatan terdakwa

selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani p@garkerjasama dengan
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PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjigas&ea tersebut PT. IM2

telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (®lk PT. Indosat

penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupaerbuatan melawan
hukum.

Sedangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara @rekonomian
negara” dibuktikan dengan adanya penggunaan mtadnsi radio 2,1 GHz
dan atau kanal frekuensi radio oleh PT. IM2 atagappgan kerjasama yang

terdakwa tanda tangani di atas, PT. IM2 tidak membap front feedan Biaya

Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepadanae

Bertolak dari fakta dan pertimbangan diatas, teatajpetidaktepatan

menerapkan ketentuan Pasal 2 undang-undang pertasenartindak pidana
korupsi dalam vonis pidana perkara pemanfaatanfigkaiensi radio 2,1 GHz
oleh PT. IM2. Uraian unsur “melawan hukum” dan “d@pmerugikan

keuangan negara atau perekonomian negara’ diaglsenarnya tidak

ditemukan di fakta persidangan.

Hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yemggkap di persidangan,
bahwa sebenarnya izin penggunaan spektrum frekuemfisi berupa penetapan
penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentizkgtau kanal frekuensi
radio (pita frekuensi radio 2,1 GHz) itu hanya diypgukkan bagi

penyelenggara jaringan bergerak (operator) telekdkasi saja melalui

mekanisme pelelangan. Jadi yang medapat izin datdkasa penggunaan pita
frekuensi radio 2,1 GHz adalah PT. Indosat, adapin IM2 sebagai

penyelenggara jasa telekomunikasi tidak mempungia dan tidak dapat
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mengikuti proses pelelangan pita frekuensi radiol 2GHz yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Sesuai keterasghksi a charge yakni
Bertiana Sari, Basuki Yusuf Iskandar, Bonny Muhambamrin Wahid, dan
saksia de chargeSofyan Djalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa
penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat mratigelang pita frekuensi
2,1 GHz, karena persyaratannya harus penyelengagangan atau operator
telekomunikasi.

Terdapat juga fakta hukum lain yang terungkap digangan bahwa sesuai
keterangan saksi chargeDede Rusnandar dan ahli Heroe Wijanto yang pada
intinya menyatakan tidak ada penggunaan frekuexsor2,1 GHz oleh PT.
IM2. Adapun mengenai kewajiban membayar BHP pitekBpm frekuensi
radio 2,1 GHz yang terdiri dari biayg front feedan biaya izin pita spektrum
frekuensi radio tahunan, termasuk siapa yang bejean membayar
ditentukan dari hasil seleksi atau lelang pitadesisi radio 2,1 GHz.

PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekikasi yang telah
mengikuti lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz dafah ditetapkan oleh
pemerintah sebagai salah satu pemenang, berkewajileanbayar biayap
front feedan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tamunHal tersebut
sesuai dengan keterangan saksi Dede Rusnandar, Outtono, Bertiana Sari,
Harry Sasongko, Sofyan Djalil, dan Dani Sudarsoangyintinya menyatakan
PT. IM2 tidak membayar biayap front feedan biaya izin pita spektrum

frekuensi radio tahunan, yang membayar adalahrielbsht.
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3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaragkén hingga putusan
kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan dasar dan gdin perhitungan
kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BP&Bnd kasus dugaan
tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringakuémesi radio 2,1 GHz
(3G) oleh PT. IM2 adalah tidak sah, telah dibatalkleh Mahkamah Agung
pada tingkat peninjauan kembali melalui putusan dloifb PK/TUN/2015.
Oleh karena putusan TUN Nomor 75 PK/TUN/2015 yaraglgp intinya
menyatakan obyek sengkesaquo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur daksalR2 huruf d Undang—
Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta perubahannya ndanyatakan
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untekneriksa dan
mengadili objek sengketaquo.

Dengan demikian, perhitungan kerugian keuanganraggang dilakukan oleh

BPKP dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalmggunaan jaringan
frekuensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT. IM2 sesuatupan Nomor 75

PK/TUN/2015, tetap dipandang sah dan legal, seld& mempunyai implikasi

hukum batalnya putusan perkara pidana korupsi peragn jaringan frekuensi
radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 karena tidak terdapanga dua putusan yang
saling bertentangan.

BPKP semestinya tidak berwenang melakukan pemarkatau audit terhadap
PT. IM2 sehubungan dengan adanya dugaan kerugisangan negara dalam
penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3&reka pemeriksaan

terhadap perseroan (PT.) meski dilakukan sesua&ntean dalam Undang-



239

Undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa pemeriksaan daphdadan hukum
perbentuk PT. meski dilakukan oleh akuntan pubtduaauditor independen
berdasarkan penetapan pemeriksaan dari PengaditzeriN

. Saran:

. Penegakan hukum harus dilakukan dengan taat noamdagt asas, terlebih
dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan unarkparoleh kebenaran
materiil.

. Di dalam peradilan pidana untuk membuktikan kebemanateriil itu harus
memperhatikan fakta-fakta hukum secara obyektifldanprehensif.

. Untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negasa g@erekonomian
negara dalam tindak pidana korupsi oleh badan hukerbentuk PT, harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undangfgntimmor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.
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